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MUKHLAS, 2010. IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARL4H 
CABANG SOLOBARU SUKOHARJO, 
 
Hukum Ekonomi Syariah 
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penulisan tesis ini dilatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga 
keuangan yang berbasis Syariah baik lembaga keuangan Bank ataupun bukan Bank, 
Lembaga keuangan Syariah ini bermula dari Bank Muamalat Indonesia, karena di 
undangkannya Unudang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana sistim transaksi dengan prinsip 
syariah dimuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13.  Dari sinilah muncul lembaga keuangan yang 
berbasis Syariah, termasuk didalamnya adalah Pegadaian Syariah. Gadai Syariah adalah 
layanan gadai yang operasionalnya memakai ketentuan Syariah yang mengacu pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional karena Undang-undang gadai Syariah belum ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Akad ijarah di Pegadaian Syariah 
Solobaru sudah sesuai dengan prinsip Syariah atau belum, serta untuk mengetahui lebih 
mendalam tentang Gadai Syariah. 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akad ijarah sudah sesuai dengan 
syariah atau belum, sebagai parameternya Penulis menyajikan rahn dan ijarah menurut 
kajian Ulama Fikih, serta membandingkan dengan Kredit Cepat dan Aman (KCA) di 
Pegadaian Konvensional, dari sinilah dapat diketahui sisi persamaan dan perbedaan 
antara teori Fikih dan praktek dilapangan. 
Penelitian bersifat kuwalitatif karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan 
sesuai dengan masalah penelitian ini yaitu implementasi akad ijarah karena transaksi 
tersebut langsung berhubungan dengan interaksi sosial. 
Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang operasional gadai syariah 
dengan aqad ijarah, dilapangan penulis menjumpai suatu kejanggalan yaitu satu transaksi 
dengan dua akad, yaitu akad Rahn (gadai), setelah akad gadai selesai masuk akad lagi 
yaitu Ijaroh yang berkaitan dengan sews modal. gadai pada prinsipnya adalah akad utang 
piutang, utang tidak boleh mengembalikan dengan imbalan yang lebih dari pokok 
pinjamam. 
Pada akhir pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijarah di Pegadaian 
Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan Syariah, 
Pada pokoknya didalam sistim Ekonomi hanya ada dua model yaitu Jual beli dan 
utang piutang, dari situlah akan timbul riba, ghoror, maisir dan haram, yang paling banyak 




MUKHLAS, 2010. AKAD IJARAH (RENTAL AGREEMENT) OF ISLAMIC MORTGAGE, 
BRANCH OF SOLOBARU SUKOHARJO 
 
ISLAMIC ECONOMIC LAW 
 
Postgraduate of Sebelas Maret University Surakarta 
 
These thesis backgrounds are a lot of appearances of financial institutions based on 
Syariah (Islamic law) either bank or non-bank. A financial institution based on Syariah 
originated from Indonesian Muamalat Bank because enactment of legislation of banking, 
number 7 in year 1992 was amended by number 10 in year 1998 where Syariah 
transaction system was loaded in subsection 1 paragraph 12 and 13. Then financial 
institution based on Syariah grew up, also Syariah mortgage. Syariah mortgage is 
mortgage service using Syariah, according to National Syariah council religious advice, 
because there is not a legislation of Syariah mortgage. 
 
This research is to know Akad ijarah in Syariah mortgage, Solobaru, whether it is fitting 
with Syariah or not, also to learn more about Syariah mortgage. 
 
This research focuses on knowing Akad Ijarah whether it is fitting with Syariah or not. As its 
parameter, a writer provide Rahn (Syariah Mortgage) and Ijarah (Rental) according to 
Ulama Fikih (Fikih Scholars), and compares with Kredit Cepat dan Aman (Fast and 
Secured Loan) in the conventional mortgage, then known similarities and differences 
between Fikih theory and the reality happened. 
This is a qualitative research because of needing an intact and natural result. It is 
implementation of ijarah because people use the transaction. 
 
The result of this research is that there is awkwardness in Syariah mortgage using ljarah. It 
is a transaction with two agreements, Rahn (Syariah Mortgage) and ljarah (Rental). Rahn 
is contract debt that can not return more. 
In the end, conclusions can be drawn that 1jarah in Syariah mortgage, branch of Solobaru 
Sukoharjo, is not in accordance with Syariah. 
 
Basically, there are only two kinds of economic system. They are purchase and doubtful 
debts which will appear Riba (Usury), Ghoror (betting), Maisir (Gambling) and Haram 
(illegitimate). Doubtful debts often occur Riba (Usury) whereas purchase occurs Maisir 



















ÞArtinya : “Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi 
Penyayang, Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan 
jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa, 
sesungguhnya siksa Allah sangat pedih”.  
 
 Manusia adalah mahluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa 
berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling 
bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu 
orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. 
Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, 
muncullah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual 
( ابعهد ) maupun sosial (ةلماعم). Problem kehidupan ini tentunya harus segera 
direspon dengan serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan 
setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia. 
Dalam menjawab pemasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum 
lslam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan 
dan tidak dapat dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan jaman membuat hukum Islam 
harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan 
yang terbaik dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. 
Mendasarkan pada kemaslahatan tersebut maka Islam mengajarkan 
kepada ummatnya untuk saling bantu membantu, yang kaya membantu yang 
miskin. 
ÞsXNVlpg6‘




“Bentuk saling membantu ini dapat berupa pemberian tanpa ada 
pengembalian dari yang diberi  (karena berfungsi sosial), seperti infaq, zakat 
dan shodaqoh, ataupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada 
yang memberi pinjaman minimal mengembalikan pokok pinjamannya.    
Syari’at Islam juga memerintahkan umatnya supaya saling tolong menolong, 
yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang 
tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa 
berbentuk pinjaman.1 “   
 
Dalam kontek pinjam-meminjam  hukum Islam membolehkan baik 
melalui individu maupun melalui lembaga keuangan,  
Mengenai Pembiayaan didalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat 
diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan 
meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam Dunia 
Finansiil barang itu dikenal dengan obyek jaminan (collateral) atau barang 
agunan. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn (نھر) 
Kontrak gadai yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “نھر” atau 
“سبحلا” sebenarnya bukan hal baru dalam praktek perekonomian. Kontrak 
gadai sudah ada dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Hal ini 
sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa : 





Artinya :  Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, bahwa apabila orang yang 
menggadaikan barang tidak mampu melunasai utangnya maka barang gadai 
itu dikeluarkan dari miliknya   2 
 
Sampai Islam datang, ternyata perjanjian gadai masih berlaku, tentunya 
dengan batasan syarat dan rukun tertentu, bahkan mendapat legitimasi hukum 
sebagai perbuatan jaiz atau dibolehkan, baik menurut ketentuan al Qur’an, 
Sunnah maupun ijma’ Ulama. 
                                                 
     1. Sazli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistim Operasional , UI Press. Jakarta, 2006. hlm. 
3.  
     2. Sayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Dar Kutub al Aroby, Jilid dua, Beirut Libanon, 1983. hlm. 159..   
َكَا ِنْنمَع َاًةدَعلا َرِبّنا َلا ِرِھاَن َِذاَع اَجَزَعْنَا َدِءاَم َع اَلْیِھِم َد نْیٍن 
َخَرَجَلا َرْھُنَع ْنِْم لِكِھ   
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Dalam al Qur’an (QS al Baqoroh 283) disebutkan :                       




                  
 
Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berepiutang) akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya ;dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya ; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan    ”. (QS. Al-Baqarah : 283). 3 
 
Kalimat “Hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan 
sebagai“gadai”. Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan 
dalam ketentuan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisyah r.a. 
bcrkata : 




Artinya: “Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan 
beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.” (HR. Bukhori Muslim)4.  
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur Ulama juga 
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih.  
Dalam Islam gadai mempunyai pengertian yaitu menjadikan barang yang 
mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan uang, 
hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, atau bisa 
                                                 
      3. Al Qur”an dan Terjemahannya. CV Diponegoro. Bandung. 1975. hlm. 38  
      4. Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al Bukhori, Shohih Bukhori, Usaha Keluarga, 
Semarang, tt. II. hlm.78.  
ْنِاو ْمُتْنُك َعَلَس ىٍرفَف َلْمَت ِجُدَكاو ِاًبتَف اِرَھٌناِب ِھَم ْقُبَض وة نما ناف  
ىذلا د ءویل اف اضعب مكضعبا لاو ھبر اللها قتیلاو ھتناما نمت ءو 
میلع نولمعت امب اللهاو ھبلق مثا ھن اف اھمتكی نمو ةداھشلا اومتكت 
 يضر ةشع اع نع تل اق اھنع اللها :ھیلع اللها ىلص اللها لوسر ىرتشا 
 ھعرد  ھنھرو اماعط يدوھی نم ملسو
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mengambil sebagian (manfaat) barang itu. 
Menurut aturan dasar pegadaian, bahwa barang-barang yang dapat 
digadaikan di lembaga ini hanyalah berupa barang-barang bergerak padahal 
mempunyai berbagai resiko yang tinggi. 
 “Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada 
kcnyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari 
segi komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena 
inflasi, atau pelunasan berlarut-larut,sementara barang jaminan tidak laku.5  “  
 
Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat Muslim di 
Indonesia  yang sangat merindukan bertransaksi berdasarkan prinsip -prinsip 
Islam dalam berbagai aspek termasuk di bidang Pegadaian, kemudian 
Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-
undang memberikan  peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai 
Syariah dibawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada pasal 
1 ayat 12 dan 13 : 
“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil. 
Prinsip Syartiah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam 
antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, 
antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudhorobah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarokah), prinsip jual 
beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murobahah), atau pembiayaan 
barang  modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah),atau 
adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari 
pihak Bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina).”6  
 
Berdasarkan Undang-undang tersebut kemudian terwujudlah lembaga 
keuangan syariah, pada awalnya Perbankan Syariah, Asuransi Syariah 
kemudian Pegadaian Syariah dan lain-lain, dari sekian banyak lembaga 
                                                 
      5 Sٍasli Rais. loc cit. hlm. 130.  
     6 Ahmad Kamil dan M Fauzan, Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 
Syariah, Kencana Prenada Media Group, Edisi pertama, Jakarta, 2007. hlm. 29.   
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keuangan Syariah yang sudah mempunyai payung Hukum Positif adalah 
Perbankan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah yang lainnya belum 
mempunyai payung hukum tersendiri, seperti Asuransi Syariah, Pasar Modal 
Syariah dan Pegadaian Syariah.  
“Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak dibidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utama 
menyalurkan pinjaman kepada Masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia 
dan usaha lain yang menguntungkan”.7 
 
 Pegadaian Syariah Cabang Solobaru yang terletak di Jalan Solo - 
Wonogiri Tanjung Anom 69 A Solobaru Sukoharjo dan beberpa produknya 
telah dibeli oleh masyarakat, nasabah di Pegadaian Syariah belum tentu orang 
Islam yang tau dan taat menjalankan Syariatnya bahkan non muslim boleh 
bertransaksi di Pegadaian Syariah, Pada bidang transaksi bisnis Agama bukan 
suatu keharusan non muslim boleh menundukkan diri pada Hukum Islam 
darisitulah tergambar Islam rohmatan lil alamin, mereka kebanyakan dari 
kalangan bawah yang amat sangat terpaksa kekurangan uang untuk kebutuhan 
hidup sehari hari sehingga tidak tau prinsip Syariah atau bukan Syariah yang 
penting datang bawa barang pulang bawa uang, lain lagi bagi kalangan 
menengah keatas, bukan karena kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, 
akan tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga 
mereka mengetahui ada pilihan yang tepat untuk mencari modal yang Islamy.   
 
Adapun landasan hukum operasional Pegadaian adalah diatur dalam 
pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu : 
a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 
b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan 
jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, 
unit toko emas, dan insutri perhiasan emas serta usaha-usaha 
lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 
perusahaan.8   
 
                                                 
     7 Brosur Pegadaian Syariah Cabang Solobaru. tahun. 2009 
       8 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
Institusionalisasi, Gajah Mada University Press, Edisi Pertama, Yogyakrat, 2006. hlm. 180.   
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Disamping berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk penerapan 
prinsip Syariah. mendasarkan pada : 
a. Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 
tentang Perbankan. 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 9 /DSN-
MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Ijarah 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor Nomor : 29/DSN-        
MUI/IV/2002. Tentang Rohn. 
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rohn Emas.   
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murobahah   
Pegadaian Syariah masih menggunakan kebijakan gadai konvensional, 
disisi lain harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan pengawasannya 
secara kolektif dari pusat, hal yang demikian itulah yang menarik untuk dikaji 
dan dievaluasi secara kritis.    
Lembaga tersebut mengklaim dirinya mengatasi masalah tanpa masalah, 
apakah hal itu betul  atau justru tidak mengatasi masalah tetapi membuat 
masalah.   
Pada zaman sekarang ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik 
bank atau bukan bank yang yang mengklaim dirinya sebagai lembaga 
keuangan Syariah dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tapi prakteknya 
tidak Syariah.  
Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo yang terletak di 
Tanjung Anom  69 A Solobaru Sukoharjo berdiri pada tahun 2004 dan mulai 
efektif bekerja melayani gadai yang sesuai Syariah, sampai sekarang sudah 
berusia lima tahun berjalan, perkembangan gadai syariah tersebut tidak 
sepesat Perbankan Syariah yang memang diminati banyak nasabah kelas 
menengah keatas, karena kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat 
kelas bawah yang bersifat konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang 
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ditawarkan oleh gadai Syariah Solobaru belum banyak karena peminatnya 
masih relatif didominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke 
Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak, hal ini penulis ketahui ketika 
berada di Pegadaian dan mencoba wawancara dengan nasabah yang datang di 
Pegadaian Syariah. Sepintas yang menarik adalah Pegadaian mengatasi 
masalah tanpa masalah, hal ini terlihat dari kredit pinjaman yang ditawarkan 
oleh Pegadaian dengan garis batas minimal Rp. 20.000 sampai dengan Rp 
150.000,- dengan proses yang amat sederhana dan cepat cukup dengan waktu 
lima belas menit uang sudah bisa diterima, dari sinilah sepintas benar-benar 
mengatasi masalah tanpa masalah, akan tetapi dari sisi lain yang terkait 
dengan sewa modal dan akad yang dibuat oleh nasabah dengan Pegadaian 
apakah tidak akan menimbulkan masalah, terkait dengan barang agunan yang 
tidak mempunyai setandar pasar yang pasti seperti barang-barang elektronik 
dan kendaraan bermotor,  dari sinilah yang mendorong penulis untuk mengkaji 
hal-hal yang terkait dengan akad Rohn Ijarah di Pegadaian Syariah, apakah 
gadai Syariah menggunakan konsep Islamy yang sesuai dengan al Qur’an dan 
al Hadits yang di Implemntasikan oleh Ulama Imam Mazhab dalam Kitab-
kitab Fiqih, ataukah hanya sekedar merobah akad konvensional menjadi akad 
Syariah akan tetapi sistimnya tetap sama seperti konvensional.   
Berdasarkan klaim Perum Pegadaian dan uraian tersebut diatas  Penulis 
tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi tentang Implementasi akad ijarah 
pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo.        
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini hanya dibatasi pada 
masalah :  
Apakah Implementasi akad ijarah pada Perum Pegadaian Syariah 
Cabang Solobaru Sukoharjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.  
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan bagian pokok Ilmu Pengetahuan yang bertujuan 
untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan 
sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis dan 
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praktis.9  
Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui sistim gadai dengan  akad Ijarah  pada Perum 
Pegadaian Syariah  Cabang Solobaru. 
2. Mengetahui sejauhmana penerapan prinsip Syariah pada akad 
Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru.  
D. Manfaat Penelitan 
 Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberi manfaat penelitian 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi 
berbagai pihak, yang senantiasa antusias dengan sebuah sistem yang 
Islamy, terutama sekali kepada segenap Penegak Hukum, Penasehat 
Hukum, Konsultan Hukum, Ekonom dan para Mahasiswa Fakultas Hukum  
untuk dapat memahami dan mendalami sistim ekonomi Syariah (dibidang 
Pegadaian) yang kini berkembang pesat.   
2. Manfaat Praktis 
      Sebagai tambahan pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui tentang 
mekanisine aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah, 
sehingga gadai Syariah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim 
khususnya di sekitar wilayah Surakarta dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya untuk bertransaksi yang benar-benar Islamy. 
 










                                                 





A. Kerangka Teori. 
Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulisan ini adalah 
untuk mendalami implementasi akad Ijarah di Pegadaian Syariah, akad adalah 
merupakan sumber Hukum, karena dengan adanya akad akan menimbulkan 
hak dan kuwajiban antara kedua belah pihak yang berakad, untuk itu penulis 
akan menguraikan sedikit tentang teori Hukum sebagai berikut : 
1.Teori Hukum  
Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum 
yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau kepentingan 
penguasa dengan kepentingan masyarakat10 
Masalah penegakan bukum dan pelaksanaan hukum tidak bisa lepas 
dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Sistem hukum tidak 
lain merupakan cerminan dari nilai-nilai standar elit masyarakat yang 
masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan 
kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya 
membicarakan teori bekerjanya hukum, yaitu kapan hukum itu dianggap 
bekerja  secara efektif didalam masyarakat, menurut teori Siedmen didalam 
Amiruddin dan Zaenal Asikin untuk menyatakan teorinya membuat bagan 
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Dengan bagannya tersebut Seidmen mengajukan empat syarat proporsi 
sebagai berikut : 
1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang 
pemegang peran (Role ocupant) itu diharapkan bertindak. 
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatun 
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan 
yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga 
pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial dan lain-
lainya mengenai dirinya 
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi 
peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, 
keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya 
mengenai diri mereka serta umpan balik, yang datang dari pemegang 
peran. 
4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak 
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 
mereka, sanksi-sanksinya, politik, idiologis, dan lain-lainnya mengenai 
diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta 
birokrasi.”11 
 
                                                                                                                                     
             10 Adi Sulistiyono, Teori HUkum, Bahan kuliah UNS, hlm. 50 
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Fungsi hukum didalam masyarakat. 
Untuk memahami bagaimana fungsi hukum, ada baiknya dipahami 
terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 ( empat ) bidang 
pekerjaan yang dilakukan oleh hukum yaitu : 
1. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan 
menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang 
boleh dilakukan. 
2. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan 
kekuasaan atau siapa saja berikut prosedurnya. 
3. Menyelesaiakan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat manakala ada. 
Dari 4 (empat ) pekerjaan hukum tersebut diatas Satjipto Rahardjo, 
secara sosiologis dapat dilihat dari adanya dua fungsi utama  hukum yang 
berdampingan satu sama lain adalah : 
a. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan 
b. Sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering 
Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar 
menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah 
ditentukan atau diharapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh 
pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini.12 
 
Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa 
sosial (merubah masyarakat) : yakni disini hukum tidak hanya dipakai untuk 
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam 
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang 
dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, 
menciptakan pola-pola kelakuan baru.13 
 
Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam 
masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan 
sosial ekonomi dalam masyarakat. 
Sedangkan hubungan hukum dengan ekonomi adalah ekonomi 
bertujuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 
masyarakat dan angota-anggotanya. Perbuatan ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan di dasarkan pada asas rasionalitas.14 Akan tetapi dalam memenuhi 
                                                                                                                                     
      11 Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Cet. Empat, Jakarta, 2008. hlm. 47.     
     12 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan ILmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum, Alumni, 
Bandung, l977. hal.143. 
     13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 168. 
       14 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam 
Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, 1985. hlm.55. 
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kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan berkelompok maupun 
individu.  Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan 
interaksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya dalam masyarakat. Dengan demikian muncullah 
masalah aturan sebagai kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan-aturan sulit 
orang bisa berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam 
masyarakat. Ekonomi tidak bisa mendesain sendiri peraturan-peraturan  atau 
sistem peraturan yang nantinya harus mengikat tingkah lakunya.15 
“Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-
nilai yang diterima oleh masyarakar. Didalam kehidupan masyarakat 
terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau 
norma dasar, norma teresebut mrupakan norma yang paling menonjol, yang 
paling kuat bekerjanya   atas diri anaggota-anggota masyarakat. Seperti 
halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan 
tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk 
pada sesuatu hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang beerbeda. Norma 
melihatnya dari sudut perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari 
sudut perspektif individu”.16 
 
2. Teori Hukum Islam.      
Didalam bahasan Ilmiyah hukum Islam ada beberapa istilah, yakni Syariah, 
Fiqih dan Hukum. Ketiga nya mempunyai arti satu yaitu Hukum Islam, 
meski ketiganya ada perbedaan akan tetapi tidak prinsip hanya pada istilah 
dari mana seseorang memandang. 
a. Syariah menurut arti istilah adalah : Hukum-hukum syara’ mengenai 
perbuatan manusia yang dihasilkan dalil-dalil yang terrinci, yaitu dalil-
dalil yang diperoleh dari al Qur’an dan Sunnah yang shohih, syara’ 
adalah yang berkaitan dengan perilaku manusia (hukum cabang) yang 
dihimpun dalam ilmu fiqih 
b. Fqih   (ilmu pengetahuan atau maksud sesuatu), secara terminologi 
sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khollaf  dalam Umar Shihab 
adalah Pengetahuan tentang hukum Syara’ mengenai perbuatan manusia 
yang diusahakan dari dalil yang terinci, atau kumpulan hukum-hukum 
syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
terinci. 
c. Hukum adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang 
mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan, sedangkan ilmu 
                                                 
     15 Ibid, hlm. 57 
     16. Satjipto Raharjo,  Hukum Dan Perubahan sosial, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 
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Fiqih adalah efek dari titah Allah tersebut yang berupa perintah dan 
larangan  seperi wajib, haram dan boleh. 17 
 
Teori Penemuan Hukum Islam: 
a. Ijma’ (عامجا) adalah kesepakatan para mujtahid mengenai hukum suatu 
peristiwa. 
b. Qiyas (سایق) ialah mempersamakan suatu peristiwa yang belum ada 
ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan illah antara 
keduanya, illah  adalah suatu masalah sebagai ukuran penetapan 
hukumnya. 
c. Istihsan (ناسحتسا) mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum 
peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan kuat dari pengecualian 
tersebut. 
d. Maslahah Mursalah (ةلسرملا ةحلصملا ) ialah penetapan hukum 
berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada 
ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara 
khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi 
manusia dan mewujudkan manfaat. 
e. Istishhab (باحصتصا) Ulama ushul Fikih menetapkan hukum sesuatu 
menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang 
mengubahnya, dengan kata lain menjadikan suatu peristiwa yang telah 
ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya kecuali ada 
dlil yang mengubah ketentuan hukumnya 
f. Urf (فرع) adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 
masyarakat dan terus menerus dipergunakan, baik berupa perkataan 
ataupun perbuatan. unsur pembentukan urf adalah konvensi dikalangan 
masyarakat secara berkesinambungan. 
Urf  ada dua macam, yaitu urf shohih (حیحص فرع) dan urf fasid ( فرع
دساف) 
1. Urf shohih  (حیحص فرع) adalah kebiasaan yang telah menjadi 
tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara’ tidak 
menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, 
berdasarkan hal itu para ulama ahli ushul fiqih suatu kaidah ( تداعلا 
ةمكحم)  adat kebiasaan merupakan dasar penetapan hukum. 
2. Urf fasid (دساف فرع) ialah kebiasaan yang telah menjadi tradisi 
masyarakat  yang bertentangan dengan dalil syara’, misalnya 
kibiasaan dalam perjanjian yang memungut riba, kebiasaan 
semacam itu hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, Ulama 
Ushul Fiqh menetapkan qoidah (تاروضحملا حیبت ةرورضلا) artinya 
keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang.18 
 
3. Teori Ekonomi Islam 
                                                 
     17  Umar Shihab, Kontektualitas Al Qur’an Kajian Tematik atas ayat-ayat Hukum dalam Al 
Qur’an, Pena Madani, Cet. ketiga, Jakarta. 2005. hlm.332.  
     18 Ibid, hlm 349.  
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“ Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan 
ekonomi Islam, pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya 
memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan 
menyelesaikan permasalan-permasalan ekonomi dengan cara Islamy 
merupakan bagian dari definisi Ekonomi Islam. Ada pendapat lain yang 
mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-
masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. “19 
 
“Dari perspektif Islam tujuan lembaga keuangan Islam dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan dari 
aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar . 
3. Promosi Pembangunan Ekonomi. 
Penghapusan riba adalah memperkenalkan prinsip-prinsip Islam, adalah 
tujuan keagamaan, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan atau 
kegagalan dari sudut pandang sekuler murni. Para Ulama telah memberikan 
suatu landasan teoritis untuk larangan tersebut dari sudut pandang moralitas 
dan ekonomi. Alasan larangan dari ihtiar ini terus terang adalah meskipun 
sumber pokok dari larangan ini adalah al Qur’an dan Sunnah, namun al 
Qur’an tidak memberikan alasan mengapa bunga diharamkan. 
“Distribusi pendapatan 
Tujuan dari mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar 
dapat ditafirkan dalam beberapa cara, bisa diartikan sebagai upaya untuk 
menyebarkan pemilikan sumberdaya produktif masyarakat, atau bisa diartikan 
sebagai perjuangan untuk mengubah distribusi hasil-hasil produksi antara 
tenaga kerja (pengusaha)  dan modal. 
Promosi pembangunan ekonomi terdiri atas tingkat yang optimun, 
konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek relegius. Dari sudut 
pandang Islam tujuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan-tujuan 
relegius dan idiologis” 20 
 
Perkembangan institusi keuangan Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 
1998 ketika krisis melanda Keuangan Negara dengan didirikannya Bank 
Muamalat Indonesia, pada dasarnya telah mengambil dua bentuk , yaitu 
uapaya mendirikan institusi Keuangan Islam berdampingan dengan institusi 
Keuangan Konvensional, serta upaya meristrukturisasi keseluruhan sistim 
keuangan dan perekonomian yang sesuai dengan konsep-konsep Islam. 
Konsep Islam adalah yang berpedoman dengan al Qur’an dan al Hadis 
                                                 
     19 M Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada,  Cet Pertama, Jakarta, 
2007 hlm. .   
     20 Latifa M. Al qoud, Perbankan Syari’ah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. 2008 hlm. 135. 
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dengan ber Ijtihad berdasar apa yang tersirat didalam ayat-ayat al Qur’an dan 
Hadis, Ijtihad adalah mengisi ruang-ruang kosong dalam ranah Hukum 
Ekonomi Islam, sebab dalil-dalil yang ada bersifat Ijmaly (يلامجا). 
Teori Bagir ash Shadr. 
“Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam harus benar-benar 
memperhatikan ruang kosong dalam hukum ekonomi, karena kekosongan itu 
mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya doktrin ekonomi 
Islam memiliki dua sisi, satu sisi yang telah terisi secara sempurna hingga 
tidak memungkinkan lagi bagi adanya modifikasi, serta sisi lainnya yang 
masih merupakan ruang kosong. terhadap ruang kosong ini Islam 
menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa (رملاا يلو) sesuai dengan tuntutan  
cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap zaman. Yang 
dimaksud dengan ruang kosong disini adalah yang berkaitan dengan aturan-
aturan Islam beserta teks-teks legislasinya bukan yang berkaitan dengan  
orang Muslim yang hidup dimasa Nabi. Nabi Muhammad saw. mengisi ruang 
kosong pada hukum Islam diranah ekonomi berdasarkan tuntutan situasi dan 
kondisi yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Jadi ketika Nabi 
Muhammad mengisi ruang kosong itu kapasitasnya beliau bukan sebagai Nabi 
penyampai hukum Ilahiyah (ھیھلا) yang bersifat permanen dan berlaku disetiap 
tempat dan masa. Beliau melakukan seperti itu sebagai otoritas Penguasa ( يلو
رملاا)  yang bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang 
kosong dalam hukum yang berlaku sesuai dengan tuntutan dengan situasi dan 
kondisi. 21” 
 
Dari sisi ini  dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Fondasi Doktrin Ekonomi Islam tidak dapat ditemukan secara sempurna 
tanpa mengikut sertakan kajian ruang kosong diranah ekonomi Islam 
beserta estimasi tentang kemungkinan dan cakupan pengisian ruang 
kosong, ditambah dengan kajian ruang kosong yang telah terisi atas nama 
syariah pada awal Islam demi mewujudkan cita-cita ekonomi Islam, jika 
mengabaikan hal ini akan memetakan kemungkinan-kemungkinan 
ekonomi Islam dengan pandangan elemen yang statis bukannya pandangan 
elemen yang dinamis. 
2. Jenis legislasi yang dituangkan oleh Nabi Muhammad saw guna mengisi 
ruang kosong bukanlah aturan yang bersifat permanen, yang tidak bisa 
direvisi karena kapasitas Nabi sebagai Penguasa maka aturan-aturan tidak 
bisa dipandang sebagai aturan yang permanen dari doktrin ekonomi Islam. 
3. Atas Dasar ini doktrin ekonomi Islam benar-benar terikat dengan sistim 
kekuasaan pada tatanan praktis, ketika tidak ada seorang penguasa yang 
memiliki kwualifikasi-kwalifikasi seperti Nabi dalam kapasitasnya sebagai 
                                                 
      21 Muhammad Baqir Ash Shadr, Iqtishaduna (alih Bahasa Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam), 
Az Zahra, Yogyakarta, Cet. pertama 2008. hlm.108.    
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penguasa maka kecil kemungkinannya kekosongan dalam doktrin ekonomi 
dapat terisi sesuai dengan tuntutan dan keadaan sebagaimana dicita-citakan 
Islam.22 
 
 Sistim ekonomi Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan 
harta kekeayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi atau 
distribusi. Hukum Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya : 
1.  Dari mana harta kekakyaan diperoleh. 
2.  Bagaimana cara mengelola dan mengembangkan. 
3.  Bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. 
Ekonomi Islam memiliki kekhasan baik dalam tatanan konsep maupun 
operasionalnya, kekhasan itu adalah : 
1. Naluri Manusiawi. 
       Analisis ekonomi konvensional diasumsikan bahwa aktifitas 
ekonomi    didorong oleh keinginan seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan dalam memaksimalkan kepuasan atau kemanfatan yang 
diharapkan akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi ditengah-
tengah kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam realitas menunjukkan 
kondisi yang sering kontradiksi antara keinginan individu untuk 
mengoptimalkan kepuasan dengan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan, keinginan untuk mengoptimalkan kepuasan individu sering 
berbenturan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 




Artyinya : Makanlah dan minumlah dari rizqi yang diberikan oleh Allah 
dan janganlah berkleiaran dimuka bumi ini dengan berbuat kerusakan” 
 
Islam memandang kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa 
diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan 
masyarakat secara luas. Kehidupan individu akan terasa nyaman apabila 
                                                 
      22 Ibid, 110.   
ُكُلَو اوْشاَرُبِم اوْنِر ْزِقا الله َِوَت لاْعَوثَلاا يف اْرِضُم ْفِسِدْیَن  
 ِ
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kondisi masyarakatnya juga mendukung, sebaliknya kehidupan ekonomi 
masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauhmana kualitas kehidupan 
masing-masing individunya. Islam memandang kehidupan dalam 
masyarakat ibarat suatu bangunan yang satu sama yang lain saling 





Artinya :Orang Islam terhadap orang Islam adalah bagaikan bangunan, 
yang saling menguatkan diantara mereka” 23           
 
2. Materi. 
Dalam pandangan ekonomi sekuler selalu memperhatikan materi 
pada posisi yang begitu penting dalam kehidupan ekonomi. semua 
aktivitas ekonomi senantiasa diukur dengan variabel-variabel yang bersifat 
materialistik. Dari pandangan hidup yang serba materi ini kemudian 
memunculkan berbagai dampak kerusakan dan ketidak seimbangan dalam 
kehidupan semua mahluk didunia ini. 





Artinya :Telah tampak kerusakan didaratan dan dilautan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka sebagian dari akibat 
perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar” 
 
Islam memandang materi merupakan sarana dalam kehidupan untuk 
mencapai kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, 
sehingga praktek pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam 
bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
manusia secara fisik maupun moral. 
3. Hak milik. 
    Pandangan Kapitalis bersifat mutlak. Konsekwensinya seseorng 
ُملاْسِلُم ْلِلِلسمِمَك ُبلاْنَیِناَی ُشُّدَب ْعُضُھَب ْعًضا  
 
 
َظَھَرَفلا َسُداَبلا يف ًِرَبلاو ْحِرِبَمَك اَسَبْتَا ْیِدَنلاِساْل ُیِذْی َقُھْمَب ْعَض 
َع يذلاولِمَل اَعًلُھْمَی ْرِجُعْوَن  
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bebas mengelola sumber daya ekonomi bagi kepentingannya, selanjutnya 
bebas melakukan kegiatan produksi, komsumsi, investasi, dan distribusi 
dari berbagai sektor ekonomi tanpa berfikir apakah barang itu halal atau 
harang dan cara perolehannya itu haram, sebagaimana tersebut dalam 





Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku suka sama suka diantara kamu” 
 
Islam memandang materi hanyalah semata-mata titipan dari Allah, 
sehingga manusia dalam mengelola dan membelanjakannya semua bentuk 
materi harus dalam bingkai Syariah, tidak boleh semata-mata hanya untuk 
memperoleh keuntungan saja tanpa memperhatikan Syariah. Sebagaimana 





Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka 
bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung”.   
 
4. Universalisme. 
Pandangan orang Barat yang menganggap semua aktivitas ekonomi 
hartus diarahkan untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan suatu 
Negara, dari sinilah munculnya paham Kapitalis, paham ini akhirnya 
melahirkan praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian 
muncul tragedi kemanusian seperti penjajahan serta perbudakan. 
Islam memandang manusia pada hakikatnya merupakan satu 
                                                                                                                                     
     23  Imam Bukhori, Shohih Bukhori Usaha Kreluarga, Semarang, hlm.  
َیَا اًیَاھِذلا ْیَنَا َمُنَلا اوَت ْءاك لَا اوْمَوَل اُكْمَب ْیَنُكْمَبلاب ِط اِلِا َا لاْن 
َتُوكَنِت َجَراًةَع ْنَت ٍضارِم ْنُكْم  
 
 لضف نم اوغتباو ضر لاا يف اورشتن اف ةلاصلا ةیضق اذ اف 
نوحلفت مكلعل اریثك اللها اورك ذاو الله 
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kesatuan kehidupan yang besar karena semua ummat manusia itu adalah 
ciptaan Allah dan Allah menciptakan alam ini untuk kesejahteraan 
manusia, dari sinilah kemudian lahir perilaku ekonomi yang ramah dan 
simpatik karena aktivitas ekonomi dibangun dengan prinsip saling tolong 
menolong dan saling membantu. Didalam kekayaan seseorang ada hak-hak 
orang lain, seperti hak fakir miskin hak-hak untuk kepentingan Agama 
(sabilillah) dan lain lain. sebagaimana termuat didalam Surat at Taubah 








Artinya : “Bahwasanya shodaqoh itu adalah bagi orang-orang fakir, orang 
miskin, amil, orang masih lemah hatinya, orang yang memerdekakan budak, 
orang yang punya hutang, jalan Allah dan oranmg yang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui dan 
Maha Bijaksana” 
 
Menurut uraian Umar Shihab, prinsip ekonomi Islam ada empat 
prinsip, yaitu Tauhid, keseimbangan,  kehendak bebas, kehendak bebas 
dan tanggung jawab. Sedangkan dalam etika bisnis diantaranya (a). 
kejujuran, (b). ramah tamah,(c) penawaran yang jujur, (d) pelanggan yang 
tidak membayar diberi waktu, (e) penjual tidak memaksa pembeli dan 
tidak bersumpah dalam menjual, (f) tegas dan adil dalam timbangan dan 
takaran, (g) tidak dibenarkan monopoli, (h) tidak dibenarkan adanya harga 
komoditi yang boleh dibatasi, (I) sukarela.24 
 
4. Gadai menurut pandangan Ulama Fikih 
Pada dasarnya Gadai  (نھر) adalah bersifat komsumtif sebagaimana 
cerita Hadits Nabi tersebut diatas, akan tetapi dengan kemajuan pemikiran 
serta tuntutan zaman yang begitu komplek gadai tidak hanya bersifat 
konsumtif yaitu meminjam uang dengan menyerahkan agunan untuk 
memenuhi kebutuhan sandang pangan akan tetapi sekarang ini bukan 
hanya konsumtif tetapi mengarah pada  produktif yang berupa pembiayaan 
                                                 
     24 Umar Sihab, Opcit. hlm. 295. 
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atau pendanaan pada pengusaha dengan sistim mudarabah, hal ini adalah 
merupakan masalah yang baru dan perlu adanya Ijtihad  untuk menetapkan  
hukum berdasarkan dalil dari al Qur’an dan al Hadits, untuk itu penulis 
akan menguraikan hal-hal sebagai berikut : 
“al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah petunjuk dan pedoman 
hidup  bagi manusia, khusunya bagi mereka yang beriman, al Qur’an 
merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-
nilai yang terkandung didalamnya. Sebagai konsekuensinya didalam al 
Qur’an telah tertuang segenap aspek yang dibutuhkan manusia dalam 
kehidupannya baik yang berkenaan dengan urusan duniawi maupun 
uhrowi. 25” 
 
Kandungan didalam Al Qur’an yang berkaitan dengan hukum dapat 
dikelompokkan menjadi dua : 
a. Hubungan antara Manusia dengan Allah swt yang disebut dengan 
(ھیدوبع) 
b. Hubungan antara sesama manusia, dalam hal ini ada dua macam yaitu  
1.Yang berhubungan dengan Hukum Pidana (ھی انج) 
2.Yang berhubungan dengan keperdataan ( تلاماعم), dalam hal ini    
yang berkaitanm dengan bidang perekonomian, termasuk 
didalamnya adalah gadai (نھر) 
Praktik gadai telah ada sejak zaman sebelum Islam dan mendapat 
legitimasi oleh Islam 
(a). Dasar Hukum Gadai (نھرلا) 








Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah dan tidak 
mendapatkan penulis maka hendaklah ada baranmh yang dijadikan 
                                                 
      25 Umar Shihab, Opcit. hlm. 179.   
 نما ناف ةضوبقم ھب ناھرف ابتاك اودجت ملف رفس يلع متنك ناو
و ُا يذلا ءویلاف اضعب مكضعب اومتكت لاو ھبر اللها قتیلو ھتناما نمت
میلع نولمعت امب اللهاو ھبلق مثا ھناف اھمتكی نمو ةد اھشلا 
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tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika 
sebagaian kamu mempercayai sebagaian yang lain , maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,  dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. maka sesuangguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”   
 
2. Hadis Riwayat Imam Bukhori : 
 





Artinya : Dari A’isah r a. Dia berkata Rasullah pernah membeli dari 
orang Yahudi makanan dan Beliau menggadaikan baju besinya.26                                                          
 
  Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Ahmad. 
 
 
   
 
 
Artinya : “Dari Anas berkata  Rasul pernah menggadaikan baju besi pada 
orang Yahudi di Madinah dan Beliau mengambil gandum untuk 
keluarganya”  27 
          Berdasarkan ayat al Qur’an tersebut diatas ada perbedaan pendapat 
antara ulama Fikih, mayoritas ulama sepakat gadai itu boleh tanpa syarat, 
adapun yang mensyaratkan harus dalam kondisi bepergian dan tidak ada 
penulis adalah Ibnu Hazm beliau berpendapat : 
 
              
                             
           
 
 
                                                 
     26 Imam Bukhori, Shohih Bukhori, Usaha Keluarga, Semarang, tt. 78 
     27 Ibid, hlm 78. 
 اللها لص اللها لوسر ىرتشا تلاق اھنع اللها يضر ةشءاع نع
لع     ھعرد ھنھرو اماعط يدوھی نم ملسو ھی          
 
 دنع اعرد ملسو ھیلع اللها ىلص اللها لوسر نھر  لاق سنا نع
ھلھلا اریعش ذخاو ةنیدمل اب ي د وھی 
سم لجا ىلا عیبلا ىف لاا نھرلا طارتشا زوجی لا يف وارفسلا يف ىم
 لجا ىلا ضرقلا يف وا  ةصاخ رفسلا يف ىمسم لجا ىلا ملسلا
بتاكلا مدع عم ةصاخ رفسلا ىف ىمسم 
 xxxiv 
Artinya :”Tidak boleh mensyaratkan gadai kecuali pada jual beli yang 
tidak tunai dalam bepergian  atau salam (pesanan) yang tidak tunai  
khusus pada waktu bepergian atau utang piutang didalam bepergian 
karena tidak adanya penulis “ 28 
 
Pendapat Ibn Hazm tersebut juga didukung oleh Mujahid seorang Ulama 





Artinya : “Bahwasanya tidak dobolehkan gadai kecuali dalam keadaan 
bepergian” 29 
 
Menurut pendapatnya Hadis yang menerangkan Rasul pernah 
menggadaikan baju besi tersebut diatas adalah Hadis dhoif atau lemah, 
oleh karena itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. 
Kedua Ulama tersebut mendasarkan pada bunyi ayat al Qur’an yaitu kata 
(رفس)   yang artinya bepergian, dan kata  ( فلابتاك اودجت م ) artinya tidak 
ada penulis, jadi dua syarat itu harus terpenuhi. 
Ulama Fikih sepakat tentang kebolehan gadai sebagaimana disampaikan 











Artinya :” Rohn (gadai) Ulama fiqih sepakat  hukumnya boleh pada 
                                                 
        28 Ibn Hazm, al Muhalla, juz VII, Dar al Afaq al Jadida, Beirut Libanon, tanpa tahun, hlm 87. 
        29 Ibid, hlm 89. 
رفسلا يف لاا نھرلا زوجیلا 
 قلاط ءلارفسلا يف وا رضحلا يف زاج ءاھقفلا قافت اب نھرلاو
 نوكل بلاغلا جرخم جرخ ةیلاا يف رفسلارك ذو  ةنسلا يف ةیعورشم
فسلا يف رفاوتم ریغ يضاملا يف بتاكلا مدع اضیا طرتشی لاو  ابلاغ ر
 سانلاداشرا ت دارا ةیلااف  اقلطم ةنسلا يف هزاوج توبثل بتاكلا دوجو
نیدلا مھل بتكی بتاك نا دقف دنع مھل ةرسیم ةقیثو يلا 
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waktu bepergian atau ditempat tinggal karena keumuman dari  penetapan 
didalam Sunnah Nabi, dan disebutkan bepergian pada ayat itu merupakan 
pengecualian dari yang umum karena tidak adanya penulis pada masa 
dulu,  bukan  karena bepergian yang pada umumnya , dan tidak 
disyaratkan pula tidak adanya penulis  karena ketetapan kebolehan 
didalam sunnah Nabi itu secara umum,  adapun ayat itu (Al Baqoroh 283) 
memberikan petunjuk bagi manusia agar mudah percaya bagi mereka 
ketika tidak ada penulis yang menulis tentang hutang mereka.”  30 
Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut (نھرلا) yaitu perjanjian 
menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Sayyid Sabiq dalam 
Fiqih al-Sunnah mengatakan bahwa: 
 
 
                                 
Artinya : Rohn Menurt arti bahasa  adalah tetap, abadi dan tertahan  31 
Contoh dari pengertian ini,  سبحلا terdapat dalam Al Qur’an surat al-
Muddatsir ayat 38: 
 
 
Artinya : Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.32 
(b). Pengertian gadai) menurut istilah syara’ adalah : 
1)  Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : 
 
 
Artinya : Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam 
pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga 
memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.33 
 





                                                 
        30 Wahbah Zuhaily, al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, juz lima, Darul Fikri, Damaskus, Cet. 
ketiga, 1989, hlm 183.   
       31 Sayyid Sabiq, Fiq Al-Sunnah Beirut : Dar al-Fikr, t.t., Cet ketiga : hlm. 187. 
      32 Al qur’an dan terjemahannya, hlm. 559.  
      33 Sayyid Sabiq.: Op cit 187. 
ف ةیلام ةمیق اھل نیع لعج وھف عرشلا ىف اما ي نی دب ةقیثو عرشلارظن
نیدلا ذخا نكمی ثیحب 
دلاو  توبثلا ىلع ةغللا ىف نھرلا قلطی سبحلا ىلع قلطی امك  ماو 
                        
 امب سفن لكةنیھر تبسك  




Artinya :” Adapun menurut Syara uatu benda yang dijadikan kepercayaan 
dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak 
sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang “34. 
3) Menurut ta’rif Abdurrahman al Jazairi : 
 
                                          
  
 
     
  
 Artinya : Adalah harta (barang) yang dijadikan kepercayaan terhadap 
hutang   untuk memenuhi harganya bila yang berhutang tidak membayar 
dari tanggungan hutang35 
 
Setelah penulis mengemukakan ketiga ta’rif di atas, yang ditulis oleh 
tiga orang ulama, terdapat kesamaan pendapat, yaitu: 
a. Gadai tu adalah salah satu kategori dalam utang piutang )نی د(   
b. Barangnya (ةیلام نیع) sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, yang disebut 
dalam pengertian dengan kata (ةقیثو). 
c. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang 
berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang 
diperolehnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka 
harus dikembalikan kepada orang yang punya benda itu, sedangkan orang 
yang menerima jaminan (نھترم) mengambil sebagiannya yaitu sebesar 
uang yang dipinjamkannya. 
d. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang 
berutang) tetapi dikuasai oleh si penggadai (orang yang berpiutang,). 
e. Gadai menurut syari’at Islam berarti penahanan atau pengekangan, 
sehingga dengan akad gadai ke dua belah pihak mempunyai tanggung 
jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya 
dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang 
                                                 
      34 Ibnu Qudamah, Al-Mughny, Mahtobaturriyah Al-Haditsah, Juz enam .Riyad, 2004, hlm.319 
 هوءافیتسا ر ذعت نا ھنمث نم يفوتسیل نیدلاب ةقیثو لعجی يذلا لاملا
میرغلا ةم ذ نم 
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jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau 
pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga dalam 
pertanggungan jawab orang yang menggadai dan yang menerima gadai 
hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab 
masing-masing. 
f. Di dalam tiga ta’rif tersebut ada kata (لعجی) dan )لعج(  yang berarti 
menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana 
adalah orang yang memiliki harta benda itu, karena harta benda yang 
bukan miliknya tidak dapat digadaikan. 
(c)  Rukun Gadai. )نھرلا(  








Artinya : “Tentang gadai ada empat unsur, yang pertama penggadai, 
kedua penerima gadai, ketiga agunan keempat hutang. Rahin adalah yang 
memberikan gadai, Murtahin yang mengambil barang Rahn apa yang 
diserahkan dari barang sebagai kepercayaan utang, Marhun bih adalah 
utang”  36 
 






Artinya :” Serah terima dari orang yang menggadaikan kepada orang 
yang menerima gadai, akan tetapi belum sempurna dan tidak lazim 
                                                                                                                                     
      35  Abdurahman al Jazairi, Kitabul Fiqh ala Mazdahibil Arba’ah, Edisi enam, Juz dua, al 
Maktabah Tijariyah Kubro,. Mesir. 1980. hlm. 23.  
     36  Wahbah Zuhaili,  loc cit. hlm. 183. 
 نھرملاو  ثلاثلا نھترملاو يناثلا نھارلا لولاا يھ  ةعبرا رصانع نھرلل
  ھب نوھرملاو عبارلا   
رلاف ا لاملا نم يطعاام نھرلاوا نوھرملاو   هذخا نھترملاو  نھرلا يطعم نھ
نیدلا وھ ھب نوھرملا نیدلل ةقیثو 
 لاو متی لا نكلو  دوقعلارء اسك  نھترملاو نھارلا نم لوبقلاو باجیلاا
ضبقلاب لاا مزلی 
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kecuali dengan penahanan barang”.  37 







   
   Artinya : “Rukun gadai ada tiga, pertama akad mengandung dua sisi yaitu 
orang yang menggadai (pemilik barang) dan penerima gadai (yang 
memberi utang), yang kedua yang diakadkan (yaitu barang yang dijaminkan 
dan hutang) ketiga uacapan serah terima.”   38 
 
Dari ketiga pendapat ulama tersebut ada keasamaan  bahwa rukun gadai 
adalah : 
1. Orang yang menggadaikan (نھار). 
2. Penerima gadai (نھترم). 
3. Barang gadai (نوھرم) 
4. Hutang (ھب نوھرم) 
5. Aِqad dari orang yang menggadaikan kepada penggadai. 
6. Penahanan barang gadai (سبحلا يا ضبقلا) 
(d). Syarat sahnya akad gadai: 





Artinya : “Yang pertama berakal kedua baligh (dewasa) ketiga benda 
yang digadaiakan terlihat nyata pada saat  akad  keempat penahanan 
                                                 
     37  Ibid. 
     38  Ibnu Quddamah, Ibid. hlm. 320. 
 نھارلا  نیفرط لمتسیو دقاع لولاا  ةثلاث نھرلا ناكرا)كلاملا (
 نھترملاو)نیدلا بحاص وھو  ( ھنید ریظن يف نھرلا ذخا يذلا
  نیرما لمتشیو ھیلع دوقعم يناثلاو)نیدلاو  ةنوھرملا نیعلا 
ھب نوھرملا  (ةغیصلا ثلاثلا  
لقعلا  لاوا غولبلا  این اث  ولو دقعلا تقو ةدوجوم ةنوھرملا نیعلا نوكت نا اثل اث
ةع اشم تناك ھلیكو وا نھترملا اھضبق نا  اعبار  
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milik Penerima gadai atau wakilnmya 39 
 
2) Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi adalah : 
      Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak 







Artinya :”Disyaratkan kedua belah pihak yang ber-akad, berakal saja, oleh 
sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad 
rohn, dengan syarat akad yang dilakukan oleh anak kecil itu mendapat restu 
dari walinya.”40 
 
(e). Syarat sighot atau lafal. 
















Artinya : “Dalam akad rohn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau 
dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rohn sama dengan 
akad jual beli dari sis hakikatnya adalah melunasi hutang. maka tidak 
                                                 
     39 Sayid Sabiq, Opcit. hlm. 156. 
     40  Wahbah Zuhaily, Opcit. hlm. 175. 
یفش ھیفسلاو زیمملا يبصلا نھر حصیو زیمملا وا لقعلا نھرلا يدق اع يف طرت
ھیلو ةزاجا يلع افوقوم 
 
لا ةغیص يف دقع نلا  لبقتسم نمز يلا اف اضم لاو طرشب اقلعم نوكی لاا نھر
او نیدلا ءافیا يلا لایبس ھنوك ةیح ان نم عیبلا دقع ھبشی نھرلای لبقی لاف   هء اف
              لبقتسملل ةف اض لااو طرشب قیلعتلا  ناك فیضا وا نھرلا قلع اذاو 
عیبل اك دساف  ة دسافلا طرشب نھرلا نرتقا اذاو لطبو  نھرلا حص لط ابلا وا
 ةیزازبلاو ةدایزلا يف ءاج  ةیل املا ةضو اعملادوقع نم سیل نھرلا نلا طرشلا
 يلع نھرلا بجوتسی لاذا ةبھلا ةلزنمب عربت ھنلا  ةدسافلا طرشلاب لطبیلا نھرلاو
ه دنع نھرلا سبح ھكیلمتب  ءایش نھترملا 
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diterima akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan 
dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, apabila gadai 
dibarengi dengan syarat yang rusak tetap sah dan batal syaratnya karena 
gadai bukan barter yang menguntungkan, dan gadai tidak tidak menjadi batal 
dikarenakan syarat yang rusak karena gadai itu adalah suka rela dalam 
kedudukan pemberian oleh karena itu tidak wajib barang gadai menjadi milik 
orang yang menerima barang gadai”  41 
 
 







                                       







Artinya :”Dibolehkan syarat gadai yang tidak  dengan akad tertuju 
pada yang haram adapaun syarat yang bertentangan dengan akad 
merupakan syarat yang rusak dan batal akad gadainya, seperti 
disyaratkan didalam gadai, agar barang gadaian agar tetap ada 
ditangan penggadai, atau barang yang digadaikan masih bnerada 
dibawah tangan penggadai agar barang tidak dijual oleh Penerima 
gadai walaupun waktu yang ditetnukan dalam akad sudah habis(jatuh 
tempo) agar barang gadaiantidak dijual oleh penerima gadai  menjual 
untuk memeuhi hutangnya kecuali dengan ijin Penggadai”  .42 
 
 






                                                 
     41 Ibid. 192. 
     42 Ibid 
 دقعلا يضتقم عم يف انتی لا يذلا ط ورشلا حصیلوءوی لاو  
يلاح اما مار طرش وھف دقعلا يضتقم عم يف انتی  ام  لطبی  دس اف                    
                                                                                                  نھرلا
 نھت رملا  ھیضقی لا  نھرلا دی تحت  نوكی نا نھرلا يف طرتشی نءاك لاا وا 
 ھب يضری امب لاا نھرلا عابی لاا وا  لج لاا لولح دنع نیدلا يف نھترملا عابی
نی دلا نم نھارلا 
 
1 ءافو مدقتك ھیضقی ام نھرلا يف طرتشی نا وھو حیحص طرش 
 ةیقب يلع لاضفم  ھنید ھنم يفوتسیل ءامرغلا محازت دنع نھترملا
 ةلاھج ھیلع بترتی لاو دقعلل ةحلصم ھیف طرشی نا وا  نیدقلعلا
عیبلا اك طرشلاو دقعلا حصیف  ھب د اھشلااك 
2لاام ھیف طرشی نا وھو وغللا وا لطابلا ط رشلا  ضرغ لاو ةحلصم 
















Artinya :  
1. Syarat yang dibenarkan adalah apabila disyaratkan dalam 
pegadaian berkaitan dengan hukum, seperti mengutamakan 
tanggungjawab dan kebijaksanaan si penerima barang gadaian, 
ketika para penghutang kesulitan untuk melunasi hutangnya, 
kapanpun boleh meski waktu yang ditulis dalam akad sudah habis, 
aau disyaratkan adanya kemaslahtaan dalam akad dan tidak 
terjadi ketidak tahuan satu sama lain (lupa) seyogyanya agar ada 
saksi-saks, akad itu sah sebagaimana akad ual beli. 
2. Syarat yang batalatau main-main  adalah apabila disyaratkan 
tidak adanya kebaikan ataupun tujuan sepetrti disyaratkan agar 
hewan yang digadaikan tidak memakan makanan yang tertentu, 
maka syarat itu bathil dan akad tetap sah. 
3. Syarat yang rusak dan merusak akad adalah apabila mensyaratkan 
sesuatu yang membahayakan (merugikan orang yang menerima 
barang gadai)sepertisyarat agar orang yang menerima barang 
gadai tidak menjual barang gadai meskipun telah jatuh 
tempokecuali setelah satu bulan, atau mensyaratkan agar 
penerima gadai tidak menjual barang gadai dengan harga tidak 
lebih dari harga semula, atau mensyarakan sesuatu yang 
membahayakan atau merugikan si Penggadai dan menguntungkan 
penerima barang gadai.  43 







                                                 
     43  Ibnu Quddamah Opcit. hlm 15 
صلا ةمرح لوءویلاو  هاضتقم عم يف انی لاو  دقعلل ةحلصم ناك ام  حیح
دقعلا ىضتقم ىف انی ام دسافلاو  عرشلا اھھركی 
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Artinya : Syarat yang sah adalah syarat yang baik dan mendukung 
akad dan tidak bertentangan dengan akad atau keharaman yang 
dilarang oleh syariat. Syarat yang rusak adalah syarat yang 
bertentangan dengan akad  44 
Bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran 
akad tersebut, maka sayarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu 
bertentangan dengan tabiat akad rohn maka syaratnya batal. kedua syarat 
dalam contoh diatas (perpanjangan rohn 1 bulan dan agunan boleh 
dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rohn, 
karenaya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, 
untuk sahnya rohn tersebut pihak krediur minta agar akad itu disaksikan dua 
orang saksi. Adapun syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan 
tersebut tidsak boleh dijual ketika rohn tersebut jatuh tempo padahal debitur 
tidak mampu membayarnya. 
1.  Syarat marhun bih (ھب نھرم) (utang) adalah : (a) Merupakan hak yang 
wajib dikembalikan kepada kreditur; (b) Utang itu bisa dilunasi dengan 
agunan tersebut; (c) Utang itu jelas dan tertentu. 
2.  Syarat marhun ) نوھرم( (barang yang dijadikan agunan), menurut para 
ahli fikih, adalah: (a) Agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang 
dengan utang; (b) Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, 
karenanya khomer tidak bisa  dijadikan agunan, disebabkan khomer 
tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam ; (c) Agunan itu 
jelas dan tertentu ; (d) Agunan itu milik sah debitur; (e) Agunan itu tidak 
terkait dengan hak orang lain ; (f) Agunan itu menrupakan harta yang 
utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; (g) Agunan itu bisa 
diserahkan baik materinya maupun manfaatnya." 45 
 
Dalam gadai, para pihak baik pemberi maupun penerima gadai 
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut : 
(f). “Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai 
1) Hak Pemegang Gadai 
a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, 
yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu 
yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai 
orang yang berutang. Sedang hasil penjualan barang, jaminan 
tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang pemberi gadai dan 
sisanya dikembalikan kepadanya. 
b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telan 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. 
c. Selama utang belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk 
                                                 
    44  Wahbah Zuhailyu, Ibid.  
     45 Abdul Azizi Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ihtiar Baru van Hove Intermedia, Jakarta. 
2001 hlm. 1481  
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menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. 
2) Kewajiban Pemegang Gadai 
a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya 
atau merosotnya harta barang yang digadaikan jika itu semua atas 
kelalaiannya. 
b) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang 
yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. 
c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada 
pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. 
 
(g). Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
1) Hak Pemberi Gadai 
a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali barang miliknya 
setelah melunasi utangnya. 
b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dan kerusakan dan 
hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian 
pemegang gadai. 
c) Berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah 
jelas menyalahgunakan barangnya. 
2) Kewajiban Pemberi Gadai 
a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah 
diterimanya pemegang gadai dalam tenggang waku yang telah 
ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan 
      b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang 
gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan 





(h). Barang yang dapat digadaikan. 
Dalam hukum perdata (Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX 
Pasal 1150) hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; 
sedangkan dalam hukum Islam, gadai berlaku pada seluruh harta, baik 
harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 
Lebih lanjut tentang harta yang dapat digadaikan menurut hukum Islam 




                                                 
          46  Abdul Aziz Dahlan, Opcit. hlm 388. 





Artinya :  “Semua barang yang dapat dijual belikan maka dapat digadaikan 
atau dijadikan jaminan utang.” 47 
 
Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat 
digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Benda bernilai menurut hukum syara’ 
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi 
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin. 48” 
     
Pada umumnya gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi. Namun pada 
kenyatannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” karena 
adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari segi komersial, yang 
meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang 
berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Dilain pihak, barang 
jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang memungkinkan dapat diambil 
manfaatnya. Ini suatu masalah yang perlu dikaji solusinya. 
(i) Pemanfaatan Barang Gadai. 
Adapun mengenai solusi boleh tidaknya barang gadai diambil 
manfaatnya, secara teori sepertinya ada perbedaan antara Perum Pegadaian 
baik konvensional atau gadai Syariah dengan gadai dalam hukun Islam. 
Dalam Pegadaian  pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan barang-
barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan dalam hukum 
Islam terjadi berbeda pendapat antara para ulama mengenai boleh atau 
tidaknya barang gadai itu diambil manfaatnya. 
Akad gadai bertujuan untuk kepercayaan dan menjamin utang bukan 
mencari keuntungan dan hasil, maka orang yang memegang gadai 
memanfaatkan barang gadaian, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak 
ubahnya qirodl  dan setiap qirodl yang memanfaatkan adalah riba. Jika 
barang agunan itu berupa binatang ternak yang bisa diambil susunya atau 
bisa ditunggangi oleh memanfaatkan sebagai imbalan harus memberi 
                                                 
           47 Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, Kifayatul Ahyar, Usaha Nasional,. 
Semarang. 1998. hlm. 263 
           48  Ahmad Azhar Basyir, Utang Piutang Gadai, al Ma’rif Bandung, 1983. hal. 52. 
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Artinya :“Susu binatang perah boleh diambil susunya jika sebagai borg 
(agunan) dan hartus diberi makan oleh pemegang gadai, boleh 
menunggangi binatang yang diberi makan jika binatang itu menjadi borg 
gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susunya harus memberi 
makan”   49 
 









Artinya :” Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu 
pula mengambil susu binatang gadaian, jika ia memberi makan. Kewajiban 
yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan” 50 
 
Berdasarkan Hadis tersebut diatas ulama berbeda pendapat tentang 
pemanfaatan barang gadai : 
a. Menurut pendapat Imam Hanbali : 








                                                 
       49 Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al Bukhori, Shohih Bukhori, Juz II, hlm 79 
     50  Imam Bukhori, Shohih Bukhori,Ibid. 112. 
 انوھرم ناك اذا ھتقفنب بكریو انوھرم ناك اذا ھتقفنب بلحی ردلا نبل
نلا بكری يذلا ىلعو                                                        ةقف  
 بكری نھرلا انوھرم ناكاذا ھتقفنب برشی ردلا نبلو ان وھرم ناك اذا ھتقفنب
لعو ي ھتقفنب برشیو بكری يذلا
                                 
 عفتنی نا نھترملل زوجی ھناف بوكرمو بولحم ریغ نوھرملا ناك نا اما
نھرلا ببس نكی مل ناف ضوع نودب اناجم نھارلا نذاب نوھرملاب  ھنافاضرق
 نھارلا نذاب ولو ھب عافتنلاا   نھترملل لحی لا
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Artinya : Adapun apabila barang gadaian bukan sesuatu yang bisa diperah 
susunya ditunggangi, boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang 
gadai dengan izin si Penggadai secara cuma-cuma,tanpa harus menganti 
atau membayar, jikalau itu tidak menjadi sebab gadai menjadi utang (rah 
menjadi qirdl), kalau itu tewrjadi maka tidak boleh orang yang meerima 
gadai memanfaatkan barang gadai walaupun dengan izin si Penggadai   51  
                                                                     
Pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang 
agunan itu bukan miliknya yang penuh, Hak pemegang agunan terhadap 
barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila 
debitur tidak mampu melunasi utangnya baru ia bisa menjual atau 
menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya, Akan tetapi kalau 
barang agunan itu binatang yang bisa bisa ditunggangi boleh dimanfaatkan. 
b. Menurut pendapat Ulama Mazhab  Hanafi : 
                                                                     
 
 
Artinya : “Tidak boleh si Penggadai memanfaatkan barang gadai 
dalam bentuk apapun kecuali atas izin orang yang menerima barangh 
gadai” 52. 
 
c.    Menurut pendapat Ulama Mazhab Syafi i : 









Artinya : Penggadai adalah orang yang berhak memanfaatkan barang 
gadai dalam hal kebaikanapabila barang gadai berada ditangan 
penerima gadai dan dia tridak boleh menolak apabila si Penggadai 
ingin memanfaatkan barang gadai dan dia memberikan pada si 
                                                 
     51 Abdurohman al Jazairi, Opcit. hal. 302.  
     52  Ibid. 303.    
     53  Ibid.  
نھترملا نذاب لاا هوجولا نم ھجو ياب نوھرملاب عفتنی نا نھارلل زوجیلا 
 دی تحت نوكی نوھرملا نا ةلع فورعملا ةعفنم يف قحلا بحاص وھ نھارلا
 ةنوھرملا نیعلادرتف  نوھرملاب عافتن لاا دنع لاا ھنع هدی عفرت لاو نھترملا
نلاا ةدم نھارلل ءای مل اذا مث نھترملادی تحت يھو اھرامتسا نكمی مل نا عافت
ھیلع دھشی ھیلا نوھرملا ةراعا ىلع نھترملا نمت 
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Penggadaiselama waktu pemanfaatan barang gadaian tersebut dan 
setelahnya barang gadai berada ditangan penerima barang gadai, 
kemudian jika penerima barang gadai tidak percaya kalau 
meminjamkan barang gadai kepada si Penggadaimaka dia bisa 
membawa saksi.54 
           
Apabila Pemilik barang itu ingin memanfaatkan barang agunan 
(marhun) tidak perlu mendapat ijin dari pemegang marhun alasannya 
barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-
halangi untuk memanfaatkan miliknya, akan tetapi pemanfaatan marhun 
tidak boleh merusakkan barang itu baik kualitas maupun kuwantitasnya. 
Oleh sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang ketika 
memanfaatkan maka pemilik barang bertanggung jawab atas kerusakan 
itu. 
d    Menurut pendapat Fathi Daroini (ahli fikih dari Suriah) mengatakan : 
      Kehati-hatian Ulama Fikih klasik dalam menetapkan hukum 
pemanfaatan marhun  baik oleh kreditur atau debitur agar kedua belah 
pihak tidak dikatakan sebagai pemakan riba. Karena hakekat rohn dalam 
Islam adalah  dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya untuk 
tolong menolong, oleh karena itu ulama fikih menyatakan bahwa apabila 
menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan 
marhun kedua belah pihak boleh memanfaatkan marhun maka akad rahn 
itu tidak sah, karena hal ini bertentangan dengan tabiat akad gadai itu 
sendiri. 
      Rahn yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik adalah bersifat pribadi 
yaitu antara orang yang membutuhkan harta  dengan orang yang 
kelebihan harta, dizaman sekarang ini sesuai dengan perkembangan 
zaman dan kemajuan ekonomi, rohn tidak saja terjadi antar pribadi akan 
tetapi antara pribadi dengan lembaga keuangan atau Bank untuk 
mendapatkan kredit, Lembaga keuangan atau puhak bank meminta 
barang sebagai agunan barang tersebut disebut collateral.55 
 
(j). Kerusakan barang gadai. 
           Sebagaimana telah diterangkan diatas, barang yang bisa 
digadaiakan adalah barang yang bisa atau boleh dijual, apabila barang itu 
berupa barang bergerak sangat dimungkinkan akan terjadi suatu kerusakan 
barang ditangan  (murtahin) penerima gadai sedangkan akad gadai belum 
                                                 
     54  Ibid 
     55 Abdul Aziz Dahlan, Opcit. hlm. 342   
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selesai, Ulama Mazhab sepakat tanggunag kerusakan barang gadai itu 
pada penerima gadai akan tetapi berbeda tentang besaran yang ditanggung 
oleh penerima gadai dan penggadai. 











Artinya : Apabila barang gadai rusak atau penggadai merusakkan barang 
gadai, tanggungan harga apabila barang itu berharga, atau mengganti 
dengan barang serupa pada saat barang tersebut rusak, dan si penerima 
barang gadai adalah orang yang dituntut oleh Penggadai untuk 
menanggung kerusakan barang gadaian karena dia adalah orang yang 
menyimpan barang gadaian, dan sipenerima gadai menanggung semua 
harga barang gadaianyang ada ditangannya karena dialah yang 
bertanggung jawab atas barang gadaian sampai batas waktu pelunasan 
hutang, apabila waktu pelunasan tiba maka si pewnerima gadai mengambil 
pelunasan semua dari harga barang.56       
 







Artinya : “Penerima barang gadai menanggung kerusakan barang gadai 
dengan harga yang sesuai ketika terjadi kerusakan, atau dia mengganti 
barang saja bukan harga barang gadai meskipun tidak dikuasai, 
                                                 
     56 Abdurohman al Jazairi, Opcit. hal. 306 
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tanggungan ini menjadi tanggungan yang utama bagi penerima gadai 
atau mengganti barang gadean dengan seluruh hutang atau 
diperkirakan ganti barang gadai itu dari sisa kerusakannya  57 
 
4. Menurut Imam Malik :                  
     
 
 
Artinya : “Harga barang gadaian ketika menjadi tanggungan terjadi 
kerusakan disebabkan dari si Penggadai atau orang lain, maka ganti 
kerusakan sesuai dengan harga ketika barang itu rusak”.58 
 
5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
     Kerusakan barang gadai ( Marhun) diatur pada pasal 410 yang 
bunyinya :” Apabila Barang gadai rusak karena kelalaiannya,  penerima 
gadai harus mengganti barang gadai “59     
(k) Penjualan Barang gadai (lelang). 
      Didalam akad gadai antara Rahin (Penggadai) dan Murtahin (Penerima 
gadai) membuat kesepakatan tentang batas waktu pinjamannya, dan bagi 
penggadai berkewajiban melunasi hutangnya, jika misalnya penggadai 
tidak melunasi hutangnya dan tidak memngizinkan barangnya untuk dijual 
untuk kepentingannya. Menurut Sayyid Sabiq didalam kitab Fikih Sunnah 
menerangkan Hakim berhak memaksanya (mengeksekusi) untuk melunasi 
hutangnya atau menjual barang yang dijadikan borg (jaminan) jika hakim 
telah menjual barangnya tersebut kemudian ada kelebihan maka kelebihan 
dari hasil penjualan tersebut menjadi milik penggadai dan jika belum 
tertutup maka si penggadai berkewajiban menutup hutangnya. Pendapat ini 
didasarkan Hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja’far yang artinya :” 
dan janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya 
(yang menggadaikan) ia berhak memperoleh bagiannya dan ia 
berkewajiban membayar ghoromahnya”     
Jika disyaratkan menjual barang gadai pada waktu habis masa maka itu 
dibolehkan, karena menjadi haknya pemegang gadai untuk menjual barang 
gadaian tersebut, menurut pendapat Imam Syafi’i memandang batal syarat 
                                                 
     57  Ibid 
     58  Wahbah Zuhaily, Opcit. hlm 160 
     59  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesaia, 2008. hlm. 
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tersebut.”60 
       
      Didalam KHES penjualan Marhun diatur pada pasal 407. 
1. Apabila jatuh tempo penerima gadai harus memperingatkan pemberei 
gadai untuk melunasi utangnya. 
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta 
gadai dijual paksa melalui lelang syariah. 
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 
penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
4.  Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan 
kekurangannya menjadi pemilik pemberi gadai.61  
 
 
 (l) Tujuan gadai dalam Islam adalah : 
Tujuan Gadai dalam Islam tidak semata mata mencari 
keuntungan dan laba, sebagaimana dikemukan oleh Sayid Sabiq 
sebagai berikut : 
 
 
   Artinya : “Akad gadai adalah akad yang bermaksud untuk kepercayaan 
saja bukan mencarai laba atau untung.”62 
 
     Dalam Islam rahn yang diartikan dengan gadai tidak ada istilah bunga  
uang. 
  (m)  Perbedaan dan persamaan Gadai dan Rahn. 
Gadai tanah, sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, 
tidak ditemukan pembahsannya secara khusus dalam ilmu fikih. Pada satu 
sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat 
menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan rahn 
kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta 
yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk 
                                                 
     60  Sayid Sabiq, Opcit. hlm.164. 
     61  KHES. hlm. 102.  
     62   Ibid. hlm. 156. 
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memanfaatkan dan mengambil keuntungan dan benda tersebut, walaupun 
dalam waktu yang ditentukan. 
“Sedangkan kemiripannya dengan rahn adalah karena adanya hak 
menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu. Secara rinci 
persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut: 
1. Persamaan 
a) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. 
b) Adanya agunan sebagai jaminan utang. 
c) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. 
d) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. 
e) Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang  
digadaikan boleh dijual atau dilelang. 
2. Perbedaan 
a) Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong 
menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut 
hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik 
keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang telah 
ditetapkan. 
b) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang 
bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh 
harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 
c) Dalam rahn, menunut hukum Islam tidak ada istilah bunga bank. 
d) Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga, 
yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Rahn menurut hukum 
Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.”63 
 
       Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah sebagai 
berikut: 
1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan 
fasilitas pembiayaan yang diberikan bank. 
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito 
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam 
ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang 
oleh bank. 
                                                 
    63 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan 
institusionalisasi, Gajah Mada University Press, Ed. pertama, Yogyakara. 2006. hlm 103.  
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3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu 
akan sangat membantu yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. 
   5. Gadai menurut Tata Hukum Indonesia. 
1. Pegadaian Konvensional 
a. Sejarah Pegadaian    
“Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum 
merdeka, pada awalnya lembaga ini merupakan lembaga swasta, barulah 
pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961, 
lembaga ini berubah menjadi Perusahaan Negara, dan selanjutnya 
berdasarkan Keputusan Presiden No.180 tahun 1965 Perusahaan Negara 
Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank Central, dan selanjutnya 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 Perusahaan Negara 
Pegadaian diubah statusnya menjadi Jawatan Pegadaian, dan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 Jawatan 
Pegadaian dirubah menjadi Perum (perusahaan umum) Pegadaian”.64 
b. Lembaga Pegadaian 
Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Pegadaian adalah : 
Badan Usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas 
kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh Modalnya dimiliki 
Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 
saham.65 
 
“ Menurut Y Sri Susilo dalam Sazli Rais Gadai adalah hak yang 
diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas benda bergerak. 
Pegadaian konvensional harus mencapai kondisi idial seoptimal 
mungkin, tanpa harus menyimpang dari tujuan pegadaian yang telah 
ditetapkan dalam PP Nomor 10 tahun 1990. Untuk tahun 2010 
Pegadaian mempunyai visi yaitu menjadikan tahun 2010 Pegadaian 
menjadi Perusahaan yang modern , dinamis, inovatif, profitable, dapat 
terlaksana dengan baik. 66” 
 
 
Didalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000, adalah 
sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan umum dan sekaligus mmupuk keuntungan berdasarkan 
                                                 
     64 Zaenuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Cet Pertama, Jakarta, 2008. hlm. 11.  
     65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 Tentang Perum 
Pegadaian, pasal 1 ayat 1   
              66 Sazli Rais, Ibid. hlm. 126. 
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prinsip pengelolaan Perusahaan.67 
c. Misi Pegadaian adalah 
Ikut membantu program pemerintah dalam upaya menungkatkan 
kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melalui 
kegiatan utama, berupa penyaluran pinjaman/pembiayaan gadai dan 
melakukan usaha lain yang menguntungkan.68 
 
d. Maksud  dan tujuan Perusahaan adalah : 
1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan 
menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum 
gadai, dam jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan 
pinjaman tidak wajar lainnya”.69 
 
e. Kepengurusan dan Pengawasan 
Kepengurusan, sebagai wujud dari pengorganisasian di perusahaan 
umum pegadaian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk 
hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu 
kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. “Di 
dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab secara rinci menurut bidang-bidang dan 
bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang 
harmonis dan lancar menuju terciptanya tujuan yang telah ditetapkan”.70 
Pengorganisasian menunjuk pada rangkaian aktivitas yang harus 
dilakukan secara sistematis. Organisasi adalah suatu sistem yang 
mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh 
kesadaran, di dalamnya orang bekerja dan berhubungan satu dengan 
lainnya menggunakan suatu cara yang koordinatif dan kooperatif untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam bukunya filsafat administrasi, Siagian mengartikan 
“organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang 
                                                 
              67 PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian,  
      68 Company Profile Pegadaian. 2009. 
      69 PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. 
      70  Nana Suyana, Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung, SInar Baru, 199. hlm 73  
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bekerjasama untuk suatu tujuan bersama dan terkait secara formal dalam 
persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau 
kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/kelompok yang 
disebut orang lain.”71 Simon sebagaimana dikutip oleh Suharsimi 
Arikunto menyebutkan: “Organization is planned sistem of cooperative 
effort in wich each participant has a recognized role of play and duties 
or to perform”.72 
Dari kedua definisi di atas, dapat dinyatakan betapa pentingnya 
organisasi sebagai alat adminisirasi dalam melaksanakan segala 
kebijakan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. 
Dalam hubungan ini, secara hakiki dapat ditinjau dari satu sudut 
pandang organisasi sebagai wadah yaitu tempat di mana kegiatan 
administrasi dilaksanakan itu. Terry memberikan definisi 
pengorganisasian adalah :  
 
“Organizing is the establishing of effective behavioral relationship 
among persons so that they may work together efficiently and gain 
personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental 
conditions for the purpose of achieving some goal or objective.”73 
 
Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur 
semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia, sehingga 
pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. 
Sedangkan Oteng Sutisna memberikan batasan pengorganisasian sebagai 
“kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar 
diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama.”74 
       Dengan demikian dapat diambil suatu benang merah bahwa 
pengorganisasian atau kepengurusan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
                                                 
       71 Siagian Sondang P. Filsafat Organisasi (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980), hlm. 81 
       72 Suharsimi Arikunto, Organsasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi Kejuruan (Jakarta:   
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 38. 
      73 Terry, G.R & Rue, Leslie W., Dasar-Dasar Manajemen (Alih bahasa G.A.Ticoalu). (Jakarta : 
PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 264 
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1. Adanya pembagian kerja (job description) yang jelas. 
2. Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab. 
3. Pembagian dan pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang 
berbeda. 
4. Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok. 
5. Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi. 
Untuk mewujudkan pengorganisasian yang baik dan efektif bagi pencapaian 
tujuan maka perlu menerapkan beberapa azas antara lain; 
1. Organisasi harus fungsional 
2. Pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja; 
3. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggungjawab; 
4. Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol; 
5. Organisasi harus mengandung kesatuan perintah; 
6. Organisasi harus seimbang dan fleksibel.75 
       Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi dalam perum pegadaian 
menjadi tugas utama bagi para pemimpin pegadaian. Kita tahu bahwa dalam 
kegiatan pegadaian sehari-hari terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan 
yang memerlukan kecakapan dan tanggung jawab berbeda-beda. Keragaman 
tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri 
oleh pimpinan. 
         Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Dewan Direksi yang terdiri dari 
Direktur Utama dan 3 Direktur dibantu unit-unit pembantu atau pendukung 
lainnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh 
Presiden atas usul menteri keuangan. Masa jabatan anggota direksi maksimal 
5 tahun dan dapat diangkat kembali sedangkan pembinaan dan pengawasan 
umum terhadap kegiatan usaha pegadaian dilalukan oleh menteri keuangan 
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh direktur jenderal berdasarkan 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Untuk 
melaksanakan pengawasan intern kegiatan usaha perusahaan, direksi 
membentuk satuan pengawas intern (SPI). 
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Selanjutnya, dalam melaksanalan fungsi pengawasan tersebut, menteri 
keuangan menunjuk dewan pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan. Jumlah anggota 
dewan komisaris ini menurut ketentuan minimal 2 orang maksimal 5 orang 
yang susunanuya terdiri dari ketua dan anggota. Dewan komisaris 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan kepada menteri 
keuangan. Masa jabatan ketua dan anggota dewan pengawas adalah 3 tahun 
dan dapat diangkat kembali. 
f. Produk Perum Pegadaian.  
     Beberpa produk yang ditawarkan di Perum Pegadaian Konvensional adalah 
:   
1. Kredit Gadai 
  Nasabah diberi fasililias pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan 
prosedur yang mudah, aman, dan cepat. Hampir semua jenis barang 
bergerak dapat dijadikan agunan atau jaminan seperti perhiasan emas atau 
berlian. Kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang bernilai. Dan 
barang-barang elektronika.76  
1. KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah kredit dengan sistim gadai 
yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai 
macam kebutuhan. 77 
2. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistim Gadia) adalah kredit angsuran 
tetap dengan sistim gadai yang dberikan khusus kepada Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha.78  
3. KREASI (Kredit Angsuran Sistim Fidusia) adalah kredit angsuran 
tetap dengan sistim fidusia yang diberikan kepada Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah untuk pengembangan usahanya.79  
        2. Jasa Taksiran 
Nasabah diberi fasilitas pelayanan untuk mengetahui kualitas barang 
                                                 
       76 Brosur Perum Pegadaian, 2009 
       77 Brosur Perum Pegadaian, 2009 
       78 Brosur Perum Pegadaian, 2009 
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perhiasan seperti : emas, perak, permata, dan lain-lain. Dengan biaya yang 
relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau 
kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir 
oleh juru taksir yang sudah berpengalaman.  
Kepastian nilai memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang 
tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.80  
3. Jasa Titipan 
Jasa ini merupakan fasililias pelayanan pentipan barang berharga dan lain-
lain agar lebih aman. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang 
akan bepergian jauh dalam waktu yang relatif lama, atau juga diberikan 
karena penyimpanan dirasakan kurang aman. Barang yang dapat dititipkan 
seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, juga surat-
surat berharga seperti surat tanah, ijazah dan lain-lain dengan prosedur 
mudah dan murah.81  
 
4. Gold Counter 
Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas ekslusif yang 
terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Gold counter semacam toko 
dengan sebutan “Galeri 24” untuk menjual perhiasan dari emas dengan 
kualitas sesuai kadar barang perhiasan. Dengan jasa ini, pegadaian 
berusaha untuk megubah image dengan mencoba menangkap pelanggan 
kelas menengah ke atas “Galeri 24” toko emas pegadaian berarti bahwa 
galeri tempat penyajian atau pameran-pameran barang yang bernilai seni 
keindahan. Sedangkan angka 24 bermakna perhiasan emas yang akan 
dijual karatasenya pasti benar, yaitu 24 karat, 23 karat, 22 karat dan 
seterusnya. 82 
 
5. Koin Emas Ongkos Naik Haji (ONH) 
Pegadaian memperkenalkan cara menabung terutama untuk persiapan 
menunaikan ibadah haji masyarakat yang berminat dapat membeli koin 
emas berkadar 24 karat yang kelak pada saat dibutuhkan untuk 
menunaikan ibadah haji dapat dijual kembali. Koin emas ONH dapat pula 
digunakan untuk souvenir dan koleksi pribadi. Dengan jumlah antara 250-
260 gram keeping emas sudah setara dengan ongkos naik haji karena 
harganya dikaitkan dengan kurs valuta asing (USD)83.  
 
2. Gadai Syariah.                                      
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a) Sejarah Pegadaian Syariah. 
Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan 
dengan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan 
transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkan 
kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan 
lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan untuk 
meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai 
dengan Syariah termasuk didalamnya adalah gadai Syariah, kemudian 
DPR bersama Pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang 
Perbankanyang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi 
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, diantara 
peluang bertransaksi sesuai syariah nadalah sebagaimana termuat pada 
pasal 1 ayat (12) : 
     “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan 
pinjam meminjam  atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang 
memwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.  dan (13) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 
hukum Islam anatara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana 
dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 
dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan dengan 
prinsip bagi hasil  (mudhorobah), pembiayaan penyertaan modal 
(musyarokah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan 
(murobahah) atau pem,biayaan barang modal dengan sewa murnitanpa 
pilihan (Ijarah) atau dengan pilihan pemindahankepemilikan atas barang 
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina) 84 “ 
 
b) Dasar hukum Gadai syariah adalah : 
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN - MUI/VI/2002 
Tentang  Rohn. 
“ Perjanjian dsengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 
Rohn dibolehkan dengan ketentuan :  
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     84 Kamil dan Faauzan, Kitab Undang-undang Hukum Perbankan Ahmad dan Ekonomi Syariah, 
Kencana Prenada Media Group,  Edisi Pertama, 2007. Jakarta. hlm 32.    
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1. Murtahin (penerima barang) berhak menahan Marhun sampai semua 
utang Rohin dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rohin, Marhun tidak 
boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rohin, dengan 
tidak mengurangi nilai Marhun. dan pemanfaatnya itu hanya sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.. 
3. pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rohin, namun dapat juga dilakukan oleh Murtahn, 
sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rohin.  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
direntukan  berdasarkan jumlah pinjaman. 
a. Apabila jatyuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rohin 
untuk melunasi utangnya.  
b. Apabila Rohin tetap tidak melunasi utangnya, maka Marhun 
dijual paksa / dieksekusi me;lalui lelang sesuai Syariah. . 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utan, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan.  
d. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik Rohin dan 
kekurangannya menjadi tanggungan Rohin.85    
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 
Tentang Rohn Emas.86 
1. Rohn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rohn Fatwa Nomor 
25/DSN -MUI/ VI/2002. 
2. Ongkos dan biaya penyimpanan  barang di tanggung oleh 
Penggadai. 
3. Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat dua besarnya 
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 
4. Biaya penyimpanan barang (Marhun) dilakukan atas berdasarkan 
akad Ijarah.87     
 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 
Tentang Ijarah. 
Rukun dan Syarat Ijarah: 
1. Pernyataan Ijab dan Qobul. 
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa  
dan penyewa, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset 
(nasabah). 
3. Obyek kontrak, pembiayaan  (sewa) atau manfaat dari 
                                                 
      85  Ibid. hal 549. 
      86 Ibid, ibid. hlm 545.    
      87 Ibid. hlm. 557.    
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penggunaan aset. 
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam Ijarah adalah obyek kontrak 
yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai 
ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 
5. Saighot Ijarah adalah berupa pernyataan kedua belah pihak yang 
berkontrak, baik secara verbal atau bentuk lain yang aquivalent, 
dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan 
yang dinyatakan oleh penyewa.88 
    
4. Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan. 
5. Peraturan lain yang berkaitan dengan Perum Pegadaian. 
Persoalan-persoalan yang kompleks dalam lembaga Pegadaian Syariah 
menurut pengamatan peneliti belum hanyak dilakukan penelitian ilmiah, 
karena Pegadaian Syariah adalah merupakan Lembaga Keuangan Syariah 
yang baru dan belum banyak dikenal oleh masyarakat Muslim pada umunya 
dan juga masyarakat Perguruan Tinggi. 
 Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai diskripsi dari penelitian 
terscbut, secara umurn adalah sebagai berikut : 
1. Aktivitas Pegadaian Syariah saat ini belum banyak dikenal oleh ummat 
Muslim dan kebanyakan masih menganggap sama dengan Pegadaian 
Konvensional. 
2. Islam membcnarkan adanya praktek pegadaian yang dilakukan dengan 
cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian 
dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang 
dilarang dan merusak perjanjian gadai.  
3. Gadai pada prinsipnya adalah utang piutang, didalam utang piutang tidak 
boleh menarik manfaat tidak boleh melebihkan didalam pelunasannya.   
 Sebagaima Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :    
 
 
                                                 
      88 Ibid. hlm. 379.  
لكم رج ضرق   ابر وھف ةعفن)يرخبلا هاور(  
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      Artinya : Tiap-tiap utang-piutang yang menarik manfaat (ada tambahan) 
adalah riba   89 
       
Berangkat dari Hadis Nabi tersebut Penyusun akan menguraikan 
tentang riba, 
  
a. Pengertian Riba : 
     Riba menurut arti bahasa adalah tambah90 
 
        
  
Artinya :Yang dimaksud dengan riba adalah penambahan atas 
Modal baik penambahan itu sedikit atau banyak 91 
 










Artinya :” “Riba dilarang oleh seluruh agama samawi, dinaggap 
membahayakan Ummat Yahudi, Nasroni dan Islam.  
Didalam perjanjian lama  : Jika kamu menghutangkan harta 
kepada salah seorang putra bangsaku, janmganlah kamu bersikap 
seperti orang yang menghutangkan jangan kamu meminta keuntungan  
untuk hartamu ( ayat 25 pasal 22) jika saudaramu membutuhkan sesuatu 
maka janganlah kamu meminta dirinya keuntungan dan manfaat (ayat 25 
pasal 35 Kitab Imamat)”  92    
c. Riba didalam al Qur’an, banyak ayat-ayat al Qur’an yang meneybutkan 
tentang larangan riba, suatu contoh didalam QS Ali Imrom 130 dan 131 
yang berbunyi :  
 
                                                 
      89  Imam Bukhori, Loc cit, hlm. 125  
      90  AW Munawir, Kamus Arab Indonesia, Loc cit hlm 435. 
      91   Sayid Sabiq, Loc cit. hlm. 130.0     
     92  Ibid. hlm. 131. 
ر يلع ةد ایزلا ابرلاءالق لاملا س   ترثكوا ت     
 
 يدوھیلا يف روظحمو  ةیوامسلا نایدلاا عیمج يلع مرحم وھو
انبا نم دحلا لاام تضرقا اذا  میدقلا دھع يف ءاج  ةیحیسماو لاف يبعسلا 
 كلامل احبر ھنم بلطت لا نءادلا فقوم انم فقت)  ةیا25  لصف 22 نم 
ج ورخلا رفس              (  
  ةعفنم  لاو احبر ھنم بلطت لا  ھلمحاف كوخا رقتفا اذا ) ةیا35 






  Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan 
riba secara berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan. 
 
                               
  
 
Artinya : Bahwasanya jual beli itu seperti riba, akan tetapi Allah 
menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba   
 
 
d. Macam-macam riba . 
“Secara garis besar riba dikelompkkan menjadu dua yaitu riba utang 
piutang dan riba jual beli 
Riba utang piutang ada dua jenis yaitu : 
1. Riba Qord, (ضرق ابر) adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu 
yang disyaratkan terhadap yang berhutang . 
2. Riba jahiliyah (ةیلھاج ابر) adalah utang dibayar lebih dari pokoknya 
karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu 
yang ditetapkan. 
Riba jual beli ada dua macam yaitu :  
1. Riba Fadl ( ) لضفلا ابر adalah pertukaran antar barang dengan kadar 
atau takaran yang berbeda sedangkan barang yang dipertukarkan 
termasuk termasuk barang jenis ribawi meliputi (emas, perakbaik 
dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, serta bahan makanan pokok 
beras, gandum, sayur-sayuran dan lain-lain) 
2. Riba Nasi’ah  )ةیسن ابر(  adalah penangguhan peneyerahan atau 
penerimaan barang jenis ribawi yang dipertukarkan dengan barang 
roibawi lainnya. riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, 
perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang 
diserahkan kemudian.”93  
   
            Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal di 
Indonesia, yang berfungsi menyalurkan pembiayaan dengan bentuk 
pemberian uang pinjaman atau investasi kcpada masyarakat yang 
membutuhkan berdasarkan hukum Islam merupakan suatu hal yang perlu 
disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan 
                                                 
     93  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Cet. 
pertama jakrta, 2001. hlm. 41.   
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dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek 
lintah darat, ijon dan segala macam transaksi yang diharamkan oleh Ajaran 
Agama Islam. 
“Sedangkan Pegadaian yang benar menurut Islam, sebagaimana 
disampaikan olch. Zaenuddin Ali, adalah seandainya kalau mau pinjam 
uang, maka diberikan pinjaman sesuai dengan nilai barang yang 
digadaikan. Tanpa ditambah-tambahi dari nilai yang sebenarnya terhadap 
uang yang dipinjam. Seandainya sesuai waktu yang disepakati belum 
mampu membayar, maka yang meminjam dan yang dipinjami membuat 
kesepakatan baru, apakah mau dijual atau mau diperpanjang waktu 
pembayarannya.94" 
 
Gadai pada dasarnya mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun 
pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil” 
karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dilihat dari segi 
komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena 
inflasi, pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. 
Di lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang 
kemungkinan dapat diambil manfaatnya. 
Dari sinilah peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat tentang 
Implementasi sistim gadai dengan akad Ijarah di Pegadaian Syariah 
Cabang  Solobaru Sukoharjo. Untuk itu memapartkan secara teoritis 
tentang akad Ijarah:  
1. Akad, adalah berasal dari bahasa arab (دقع) yang berarti perikatan, 
mengikatkan.95 
           Adapun menurut arti istilah adalah : pertalian ijab dan qabul sesuai 
dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.96 
2. Ijarah 
(a) Pengertian Ijarah. 
                                                 
     94 Zaenuddin Ali, Gadai Syari’ah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 29. 
     95 AW Munawir, Kamus Arab Indonesia, Pustaka Progresip, Surabaya, Cet. empat belas,1997. 
hlm 953.      
     96 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ihtiar Baru van Hove, I. Jakarta. 2000. hlm 
45. 
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         Ijarah (ةراجا) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.97 
(b) Dasar Hukum Ijarah 
           Dasar hukum Ijarah tertuang dalam al Quran : 





                    b. al Qosos ayat 26 : 
 
          
        3. Pengertian Ijarah menurut beberpa ahli fiqih 
a. Ulama Hanafiyah adalah : 
  
  
Artinya :”   Akad yang menjadikan kepemilikan pemanfaatn barang untuk si 
penyewa dengan bayaran”  98 
 
b. Menurut Ulama Syafi’iyah : 
  
 
Arinya : Adalah akad kepemilikan manfaat barang yang diperbolehkan 
menerima  bayaran sebagai ganti yang dapat diketahui (secara jelas) 99 
 
c. Menurut Ulama Malikiyah : 
 
                                                                      
 Artinya : “Adalah akad  yang menjadikan pemilikan manfaat 
barang     dengan waktu yang tertentu secara jelas dengan suatu 
imbalan “100 
                                                 
      97 AW Munawir,Opcit.hlm. 3.  
      98  Abdurohman al Jazairi, Kitab al fiqh ala Mazahib arba’ah, Juz dua, Dar Ehia al Thouroth al 
Arabi, Beyrouth, Liban, tt. hlm. 82 
      99  Ibid. hlm. 83 
      100  I bid.ibid. 84. 
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d.  Menurut pendapat Imam Taqiyudin  : 
 
 
                                                  
Artinya :”Adalah   akad kepemilikan pemenfaatn barang yang 
diperbolehklan menerima ganti berupa bayaran yang diketahui”  101  
 
e. Menurut Ulama Hanabilah : 
f.  
g.  
   
Artinya :  Akad kepemilikan pemanfaatn barang dengan waktu yang jelas 
dan bayaran yang jelas   102 
 
h.Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasionmal : 
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.103 
       Dari definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian yaitu : 
   -  Adanya manfaat 
   -  Adanya imbalan 
    - Tidak dibatasi oleh syarat. 
             Jadi apa yang berlaku dalam akad Ijarah itu hanya ditujukan pada 
manfaatnya  saja bukan pada materinya, sebagai contoh akad Ijarah tidak 
berlaku bagi pohon yang dapat diambil buahnya, karena buah itu bukan 
manfaat tapi materi. M. Ali Hasan menyitir Pendanpat pendapat Ibnu 
Qoyyim al Jauzi dari kalangan ahli fikih mazhab Hambali, mengatakan 
bahwa yang menjadi prinsip bagi ummat Islam adalah, suatu materi yang 
berevolosi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, jadi Ibnu 
                                                 
      101  Imam Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Ahyar fi Ghoyatil Ihtishor, juz pertama, Toha Putra, 
Semarang tanpa tahun, hlm. 309.       
     102  Abdurohoman al Jazairi, Opcit. hlm. 85. 
     103  Ahmad Kamil dan M Fausan, Loc cit. hlm 367.  
ةمولعم ضوعب ةحابلااو لدبلل ةلب اق ةمولعم ةدوصقم ةعفنم يلع دقع 




Qoyyim menyamakan manfaat dengan materi.104” 
 4. Rukun Ijarah 
a. Menurut Mazhab Hanafi hanya satu yaitu 
           
 
Artinya : Ijab dan Kabul, karena kad dalam ijarah adalah 
kepemilikan pemanfaatan barang bukan kepemilikkan sifatnya  105 
 
b. Menurut Ulama Malikyah, Syafiyah dan Hamnabilah  rukun Ijarah 




  Artinya.   
§ Yang diakadkan. 
§ Bayaran  
§ Ucapan yang menunjukkan kepemilikan manfaat  106                         
                                                   
 Sebagai sebuah taransaksi Ijarah dianggap sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 
umum dalam transaksi lainnya, adapun syarat Ijarah adalah sebagai 
berikut : 
2. Untuk kedua orang yang berakad : 
      Menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan Hambali disyaratkan sudah 
baligh dan berakal. 
      Menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki kedua orang 
yang berakad tidak harus sudah baligh, baligh tidak menjadi syarat, 
anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan Ijarah untuk 
dirinya sendiri atau hartanya, akan tetapi harus mendapat ijin dari 
walinya, apabila tidak disetujui walinya dianggap tidak sah 
akadnya. 
   2.   Kerelaaan /suka rela (ضارت نع) 
Apabila salah seorang diantaranya dipaksa maka akad Ijarah tidak 
sah.                                                    
                                                 
     104   M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah), PT Raja 
Grafindo       Persada, Ed. kedua, Jakarta 2004. hlm. 228.  
    105  Abdurohman al Jazairi, Opcit. 85.  
     106 Abdurrahman al Jazairi, Ibid.   
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3. Obyek Ijarah yaitu manfaat, manfaat harus diketahui secara 
sempurna, sehingga tidak menjadi perselisihan dikemudian hari, 
apabila manfaat Ijarah tidak jelas maka akadnya tidak sah. 
Kejelasan dari manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan 
jenis manfaatnya dan lama manfaat ditangan penyewa. 
Dalam penentuan waktu Imam Syafi’i memberikan syarat yang 
amat ketat, yaitu batas waktu itu harus jelas dan tertentu, 
4. Obyek Ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung 
dan    tidak   cacat. 
5. Obyek Ijarah harus halal menurut Syariat Islam 
6. Yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa. 
7. Obyek Ijarah sesuatu yang biasa disewakan. 
8. Sewa Ijarah harus tertentu dan mempunyai nilai harta.”107 
 
        c.  Jenis-jenis  akad pada Gadai Syariah : 
a) Akad Qordul Hasan (نسحلا ضرق) 
   Akad qordul hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pemberi gadai 
dengan puhak penerima gadai dlam hal transaksi harta benda yang 
bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan 
konsumtuf. 
   Hal dimaksud, pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari 
penerima gadai, akad qordul hasan (  ضرقنسحلا ) pada prinsipnya tidak 
boleh pembebanan selain biaya administrasi, biaya administrasi harus 
jelas, nyata dan pasti dan terbatas pada hal-hal yang nyata. 
   Harta yang digadaikan oleh rohin berupa barang yang tidak bisa 
dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang 




b) Akad mudharobah. )ھبراضملا دقع(   
   Akad Mudarobah adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemberi 
gadai ( هارن ) dengan pihak penerima gadai (نھترم). Orang yang 
mengadaikan barang sebagai jaminan  untuk menambah modal usaha 
atau pembiayaan produkrif. Akad dimaksud pihak pemberi gadai akan 
membarikan  bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh kepada 
penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang 
dipinjamnya dapat dilunasi. 
c) Akad Gadai dengan bai muqoyyadah.  )هدیقملا عیب(  
      Akad bai al muqoyyadah adalah akad uang dilakukan oleh pemilik sah 
harta benda barang gadai dengn pengelola barang gadai agar harta 
benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. 
d) Akad Ijarah. )ةراجا(  
                                                 
    107. Abdul Azizi Dahlan, Opcit. 66. 
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      Akad ijarah adalah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat 
benda   pada masa tertentu, yaitu pemilikan mafaat dengan imbalan, 
sama dengan orang menjadi manfaat barang. Dalam akad ini ada 
kebolehan menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu berupa 
penggantian atau kompensasi . 
      Dalam akad ini penerima gadai  dapat menyewakan tempat penitipan 
barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat 
berupa barang yang dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan 
manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut Muajjir   sedangkan 
penyewa disebut musta’jir  sedangkan barang yang diambil 
manfaatnya disebut ma’jur, sedangkan kompensasi disebut ujroh. 
e. Akad Musyarokah amwal  wal inan )نانلاو لاوما ھكراشم دقع(  
     Akad Musyarokah amwal wal inan adalah suatu transaksi dalam bentuk 
perserikatan antara dua pihak atau lebih yang diseponsori oleh 
Pegadaian Syariah untuk berbagi hasil (profit loss sharing) berbagi 
kontribusi, berbagi keuntungan, berbagi kepemilikan dan berbagi 
resiko dalam sebuah usaha.108 
 
d. Gadai dengan Akad Ijarah. 
“Akad Ijarah adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran 
manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, 
sama dengan seseorang, sesorang menjual manfaat barang, dalam akad ini 
dibolehkan menggunakan manfaat atau jasa. dengan suatu imbalan 
kompensasi. 
Dalam pelaksanaan Ijarah tersebut adalah nasabah (نھار) memberikan 
fee kepada   Pegadaian (نھترم) ketika masa kontrak berakhir dan )نھترم (  
mengembalikan (نوھرم) kepada . )نھار(  
   Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi Ijarah maka 
pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan 
: 
1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase. 
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang               
mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi Ijarah. 
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.” 109 
e. Jasa dan produk Gadai Syariah : 
1) Murabahah logam mulia. adalah memfasilitasi kepemilikan emas 
batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada 
masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses 
cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel, akad yang 
digunakan adalah akad Murobahah dan Rohn 
2) ARRUM (Arrahn Untuk Usaha Mikro Kecil) adalah melayani skim 
pinjaman bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha 
                                                 
     108  Zaenuddin Ali, Ibid. hlm 96. 
     109   Ibid. hlm, 96. 
 lxix 
dengan sistim pengembalian secara angsuran dan menggunakan 
jaminan BPKB. 
3) ARRAHN IJARAH melayani skim pinjaman yang mudah dan praktis 
untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system 
gadai sesuai Syariah.110 
 
5 Malaysian Practice of ar Rohnu Scheme. 
           Sebagai bahan perbandingan Penulis akan mengambil sistim gadai Islam   
di Malaysia : 
Modus operandi of Islamic pawnshop 
Generally, the modus operandi for conventional and Islamic pawnshop 
transaction 
is quite similar. Despite the similarities, the contract (aqad) in the Islamic 
pawnshop is different from the conventional pawnshop. The loan granted 
is based on four concepts, i.e.al-qardhul hassan (loan without interest), al-
wadiah yad dhammanah (keeping valuable goods by guarantee), al-ujrah 
(storage fees) and ar-rahn (collateral). The storage fee is based on the 
value of gold and not on the amount of the loan, as shown in Table 2. This 
fee is charged differently by each Islamic pawnbroker. 
In the Islamic-based pawnshop, gold is the only permitted item. Gold have 
several 
advantages as collateral over other items6. Firstly, gold is easily resold 
and so there is potentially auctioning the collateral should the borrower 
not redeem the pledge. Secondly, gold’s purity can be easily determined 
and so the risk of mispricing the collateral can be minimized. Thirdly, gold 
chains and rings typically require only a small flat envelop for  storage 
and so can be kept securely in the bank safe at little, if any, additional 
cost.6 Skully, M. S. (2005). Islamic Pawnbroking: The Malaysian 
Experience. Paper presented at the 3rd 
International Islamic Banking and Finance Conference 2005.6 
Finally, women often receive gold chains and bracelets as wedding gifts 
and generally retain personal ownership of these items especially in 
Malaysia. This practice is common across income levels and so provides a 
rich base of potential customers. 
 
Table 2: The safekeeping fees charge in Islamic pawnshops 
 
Value of pledged Bank keerjasama 
Rakyat Malaisia 




(RM per mounth) 
MGIT (RM per 
mount 
RM 1-RM400  0,60 No Charge 
RM 1-RM 1,000 0,65 - No Charge 
                                                 
     110  Brosur Pegadaian Syariah Solobaru 2009. 
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RM 1-RM 2,000  0,85 No Charge 
RM 1-RM5,000 0,76 0,95 * No Charge 
RM 1-RM50,000 0,75 - No Charge  ** 
· Range of financing from RM 2.001 to RM 5.000. 
**  Mximum financing is RM 1,50 
 
The valuation is based also on the purity of the gold item. For example 85 
carat 
gold carries a value of RM25 to RM26 per gm. The gold will be valued at 
the prevailing market price. The best method of assessing gold jewellery in 
Islamic pawnshop is by using acid test. The method is such as the piece of 
jewellery will be rubbed on a black stone. The quality of gold will depend 
on the friction; the rougher the feel of the gold, the better the quality. The 
action of rubbing will be done at corners of the jewellery as these parts 
are the easiest to determine if the gold is fake. In addition, a special 
density meter is  used to value the gold. In order to make the valuation free 
from mispricing, the staffs in Islamic pawnshop will be sent to YPEIM 
institution for courses that relate to get training in such matters. In terms 
of legislation, the Islamic pawnbroking system is subject to certain laws 
but no specific acts. For example, ar-rahnu scheme in Bank Kerjasama 
Rakyat Malaysia Berhad is subject to three different acts, which are the 
Bank Kerjasama Rakyat (M) 
Berhad Act 1978, the Co-operative Societies Act (1993) and the 
Development Finance Institutions Act 2002. In addition, Bank Kerjasama 
Rakyat Malaysia Berhad has  introduced separately the ar-rahnu manual 
guidelines 7 . Other relevant acts are the Occupational Safety and Health 
Act for workers who are exposed to acid for the gold test and the Weight 
and Measurement Act, in which the gold weighing device has to be 
licensed every year.8 
Principally, Islamic pawnbrokers would prefer the customer to redeem 
their 
collateral within six months. However, if there is no repayment, there is an 
extension period of three months after which the client is informed that the 
item will be sold by auction within a further of two months period. Based 
on the Manual of Islamic Pawnbroking of Bank Kerjasama Rakyat 
Malaysia Berhad, any surplus from the sale of 7 Refer Bank Kerjasama 
Rakyat (M) Berhad (2000, 2002 dan 2003). Manual Pinjaman Pajakgadai 
Islam. Not published. 8 Sehan, M. A. (2004). Isu-isu dalam Perlaksanaan 
Pajak Gadai Islam di Negara Serantau. Paper presented at the 
“Konvensyen Ar-rahnu Serantau” on 12th – 13th October: Kuala Lumpur. 
7 the gold over the amount owed to the pawnbroker, including 
accumulated deposit fee and any costs related to the sale, has to be 
returned to the customer. In case the customer cannot be located, the 
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surplus will be forwarded to the Baitulmal from which the customer is 
entitled to make future claims. As a whole, the mechanism of Islamic 
pawnbroking can be illustrated as below. 













6. Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Pegadaian. 
Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian merupakan salah 
satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatanaya adalah 
memberikan pembiayaan. 
“Usaha gadai di Indonesia diawali dari berdirinya Bank Van Leening pada 
jaman VOC. Bank itu bertugas memberi pinjaman uang tunai pada masyarakat 
dengan jaminan harta bergerak. Pada perkembanganya, berdasarkan Saatsblad 
1901 No. 31 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah 
sebuah bentuk usaha pegadaian.112” 
Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, perum pegadaian 
mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut: 
a. “Tugas Pokok 
Tugas pokok Perum Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas 
dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yarg berhubungan dengan tujuan 
pegadaian atas dasar hukum gadai. 
b. Tujuan Pokok 
Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya, menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 
prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai 
tujuan-tujuan pokok sebagai berikut : 
1) Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan 
pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang 
                                                 
     111   Azila Abdul Rozak, Malaysian Practice Ar Rohnu, http. 2009. 
     112  Abdul Ghofur Anshori, Ibid. hlm. 25. 
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pinjaman atas dasar hukum gadai. 
2) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. 
c. Fungsi Pokok 
Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut : 
1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan 
cara mudah, cepat, aman dan hemat. 
2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang 
menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 
3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan 
4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian. 
5) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi 
pengelolaan pegadaian. 113” 
 
Pegadaian Syariah tidak bisa terpisahkan dengan Pegadaian 
Konvensional karena dua lembaga tersebut menjadi satu tata kerja dari 
pusat, dari sinilah akan terlihat apakah Gadai Syariah sudah sesuai 
dengan prinsip Syariah, yaitu al Qur’an dan al Hadits atau sekedar 
meng Islamkan akad Gadai menjadi Rohn, sewa modal atau bunga 
menjadi Ijarah atau memang benar-benar menerapkan konsep-konsep 
yang ada didalam Kitab-Kitab Fikih darisinilah keraguan penulis 
tentang penerapan prinsip syariah pada Pegadaian Syariah.  
B. Kerangka Berfikir. 
Berangkat dari kajian teori tersebut diatas Penulis akan menggambarkan  
sistim Lembaga  Pegadaian Syariah dalam sebuah kerangka berfikir : 
1. Sistim gadai Islam dibolehlan di dalam al Qur’an dan al Hadis yang 
diprktekan oleh Nabi Muhammad saw, baik  secara perkataan  atau 
perbuatan Nabi Muhhammad itu sendiri.  
2. Dalam transaksi utang piutang dengan menyerahkan agunan sebagai 
jaminan utang. 
3. Barang jaminan adalah sebagai kepercayaan utang (   يف ةقیثونیدلا )  
4. Sistim Gadai di Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang telah mendapat peyung Hukum berupa Undang-Undang dan 
Peraturan Pemerintah, seiring dengan munculnya berbagai macam 
                                                 
     113  Marzuki Usman, Menejemen Lembaga Keuangan, CV Intermedia, Jakarta. 1995. hlm.359. 
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lembaga keuangan yang berbasis Syariah maka Perum Pegadaian 
membuka Cabang Usaha Syariah, oprasionalnya berdasarkan fatwa 
Dewan Syariah Nasional,Islam mebolehkan transaksi utang piutang baik  
dengan cara gadai maupun bukan gadai, hanya saja Islam membatasi 
transaksi dengan Moral dan Etika yaitu Islam melarang riba (اوبرلا) haram 
hukumnya, secara moral Islam tidak memberikan sanki bagi pelanggaran 
riba . 
5. Lembaga Pegadaian sebagai pemegang perang mempunyai kewenangan 
dan kebijakan untuk menentukan usahanya dengan mengacu pada aturan 
dari pusat. 
6. Kekuatan sosial sebagai pengguna jasa Pegadaian harus tunduk dengan 
aturan dan kebijakan dari Pegadaian, tidak ada pilihan lain baik setuju atau 
tidak setuju, riba atau tidak.  
7. Akad yang dibuat oleh nasabah dan Pegadaian adalah akad Rahn dan 
Ijarah. 
8. Untuk menghilangkan riba   bukan peran sebuah Penegak Hukum, sebab 
ketentuan Syariat Islam hanya haram hukumnya, dan sanksinya akan 
masuk neraka, Islam tekananya pada pelanggaran riba adalah moral, 
bukan pidana. Maka yang tepenting adalah pemegang peran, sejauhmana 
pemegang peran sebagai penguasa berusaha menerapkan prinsip syariah 
sehingga riba itu benar-benar hilang 
9. Lebih ringkasnya dapat digambarkan sebagai berikut : 












































                            
 
                                                                                                           
                                                   
 
 
    
 
 
                                                                                                 
                                                                        
                                         
                                  
                                                 
 
                                                                                                      
1. Fatwa DSN Nomor 25/DSN-
MU/IVI/2002 Tentang Rohn. 
2. Fatwa DSN Nomor 9/DSN-
MU/IVI/2002 Tentang Ijarah 
 
Rohin (nasabah) PEGADAIAN SYARIAH 
Murtahin 
Akad Rahn Ijarah 
kekuatan Sosial 
Pemegang peran 
al Qur’an dan al Hadis 
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1. Jenis Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan operasional 
gadai pada pegadaian yang wujudnya berhubungan langsung dengan 
hukum perjanjian antara Nasabah dangan lembaga Pegadaian.   
Oleh karena yang akan diteliti adalah hukum maka perlu penyusun uraikan 
tentang konsep hukum. Hukum disini adalah tingkah laku aksi-aksi dan 
interaksi manusia secara actual dan potensial akan terpola. karena setiap 
perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita yang terjadi dalam alam 
pengalaman indrawi dan empiris. Menurut pendapat Soetandiyo Wignyo 
soebroto, ada lima konsep hukum, yaitu : 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sisitem perundang-
undangan hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim  inconcrito dan 
tersistimatisasi sebagai jug made law.  
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empiric. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna  simbolik para para pelaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.114 “  
 
Dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan konsep hukum yang 
kelima yaitu Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Hukum disini tidak 
dikembangkan dan tidak dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai 
regulaties   yang terjadi dalam kehidupan sehari hari atau dalam 
pengalaman. Disini Hukum sebagai tingkah laku atau aksi-aksi dan 
interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap 
aksi dan perilaku itu merupakan realita sosial akan terjadi dalam alam 
pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang 
mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini 
                                                 
     114 Setiono, Pemahaman Metodelogi Penelitian Hukum, UNS. 2005. 20.  
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dapat disebut sebagai penelitian sosial.       
Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan 
menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu : 
Implementasi sistim gadai dengan aqad Ijaroh pada Perum Pegadaian 
Syariah Cabang Solobaru Sukoharjo 
 “We use qualitative research as an umbrella term to refer to 
several research strategies that share certain characteristics. The data 
collected has been termed soft, that is, rich m description of people, place, 
and conversations, and not easily handled by statistical procedures. In 
education, qualitative research is frequently called naturalistic because 
the researcer hangs around where the events he or she is interested in 
naturally occur. And the data is gathered bypeople engaging in natwal 
behavior.115 “ 
 
“Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan 
penafsiran yang mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan. 
Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan 
permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam 
melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi 
deagan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan secara 
wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup 
lama. 116” 
 
“Guba dalam Noeng Muhadjir mengemukakan empat belas alasan 
menggunakan metode kualitatif atau naturalistik antara lain : pertama, 
konteks natural yaitu suatu konteks kebulatan menyeluruh, yang tak akan 
difahami dengan membuat isolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari 
konteksnya. Kedua, instrumen human, sifat naturalistik menuntut agar diri 
sendiri atau manusia lain menjadi instrumen pengumpul data atas 
kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas. Ketiga, 
pemanfaatan pengetahuan tak terkatakan. Sifat naturalistik memungkinkan 
kita mengangkat hal-hal yang tak terkalahkan yang memperkaya hal-hal 
yang diekspresikan. 
 Keempat, metode kualitatif sifat naturalistik lebih memilih metode 
kualitatif karena lebih mampu mengungkap realita ganda, lebih sensitif 
dan adaptif terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik. Kelima, 
pengambilan sampel secara purposive, sifat naturalistik menghindari 
pengambilan sampel acak yang menekan kemungkinan munculnya kasus 
menyimpang. Keenam, analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih 
                                                 
     115  Robert Bogdan & Bilden, Qualitatife Research for Education: an intruductionto theory and 
methods, Buston, 1982. hal. 5.   
     116  Nasution S, Methodologi Penelitian Naturlaistik Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1988. hal. 5 
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menyukai analisis induktif karena dengan cara tersebut konteksnya akan 
lebih mudah dideskripsikan. Ketujuh, grounded theory. Sifat naturalistik 
lebih mengarahkan penyusunan teori (yang lebih mendasar) diangkat dari 
empiri, bukan dibangun secara apriori. Kedelapan, desain sementara. Sifat 
naluralistik cenderung memilih penyusunan teori sementara daripada 
mengkomuniksikannya secara apriori. Kesembilan, hasil yaag disepakati. 
Sifat naturalistik cenderung menyepakatkan makna dan tafsir atas data 
yang diperoleh dengan sumbernya. Kesepuluh, modus laporan studi kasus. 
Naturalistik lebih menyukai modus laporan studi kasus karena dengan 
modus laporan studi kasus deskripsi realitas ganda yang tampil dari 
interaksi peneliti dengan responden dapat terhindar dari bias. 
 Kesebelas, penafsiran idiographik Sifat naturalistik mengarah ke 
penafsiran data (termasuk penarikan kesimpulan) Secara idiographik 
bukan ke nomothetik. Keduabelas, aplikasi tentatif. Sifat naturalistik 
cenderung lebih menyukai aplikasi tentatif daripada aplikasi yang meluas 
atas hasil temuannya. Ketigabelas, ikatan konteks terfokus. Naturalistik 
menuntut pendekatan holistik, kebulatan keseluruhan, ditelaah dengan 
mengaksentuasikan pada fokus sesuai dengan masalahnya, evaluasinya, 
atau tugas yang hendak dicapai. Keempatbelas, kriteria kepercayaan. Sifat 
naturalistik mencari kriteria keterpercayaan yang sesuai dengan penelitian 
naturalistik. 117” 
   
         Dengan demikian untuk memahami respon dan perilaku yang 
berkaitan dengan operasionalisasi pegadaian tentang akad Ijarah perlu 
pengamatan mendalam dan penghayatan terhadap gejala yang menjadi 
fokus penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti dalam setting 
penelitian, keterlibatan peneliti dalam proses operasional gadai dengan 
akad Ijaroh pada Perum Pegadaian Syariah cabang Solobaru - Sukoharjo 
merupakan suatu tuntutan agar dapat memahami secara menyeluruh 
operasional gadai pada pegadaian. 
2.  Lokasi Penelitian. 
     Lokasi Penelitian yang Penulis lakukan adalah di Kantor Pegadaian 
Syariah Cabang Solobaru, yang berada di Jalan Tajung Anom Nomor 69 A 
Solobaru Sukoharjo.  
3. Jenis Data. 
          Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, 
dalam hal ini data bersumber dari dua jenis :  
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a    Jenis Data. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (sosiologis), 
maka jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
langsung dari lapangan penelitian dan data skunder yaitu keterangan 
atau pengetahuan yang secara langsung atau tidak langsung diperoleh 
melalui study kepustakaan , tulisan, dan sumber data lainnya.   
b.  Sumber data  
      Sumber data mencakup data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mencakup :  
a. Data Primair. 
       Data yang diperoleh langsung dari Cabang Pegadaian Syariah 
Solobaru berupa wawancara dengan Petugas, serta dokumen yang ada 
di Kantor Cabang Pegadaian.  
b. Data Skundair. 
      Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan, 
berupa Karya Ilmiah dari para ahli Hukum dan sumber tertulis lainnya.        
4. Sumber Data 
    Sumber data yang digunakan ini adalah mencakup :  
a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden di lokasi penelitian dan Pegawai  Pegadaian Syariah Cabang 
Solobaru. 
b. Sumber data sekunder, data skunder adalah yang secara tidak langsung 
memberikan yang sifatnmya mendukung data primer yang mencakup :  
1. Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan mencakup peraturan perundangan yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti, meliputi Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Tentang Rohn dan Ijarah, Undang-Undang  Nomor 9 
Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 
103 tahun 2000. 
                                                                                                                                     
     117  Nung Muhajir, MethodologiPenelitian Kualitatif, Yogyakarta.Rakesasaran, 2005. hal. 151. 
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2. Bahan Hukum Skunder, mencakup bahan-bahan literatur, pendapat 
para ahli Hukum, baik Hukum Islam maupun hukum umum yang 
sifatnya memperjelas bahan-bahan hukum primer.  
3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber data lain yang ada diluar 
bahan primer dan skunder  yang berupa kamus bahasa atau kamus 
hukum.                  
5. Tehnik Pengumpulan Data 
     Adapaun Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah :    
 a. Observasi Partisipan (Participant Observation) 
 Yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil 
bagian atan melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.118  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
keadaan. umum objek penelitian. Dengan kata lain pengamatan yang 
dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam 
situasi obyek yang diteliti. 119 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
situasi umum perum pegadaian, seperti kegiatan kepala pegadaian, 
karyawan, dan program-program yang dilaksanakan oleh pegadaian. 
 Pengamatan berperan serta atau observasi partisipan 
menceritakan kepada peneliti apa yang akan dilakukan oleh orang-
orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan 
pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi 
yang lebih dari sekedar mengamatinya. Menurut Bogdan seperti 
dikutip oleh Moleong mendefinisikan secara tepat pengamatan 
berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 
memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam 
lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan 
                                                 
     118 Muhammad Ali, Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strtegi, Angkasa, Bandung.1987. 
hl. 91.   
     119  Ibid. 
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dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. 120 
 Metode ini dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek 
mengenai operasional gadai Ijarah pada perum pegadaian Syariah 
secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam, 
peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri secara aktif pada 
aktivitas yang dilakukan Kepala Pegadaian, karyawan, menjadi 
nasabah dalam akad rohn ijaroh (menggadaikan barang) dan 
Murobahah Logam Mulia. Dengan demikian bisa mengamati secara 
langsung aktivitas dan interaksinya. 
b. Wawancara 
 Wawancara ini digunakan untuk mengetahui informasi secara 
detail dan mendalam dari informan tentang permasalahan yang diteliti. 
Dengan kata lain wawancara ini untuk mengetahui informasi secara 
lebih detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus 
masalah yang diteliti yaitu akad Rohn Ijarah . Dari wawancara ini 
dipereoleh respon atau opini. Subjek penelitian yang berkaitan dengan 
operasional gadai dengan akad Ijarah pada perum pegadaian Syariah 
cabang Solobaru. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan 
masalah yang diteliti dibuat pedoman wawancara dan pengamatan. 
Pengamatan dan wawancara hendaknya menjaga hubungan baik dan 
memerlukan suasana santai sehingga dapat muncul kesempatan 
timbulnya respon terbuka dan cukup bagi pengamat untuk 
memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik 
yang tak terduga. 
 Moleong menyebutkan sebagai wawancara tersetruktur dan tak 
terstruktur. Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi 
informan terpilih, yaitu kepala pegadaian, karyawan atau orang yang 
memiliki informasi keahlian yang berkaitan dengan masalah yang 
                                                 
     120  Lexy Mulung, Methodologi Peneliian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. hal. 
117. 
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berkaitan.121 sedangkan wawancara yang tidak terstruktur diperlukan 
bagi informan seperti masyarakat sekitar. 
c.  Dokumentasi 
 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 
tersedia dalam catatan dokumen. Atau dengan kata lain metode iuni 
digunakan untuk mengumpulakn data yang sudah tersedia dalam 
catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi 
data primer yang diperoleh melalui observasi dan awancara. Dikumen 
yang dianggap relevan dalam penelitian ini meliputi struktur 
organisasi, keadaan karyawan, keadaan konsumen dans sejarah 
berdirinya.   
6. Tehnik Analisa Data 
 Analisis data adalah termasuk pekerjaan yang sulit bagi penulis, 
didalam analisis data ini paling tidak tiga tahapan yaitu : 
a. Data reduction (reduksi data)       
      Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta 
menyakinkan sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan 
pemahaman tentang analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 
seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan 
pengumpulan data bagi peneliti ini diikuti dengan pekerjaan 
menuliskan, mengedit, dan mengklasifikasikan data. menyajikan dan 
menarik kesimpulan atau verifikasi. 
b. Data Display (penyajian data) 
      Pada saat peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus 
melaksanakan pencatatan dan pemahaman atas jawaban responden, 
informasi yang telah diperoleh tersebut dicek kembali baik dari sumber 
yang berbeda maupun menggunakan teknik yang berbeda. Sering kali 
peneliti mendapatkan informasi yang terjadi pada saat wawancara 
                                                 
     121  Ibid. hal. 138. 
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maupun setelahnya atau sewaktu proses pendataan melalui wawancara. 
Setelah data dicek dan diuji kebenarannya maka selajutnya dicari 
maknanya berdasarkan kajian teoritis yang digunakan dengan 
penelitian, pendataan dan penganalisisai data. 
c. Conclusing (penerikan kesimpulan) 
        Langkah berikutnya data ditransformaiskan dan disusun secara 
tematik dalam bentuk teks naratif sesuai dengan karakteristik masing-
masing tema, berupa fokus penelitian yiatu pelaksanaan manajemen 
keuangan berbasis masyarakat. 
         Secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menelaah 
catatan hasil pengamatan, wawancara dan dikumentasi serta catatan 
replektif, kemudian memisahlan data yang penting untuk keperluan 
penelitian dari yang tidak penting, (2) mendiskripsikan data yang telah 
diklasifikasikan untuk menelaah lebih lanjut dengan memperhatikan 
focus dan tujuan penelitian, (3) menelaah diskripsi data dan 
membandingkannya dengan teori yang menjadi acuan peneliti, 
termasuk merevisi teori, dan (4) membuat analisis akhir dan 






Dalam Analisis data dapat digambarkan sebagai berikut : 





















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
Keberadaan Pegadaian Syariah tidak bisa lepas dari Pegadaian 
konvensional, sebab Pegadaian Syariah  adalah Badan Usaha Milik Negara 
yang secara herarkis dan struktural sama dengan Pegadaian Konvensional, 
baik teknis kepegawaian, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, oleh sebab itu 
Penulis juga akan membandingkan dengan Pegadaian konvensional, sebab 
menurut Tata Hukum Indonesia Pegadaian ada dua macam yaitu Perum 
Pegadaian (konvensional) dan Perum Pegadaian Syariah, disisi manakah letak 
perbedaan dan persamaan antara Syariah dan konvensional, karena tanpa 
mengetahui yang konvensional tidak akan dapat mengetahui yang Syariah.  
  Setelah mengadakan penelitian penulis akan menyajikan hasil penelitian 
sebagai berikut :  
1. Lokasi Penelitian. 
Lokasi Penelitian adalah Kantor Perum Pegadaian Syariah Cabang 
Solobaru Sukoharjo, Kantor tersebut terletak di JalanTanjung Anom 
Solobaru Kabupaten Sukoharjo (021 662580) 
2.   Struktur organisasi Pegadaian .   
Struktur organisasi Pegadaian berlaku mulai petengahan Tahun 2008 
karena adanya pembaharuan bidang kerja. Sebagaimana gambar dibawah 










































                                                 














































Perum Pegadaian Syariah Cabang Solobaru adalah Cabang yang 
dipinpin oleh Pimpinan Cabang yang mempunyai lima staf yaitu Penaksir, 
Kasir Unit Pengolola Cabang, Penjaga dan OB.  Pegadaian Syariah 
Cabang Solobaru mempunyai dua Unit Layanan Syariah yaitu Unit 
Layanan Syariah Pasar Kliwon dan Unit Layanan Syariah Kentingan.  
    Adapun Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut   
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  Dewan Pengawas dilakukan secara  kolektif dari Pusat sebagaimana 
Gambar diatas.  
Didalam mencari data yang akurat Penulis menggunakan metode 
partisipan obesrvasi, yaitu Penulis terlibat langsung dengan kegiatan 
transaksi di Pegadaian Syariah Solobaru yaitu sebagai nasabah dengan 
cara menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru, 
dengan cara inilah Penulis mendapat data yang benar-benar akurat dan 
bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.  
Di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru setiap bulan rata-rata ada 120 
nasabah dari berbagai golongan pinjaman, akan tetapi sekitar 90% dari 
nasabah adalah peminjam  antara Rp. 20.000,- sampai dengan 
Rp.1.000.000,- sedangkan untuk golongan peminjam Rp. 1000.000,- 
sampai dengan Rp. 200.000.000,-  hanya sekitar 10 %.124 
Sewaktu Penulis mencoba wawancara dengan nasabah di Pegadaian 
Syariah Solobaru, rata-rata enggan untuk berkomentar tentang apakah 
                                                 









yang menarik karena Gadai Syariah atau karena Syariah lebih murah, 
mereka tidak tahu dan yang penting di Pegadaian itu proses sederhana dan 
cepat tidak seperti di Bank, serta apapun yang dipunyai dan masih 
keberatan untuk dijual bisa dibawa ke Pegadaian, itulah yang menarik 
bagi nasabah untuk memilih datang di Pegadaian. 
Sebagai Pembanding Penulis juga menggadaikan barang di Pegadaian 
Cabang Boyolali yang terletak di Jalan Pandanaran Nomor 165 Boyolali, 
dalam hal ini adalah Pegadaian Konvensional. 
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad 
Ijarah  di Pegadaian Syariah Solobaru apakah pelaksanaan tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-
MUI/VI/2002,  tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 
09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Ijarah, serta  Rahn dalam Kajian Ulama 
Fiqih, sebagai pembanding Penulis juga akan menyajikan produk yang 
sama dengan Rahn Ijarah dengan Gadai Konvensional yaitu KCA (Kredit 
Cepat dan Aman)  
3. Beberapa Produk Pegadaian Syariah. 
a. Produk berupa Murabahah Logam Mulia, yaitu Pegadaian Syariah 
menjual Logam Mulia berupa emas murni 99% atau 24 karat dengan 
berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kg. adapun 
syarat-syaratnya adalah :  
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasabah  
2. Membayar uang muka  
3. Menanda tangani akad murobahah 
4.  Pelunasan dapat dilakukan pada waktu penyerahan barang     atau 
diangsur sampai dengan batas waktu yang telah disepakati.125 
 
b. Arrum (Gadai Syariah) adalah pinjaman dengan sistim angsuran untuk 
usaha mikro hanya dengan menyimpan BPKB motor atau mobil, disini 
disediakan dana dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah). Dengan syarat sebagai berikut .  
1. Asli BPKB atas nama sendiri, untuk Motor keluaran tahun 2000,    
untuk    Mobil keluaran tahun 1996.  
2. Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan dan 
bersedia disurvey   
                                                                                                                                     
     124 Wawancara dengan Pinpinan Pegadaian Syariah Solobaru, 19 Desember 2009 
     125 Brosur Murobahah logam mulia Pegadaian Syariah 2009 
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3. Cek Fisik kendaraan dari  Samsat setempat.  
4. Rekening Listrik.  
5. Foto Kendaraan dan Tempat Usaha. 
6. Syarat-syarat lain berupa (foto Copy Kartu Tanda Penduduk 
Suami/istri, Fotocopy Kartu Keluarga. 126 
 
c Rahn Ijarah)  Gadai Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan 
praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistim 
gadai sesuai syariah, dengan agunan berupa emas, perhiasan elektronik 
dan kendaraan bermotor.         
  Adapun Syarat-sayartnya adalah : 
1. Untuk Emas/ perhiasan berlian kalau ada dengan bukti pemilikan. 
2. Untuk Kendaraan diperlukan BPKB,  atas nama sendiri atau orang 
lain.  
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemegang barang.  
4. Untuk barang Elektronik, perabot rumah tangga ada syarat khusus127  
 
4. Barang-barang yang bisa dijadikan agunan.   
Berdasarkan ketentuan Penerimaan Barang Jaminan Gudang Kantor 
Cabang se Wilayah Surakarta adalah sebagai berkut :  
1. Tekstil / Kain, harus 100% baru, kain batik halus ukuran normal. 
2. Arloji/Jam, Arloji emas tidak berfungsi, tetapi berbingkai emas, yang 
diterima emasnya, disertai dengan kuitansi pembelian dan sertifikat 
keaslian. 
3. Alat Rumah Tangga non Elektrik, Pembuatan maksimal satu tahun 
terahir, masih berfungsi dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan 
kepemilikan lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau 
dihidupkan. 
4. Barang Elektrik, Pembuatan maksimal satu tahun terakhir, masih 
berfungsi dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan 
lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan  
5. Elektronik, Pembuatan maksimal dua tahun terahir, masih berfungsi 
dengan baik, disertai kuitansi pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 
80 % , UG disertai cicilan, dan diuji atau dihidupkan. 
6. Komputer, Pembuatan maksimal dua tahun terahir, masih berfungsi 
dengan baik, Ram Hardisk  Prosessor, up to date,  disertai kuitansi 
pembelian dan kepemilikan lain, kondisi 90 % , UG disertai cicilan, 
dan diuji atau dihidupkan 
7. Motor, Pembuatan maksimal lima belas tahun terahir, masih berfungsi 
dengan baik, milik sendiri atau belum balik nama, STNK dan BPKB, 
cek rangka dan mesin, usia 10 tahun  dengan 15 tahun dibedakan 
                                                 
     126 Brosur Arrum Pegadaian Syariah 2009 
     127 Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Solobaru 20 Desember 2009. 
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patok taksirannya, kondisi 70 %, UG disertai cicilan dan diuji atau 
dihidupkan  
8. Mobil, Pembuatan maksimal lima belas tahun terahir, masih berfungsi 
dengan baik, milik sendiri atau belum balik nama, STNK dan BPKB, 
cek rangka dan mesin, cek keaslian BPKB,  usia 0 - 10 tahun dengan 
10 - 15 tahun dibedakan patok taksirannya, kondisi 70 %, UG disertai 
cicilan dan Masa Pajak dan STNK, diiuji atau dihidupkan. 
9. Kamera, Pembuatan Maksimal satu tahun terahir, Digital ada memory 
caredan Zoom lens. Kuitansi pembelian dan atau bukti kepemilikan 
lainnya, minimal kondisi 90 %, UG disertai cicilan, uji dihidupkan. 
10. Hand Phone, Pembuatran Maksimal satu tahun terakhir ada kamera 
memory Card c1, Digital ada memory caredan Zoom lens. Kuitansi 
pembelian dan atau bukti kepemilikan lainnya, minimal kondisi 90 %, 
UG disertai cicilan, uji dihidupkan. 
11. Sepeda, Kuitansi pembelian atau bukti kepemilikan lainnya, masih 
mempunyai harga pasar yang baik, minimal kondisi 90 %. 
12. Barang-banrang lain, (Tembaga, Gamelan dan lain-lain) ada kuitansi 
pembelian, mempunyai harga pasar yang baik .128     
 
Ketentuan barang-barang yang dapat digunakan sebagai agunan tersebut 
tidak dibedakan antara barang yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah  dan 
di Pegadaian konvensional, karena merupakan kebijakan dari se Wilayah 
Cabang Surakarta, karena dengan daerah lain akan berbeda misalnya untuk 
wilayah Surakarta tidak ada gadai Gabah, adapun kain halus hampir-hampir 
sekarang sudah tidak laku lagi untuk digadaikan. Barang-barang yang bisa 
dijadikan agunan sebagaimana tersebut diatas, dan ada beberapa jenis barang 
yang tidak dapat dapat dijadikan agunan, meskipun barang tersebut laku 
dijual.  
Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat kalau seseorang 
pergi ke pegadaian untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan barang, 
seolah kehidupan orang tersebut sudah amat sengsara. Karena itu banyak 
diantara masyarakat yang merasa malu menggunakan fasilitas pegadaian. Lain 
halnya bila pergi ke Bank, meski persyaratan atau untuk memperoleh 
pinjaman kredit lebih rumit dan memerlukan waktu lama. 
Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum 
merdeka, pada awalnya lembaga ini adalah merupakan lembaga swasta, 
                                                 
     128 Dokumen Pegadaian,  2008 
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keadaan ini juga berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan menurut 
aturan dasar pegadaian. bahwa barang-barang yang dapat digadaikan di 
lembaga mi hanyalah berupa barang-barang bergerak (gadai dalam KUH. 
Perdata hanyalah berbentuk barang-barang bergerak), tentunya dengan 
beberapa pengecualian. 
Adapun barang-barang yang dikecualikan tersebut (yang tidak dapat 
digadaikan) adalah: 
1. Barang milik negara, seperti sepeda motor dinas, mesin tik kantor. 
2. Surat utang, surat actie, surat-surat efek dan surat-surat berharga lainnya. 
3. Hewan yang hidup dan tanaman. 
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk. 
5. Benda-benda yang kotor. 
6. Benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke 
tempat lain memerlukan izin. 
7. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam 
Gudang Pegadaian. 
8. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan 
bersama-sama. 
9. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun 
dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai. 
10. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk, atau tidak dapat 
memberikan keterangan-keterangan tentang barang yang digadaikan.129 
 
5. Golongan barang agunan dan jumlah Kredit yang diajukan. 
1. Kredit Golongan A 
Besarnya uang pinjaman A adalah antara Rp. 20.000,00 sampai Rp. 
150.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh 
kredit golongan A ini dibedakan menjadi: 
A Kain (A.K) ialah semua barang yang dibuat dan tekstil, misalnya 
sarung, kain, bahan jas (celana), kebaya dan sebagainya dengan melihat 
kelayakan dan pasarannya. A Lain (AL) ialah barang yang terdiri dari: 
1) A Kantong (AK) yang dibuat dari logam emas, perak dan lain-lain 
yang berbentuk kecil yang dalam penyimpanannya dapat 
dimasukkan ke dalam kantong, misalnya gelang, cincin, kalung, dan 
lain-lain.                                                
2) A Gudang (AG), yaitu barang yang berbentuk besar yang dibuat dari 
logam kasar seperti besi, tembaga dan sebagainya 
2. Kredit Golongan B 
Besamya uang peminjam golongan B adalah antara Rp. 151.000,00 
                                                 
     129 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia,  PT. 
Aditya Bakti, Bandung,1991, hlm.23. 
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sampai Rp. 500.000,00 dan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan 
untuk memperoleh kredit golongan ini meliputi barang jaminan kantong 
dan gudang yang memiliki nilai taksir lebih tinggi dari jumlah kredit yang 
diminta, seperti barang emas, permata, sepeda, tape recorder dan lain-lain. 
3. Kredit Golongan C  
Besarnya uang pinjaman, yaitu antara Rp. 5.001.000,00 sampai dengan 
Rp. 1000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah 
barang jaminan kantong dan atau gudang yang memiliki nilai taksir lebih 
besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata 
ataupun barang-barang berupa elektronik seperti tape recorder, TV, dan 
lain-lain, serta uang pinjaman yang besarnya Rp. 5.001.000,00 sampai  
Rp. 1.000.000,00. 
4. Kredit Golongan D. 
Besarnya uang pinjaman ini yaitu antara Rp. 1.005.000,00 sampai dengan 
Rp. 5.000.000,- dan barang yang dapat dijadikan jaminan di sini adalah 
barang yang ada pada golongan C  yang memiliki nilai taksir lebih besar 
dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa emas, permata ataupun 
barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain. 
5. Kredit Golongan E 
 Besamya uang pinjaman golongan ini yaitu antara Rp. 5.010.000,00 
sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dan barang yang dapat dijadikan 
jaminan di sini adalah barang yang ada pada golongan D yang memiliki 
nilai taksir lebih besar dari jumlah kredit yang diminta, apakah itu berupa 
emas, permata ataupun barang-barang seperti motor, mobil, dan lain-lain. 
6. Kredit Golongan F 
Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 10.050.000,00 sampai dengan 
Rp. 20.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang 
yang ada pada golongan D  yang memiliki nilai taksir lebih besar dari 
jumlah pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa 
Mobil, Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir 
lebih besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain.   
7. Kredit Golongan G 
Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 20.100.000,00 sampai dengan Rp. 
50.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang 
ada pada golongan F  yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah 
pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa Mobil, 
Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir lebih 
besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain. 
  8. Kredit Golongan H 
Besarnya golongan ini yaitu antara Rp. 50.100.000,00 sampai dengan Rp. 
200.000.000,00. Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang 
ada pada golongan G  yang memiliki nilai taksir lebih besar dari jumlah 
pinjaman yang diajukan kepada Pegadaian, barang itu bisa berupa Mobil, 
Emas dan permata atau barang-barang lain yang mempunyai taksir lebih 
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besar dari pinjamannya. seperti Mobil, emas dan lain-lain.130 
Adapun benda yang dapat dijadikan barang jamman di pegadaian adalah 
semua barang yang layak dan bernilai dimungkinkan untuk dijual (dalam 
pelelangan) untuk menutupi piutang atau uang yang dipinjam oleh yang 
mempunyai barang dan biaya yang dibebankan kepadanya manakala 
peminjam ini nantinya setelah jatuh tempo belum juga membayar hutangnya 
tersebut atau sama sekali tidak membayar (wan prestasi). 
Adapun benda yang dapat dijadikan barang jaminan ini erat sekali 
kaitannya dengan besarnya uang pinjaman dan nilai barang itu setelah ditaksir 
oleh penaksir. Dalam hal besamya uang pinjaman yang akan diberikan oleh 
penaksir kepada peminjam oleh pegadaian sudah ada ketentuannya sendiri, 
yaitu dimana disini penggolongan barang yang dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan adalah berdasarkan besar kecilnya uang pinjaman, yang dalam hal ini 
disebut dengan Jenis kredit. 
6. Prosedur Pengajuan Kredit. 
Proses peminjaman uang ini adalah dimulai dari peminjam membawa 
barang jaminannya yang akan digadaikan itu ke kantor pegadaian langsung ke 
bagian Informasi, lalu bagian Juru Taksir menaksir barang tersebut, apakah 
layak diterima atau tidak, apabila layak maka ditentukan harganya sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
Setelah ditentukan taksirannya dan si peminjam setuju dengan harga 
yang ditawarkan lalu Penaksir mengisi formulir yang berisikan keterangan 
identitas peminjam dan besarnya uang pinjaman yang dibutuhkan, setelah 
diserahkan formulir tersebut Kasir lalu menunggu beberapa saat guna 
memproses Surat Bukti Rahn (SBR) setelah SBR-nya ditanda tangani 
peminjam Kuasa Pemutus Marhun bih (Pegadaian), lalu SBR itu dibawa ke 
bagian kasir guna menerima uang pinjamannya, 
Setelah SBR (rangkap dua) itu dibubuhi tandatangan peminjam, lalu 
bagian kasir menyerahkan uang pinjanmnya beserta selembar SBR-nya 
kepada peminjam sebagai bukti telah meminjam (guna menebus kembali 
barangnya nanti) Kalau proses demi proses diatas telah dilalui maka selesailah 
sudah prosedur peminjaman uang yang dilalui oleh seseorang yang ingin 
meminjam.131  
 
Prosedur pengajuan kredit, dalam hal ini Penulis sebagai partisipan 
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     131 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain, CV  Adipura dan Ekonosia Fakultas Ekonomi 
UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 178. 
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observasi, dengan  hanya barang agunan dan foto copy Kartu Tanda 
Penduduk, untuk emas tanpa harus diserta bukti Pemilikan, tetapi cukup hanya 
kuwitansi Pembelian dari Toko Emas jika Emas tersebut ternyata diteliti 
meragukan, hal ini bermaksud untuk sekedar konfirmasi terhadap keaslian 
Emas tersebut, untuk bukti pemilikan atau surat-surat hanya berlaku pada 
Kendaraan Bermotor.   
Pada dasarnya sebelum barang jaminan gadai itu dilepaskan oleh 
pemberi gadai kepada penerima gadai ada hal lain yang sebenamya yang lebih 
essensial yang menjadi syarat sahnya gadai, yaitu adanya persetujuan atau 
kesepakatan antara kedua belah pihak (yang melakukan perjanjian gadai) pada 
saat terjadinya perjanjian gadai, tanpa ada unsur keterpaksaan sedikitpun, 
yaitu hal-hal yang dijadikan objek dari isi perjanjian atau persetujuan di 
pegadaian itu, mamun tidak terlepas dari hal-hal yang menentukan bagi 
terjadinya proses gadai, yaitu: 
1. Terjadinya kesepakatan mengenai taksiran barang dan besamya uang 
pinjaman antara pemberi gadai dengan pihak pegadaian khususnya 
penaksir barang. Jadi si penaksir itu menghargai seberapa barang gadai 
(dia berani berapa rupiah menaksir barang itu) dan si pemberi gadai bisa 
mencrima atau menolak harga yang ditetapkan oleh penaksir, dengan 
demikian secara tidak langsung dalam hal ini kelihatan adanya tawar 
menawar harga antara kedua belah pihak. Bila pemberi gadai setuju 
dengan harga yang ditaksir oleh si penaksir maka mereka akan 
melanjutkan ke proses berikutnya, tetapi apabila mereka gagal mencapai 
kesepakatan harga maka perjanjian gadai tidak terjadi. 
2. Setujunya si pemberi gadai dengan permintaan yang ditetapkan oleh pihak 
penerima gadai, dimana hal ini secara langsung dimuat di dalam Surat 
Bukti Rahn (SBR) gadai, yaitu besarnya uang Ijarah, dan uang 
Administrasi serta tanggal jatuh tempo barang jaminan yang ditetapkan 
oleh pihak Pegadaian, setelah  terjadinya perjanjian gadai, marhun bih 
harus dibayar dikemudian hari (selagi dalam masa perjanjian gadai) atau 
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pembayarannya diambil dari hasil penjualan barangnya itu dalam 
pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian karena si pemberi gadai 
melakukan wanpestasi 
Adapun prosedurnya dapat digambarkan sebagai berikut : 







1. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan 
barang yang dijaminkan dengan menunjukkan kartu identitas (misal 
KTP, SIM, dan sebagainya) atau surat kuasa apabila  pemilik barang 
tidak bisa datang sendiri.  
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan 
menetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, 
Kasir menetetapkan besamya uang pinjaman yang dapat diterima 
nasabah 
3. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa 
ada potongan biaya apapun.132 
 
7. Akad pada gadai Syariah  
1. Akad Rahn 
1 Akad Rahn, yang isinya yaitu : 
   ”Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal sebagaimana 
tercantum Surat Bukti Rahn oleh dan antara :  
I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat 
Bukti Rahn ini dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih 
(KPM) nya. Oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta 
kepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai ”Murtahin (penerima 
gadai)” 
 
II RAHIN PEMBERI GADAI  adalah orang yang nama dan alamatnya 
tercantum dalam Surat Bukti Rahn. 
Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman 
dana dari Murtahin dan sebagai jaminan atas dana tersebut Rahin 
                                                 




Harga MARHUN RAHIN 
MARHUN BIH 
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menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada 
MURTAHIN. 
Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menanda tangani akad ini 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Rahin dengan ini mengaku telah menerima pinjaman dari MURTAHIN  
sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana 
tercantum dalam Bukti Surat Rahn. 
2. MURTAHIN dengan ini mengaku telah menerima barang milik RAHIN 
yang digadaikan pada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya 
MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat RAHIN telah 
melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.    
3. Atas transaksi  Rahn tersebut diatas, Rahin dikenakan biaya administrasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahin tidak melunasi 
kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka maka 
Rahin dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang 
tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan lelang Marhun 
yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran 
kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan lelang Marhun 
tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban Rahin, maka Rahin 
wajib membayar sisa kepada Murtahin sejumlah kekurangannya. 
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun, maka Rahin berhak 
menerima kelebihan tersebut dan jika dalam jangka waktu satu tahun (1 
tahun) sejak dilaksanakan penjualan Marhun, Rahin tidak mengambil 
kelebihan tersebut maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan 
kelebihan tersebut sebagai Shodaqoh yang pelaksanaannya diserahkan 
kepada Murtahin. 
6. Apabila Marhun tersebut tidak laku dilelalng, maka Rahin menyetujui 
pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal seharga taksiran 
Marhun. 
7. Segala sengketa yang timbul yanhg ada hubungannya dengan akad ini 
yang tidak bisa diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Putusan Basyarnas bersifat 
final dan  mengikat.        
Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda 
tangani”. 133     
 
2 . Akad Ijarah  isinya ialah         
Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal sebagaimana 
tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :  
 I. KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (CPS) sebagaiman   
tersebut dalam Surat Bukti Rahn  ini yang dalam hal ini diwakili oleh 
Kuasa Pemutus Mrhun Bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak  
untuk dan atas nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) 
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untuk selanjutnya disebut sebagai ”MUAJJIR” 
II. MUSTA’JIR adalah orang yang nama dan alamatnya yang tercantum 
dalam Surat Bukti Rahn ini.  
Selanjutnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa Musta’jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Muajjir 
sebagaimana tercantum dalam akad Rahn yang juga tercantum dalam Surat 
Bukti Rahn ini, dimana Must’jir bertindak sebagai Rahin dan Muajjir 
bertindak sebagai Murtahin, dan oleh karenanya akad Rahn merupakan bagian 
yang tidak terpisahlkan dengan dengan akad ini. 
Bahwa atas Marhun bersdasarkan akad diatas, Musta’jir setuju dikenakan 
Ijarah.   
Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menanda tangani akad ini 
dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Para pihak sepakat dengan tarif Ijarah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan 
penggunaan Ma’jur, selama satu hari tetap dikenakan Ijarah sebesar 
Ijarah sepuluh hari.  
2.    Jumlah keseluruhan Ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh 
Musta’jir kepada Muajjir diakhir jangka waktu Akad Rahn atau 
bersamaan dengan dilunasinya pinjaman. 
3. Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan 
Musta’jir, sehingga menyebabkan Marhun hilang, rusak, tidak dapat 
dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku 
di Perum Pegadaian.  Atas pembayaran ganti rugi ini Musta’jir setuju 
dikenakan potongan sebesar Marhun Bih - Ijarah sampai dengan tanggal 
ganti rugi, sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan 
penebusan ganti rugi. 134     
     
8. Plafon Pinjaman 
a. Plafon pinjaman di Perum Pegadaian Syariah. 
Golongan 
Marhun Bih 
Plafon Marhun Bih Biaya 
Administrasi 
PER - SBR 
A 20.000 - 150.000 1.000 
B 151.000 - 500.000 5.000 
C 501.000 -  1.000.000 8.000 
D 1.005.000 - 5.000.000 16.000 
E 5.010.000 - 10.000.000 25.000 
F 10.050.000 - 20.000.000 40.000 
G 20.100.000 - 50.000.000 50.000 
H 50.100.000 - 200.000.000 60.000 
     * Biaya Administrasi sewaktu waktu dapat berubah.135 
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b. Plafon pinjaman di Perum Pegadaian Konvensional 
       
Golongan 
 




A 20.000 - 150.000 0,75 % 
B 151.000 - 500.000 1,2 % 
C 1 505.000 -  1.000.000 1,3 % 
C 2 1.010.000 -20.000.000 1,3 % 
D 1 20.050.000 - 50.000.000 1 % 
D 2 50.100.000 - 200.000.000 




          136 
9.  Biaya Sewa Modal (IJARAH) Yang Harus Dibayar 
Mengenai besamya uang Ijarah, ketentuan lamanya masa gadai yang 
berlaku di pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 
Tarif Ijarah meliputi biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang 
jaminan (marhun) dengan tabel dan rumus sebagai berikut :  
No Jenis Marhun Perhitungan tarif 
1 Emas Taksir/ Rp.10.000 xRp 85,-x jangka 
waktu 10 hari              
2 Elektronik/alat  
Rumah tangga 
lainnya 
Taksir/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka 
waktu 10 hari 
3 Kendaraan 
(mobil/Motor) 
Taksir/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka 
waktu 10 hari 
· Tarif Ijarah dihitung dari nilai taksiran Barang jaminan / Marhun. 
· Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 
10 hari, 1 hari dihitung 10 hari. 137   
 
Besamya Ijarah atau sewa modal yang ditetapkan oleh pihak pegadaian 
adalah bervariasi. dimana hal ini sangat terkait dengan besarnya Marhun bih 
dan Marhun, sesuai dengan tabel  diatas.  
Biaya penyimpanan adalah pemeliharaan dan penyimpanan barang 
jaminan itu selama barang tersebut berada di tempat penyimpanannya (selama 
masa gadai) sampai barang itu akan dilelang kalau nasabahnya melakukan 
wanprestasi   
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Biaya penyimpanan dan biaya pemakaian spece ini dalam 
penghitungannya adalah menjadi satu, yaitu dicakup dalam biaya Ijarah, 
untuk kredit Rahn Ijarah tidak ada biaya asuransi, karena jangka waktu 
pendek, yaitu mulai 10 hari sampai dengan 120 hari.  Biaya Asuransi ini 
hanya untuk kredit dengan jangka waktu yang panjang yaitu kredit 
pembiayaan usaha, dalam Gadai Syariah disebut Arrum atau kreasi dalam 
Gadai Konvensional, jangka waktunya 12 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan, 
besamya Ijarah tidaklah begitu besar, sebab kalau terlalu besar maka pihak 
nasabah akan merasa terlalu diberatkan, oleh karena itu pihak pegadaian 
membuat aturannya dengan melihat jenis kredit serta jenis barang jaminannya, 
untuk biaya Administrasi Gadai Syariah cukup murah dan tidak melihat 




Jenis Marhun Bih Biaya 
Administrasi 
Per SBR 
Kain Rp. 1.000,- 
Kantong Rp..1.000.- 
Gol. A 
Gudang Rp. 1.000,- 
Kantong Rp. 5.000 Gol. B 
Gudang Rp. 5.000 
Kantong Rp. 8.000 Gol. C 
Gudang Rp. 8.000 
Kantong  Rp. 16.000 Gol. D 
Gudang Rp. 16.000 
Kantong Rp. 25.000 Gol.  E 
Gudang Rp. 25.000,- 
Gol  F Kantong Rp. 40.000 
 Gudang Rp. 40.000 
Kantong Rp  50.000 Gol  G 
Gudang Rp. 50.000 
Kantong Rp. 60000 Gol  H 






10. Prosedur Penaksiran Barang 
Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan 
adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah 
ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang 
diberikan oleh perum pegadaian kepada nasabah, tergantung nilai taksir 
barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah 
mampunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran 
barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran 
barang telah ditentukan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu 
barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenamya.138 
Pedoman penaksiran ditetukan atau dikelompokkan atas dasar jenis 
barangnya adalah sebagai berikut: 
1. Barang Kantong  
a. Emas 
1). Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar 
taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga 
pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan 
perkembangan harga yang tajadi. 
2). Petugas penaksir melakukan karatase dan berat. 
3). Petugas penaksir menentukan nilai taksir. 
b. Permata 
1). Petugas penaksir melihat standar taksiran pemata yang telah 
ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan 
perkembangan pasar permata yang ada. 
2). Petugas penaksir melakukan  pengujian kualitas dan berat permata. 
3). Petugas penaksir melakukan nilai taksiran. 
Barang-barang gudang yang dimaksud di sini adalah meliputi: 
mobil,  motor, mesin, barang elektomik, tekstil dan lain-lain. 
                                                 
     138 Muhammad, Solikhul Hadi, Pegadaian Syari’ah  : Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 33-
34.  
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a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. 
Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan 
dengan perkembangan harga yang terjadi. 
b. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. 
Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan 
dididik khusus untuk tugas itu. 139 
 
Persentase taksiran barang-barang jaminan akan ditaksir oleh Penaksir, 
prosentase uang pinjaman /Marhun Bih sebesar 90 %.  sebagai sebagaimana 
dapat dibuat tabel sebagai berikut : 
No Janis barang Bergerak Persentasi 
terhadap Taksiran 
1 Berlian  90 % 
2 Logam mulia (emas)  90 % 
3 Tekstil 90% 
4 Jam dan arloji 90% 
5 Kendaraan bermotor 90% 
6 Elektronik 90% 
7  Lain-lain 90% 
140 
Perum pegadaian tidak diperbolehkan memberikan kredit dengan 
jaminan efek, dokumen pengangkutan, barang-barang tidak begerak, 
dokumen penyimpanan, atau sejenisnya. Usaha-usaha lain di luar 
pembebanan la-edit deugan hukum gadai hanya dapat dilakukan atas 
persetujuan Menteri Keuangan.  
Pelaksanaan prosedur penaksiran di perum pegadaian, yaitu terlebih 
dahulu nasabah menyerahkan Barang jaminan (marhun). Setelah pihak 
pegadaian memeriksanya, maka pihak pegadaian melakukan penaksiran 
terhadap barang jaminan itu. Kemudian barang-barang yang sudah ditaksir 
satu persatu secara cermat oleh sebuah tim yang dibentuk ditentukan dan 
diberikan pinjamannya.141 
Apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak bisa 
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terdeteksi oleh Penaksir maka kerugian menjadi tanggungan pihak 
Pegadaian. 
11. Prosedur Pelunasan Kredit 
Telah dijelaskan diatas, bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan dana 
sangat sederhana, mudah dan cepat adalah Pegadaian inilah yang 
membedakan Pegadaian dengan Perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian 
pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagamana 
halnya dengan perbankkan. 
Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu 
pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan 
pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat 
melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo 
pelunasan. Kemudian, prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu 
selesainya jangka waktu. 
2. Nasabah membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (Ijarah), 
dan biaya administrasi langsung kepada kasir disertai surat bukti Rahn 
(SBR). 
3. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan. 
4. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.142 
 
          Prosedur pelunasan kredit dapat digambarkan sebagai berikut : 

















1. Nasabah: Pelunasan. 
2. Kasir :Infonnasi pelunasan pinjaman. 
3. Petugas penyimpan barang jaminan : Pengambilan barang yang 
digadaikan.143 
Dalam pelaksanaannya, pemberian uang pinjaman (maksudnya dalam 
prosedur) ini di perusahaan umum pegadaian ada beberapa bagian petugas 
pegadaian yang terkait dalam hal ini dengan tugas masing-masing, yaitu:  
 
1. Bagian Penaksir 
Tugas dan penaksir ini adalah: 
a. Menerima barang jaminan dan nasabahdan menetapkan nilai 
taksirannya dan besarnya uang peminjaman yang akan diberikan. 
b. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Bulan Taksiran Rahn 
dan menerbitkan Surat. Bukti Rahn (SBR). 
c. SBR tersebut dibuat rangkap, dimana lembar pertama (asli) diserahkan 
kepada nasabah kemudian Kitir tengah dan luar lembar kedua 
ditempelkan pada barang jaminan, sedangkan Kitir Dalam serta Badan 
lembar kedua dikirimkan pada kasir. 
 
2. Bagian Kasir 
Tugasnya antara lain: 
a. Menerima SBR lembar kesatu (asli) dari nasabah dan SBR dwilipa 
(kedua) dari penaksir kemudian memeriksa keabsahannya. 
b. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf pada tanda bayar pada 
SBR asli dan lembar kedua kemudian SBR yang asli beserta uang 
pinjaman diserahkan nasabah. 
c. SBR lembar kedua diserahkan ke bagian Adrnmistrasi atau pegawai 
pencatat buku kredit dan kitir bagian dalam SBR.sebagai pencatat ke 
laporan harian kas. 
3. Bagian Admistrasi. 
Tugasnya antara lain: Mencatat semua transaksi pemberian kredit 
semua golongan berdasarkan Badan SBR yang diterima dari kasir dalam 
kas kredit rangkap dua yang kemudian dibukukan dalam buku kredit dan 
pelunasan rangkap dua, buku kas rangkap dua dimana buku kas lembar 
kesatu dengan lembar kas kredit lembar kesatu dan rekapitulasi asli 
diserahkan ke Kanwilut XII Perum Pegadaian Semarang. Sedangkan buku 
kas lembar kedua adalah sebagai arsip Kantor Cabang dalam hal ini adal 
kantor Pegadaian Syariah Cabang Solobaru. Berdasarkan badan SBR dan 
Buku Kredit dan pelunasan dibuat rekapitulasi kemudian dicatat pada 
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ikhtisar kredit dan pelunasan. 
4. Bagian Gudang. 
Tugasnya adalah sebagai berikut: 
a. Menerima barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR bagian 
tengah dan luar dan penaksir serta buku kredit dan pelunasan lembar 
kedua dari bagian admmistrasi. 
b. Mencocokkan barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBR 
bagian tengah dan luar dengan buku kredit dan pelunasan lembar 
kedua. 
c. Apabila telah sesuai antara barang jaminan yang diterima hari itu 
dengan Buku Rahn dan pelunasan lembar kedua kemudian dicatat 
dalam buku gudang yang selanjutnya saldo buku gudang dicocokkan 
dengan ikhtisar kredit dan pelunasan.144 
 
12. Lama Masa Gadai. 
 
Jangka waktu kredit (Rahn) yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada 
nasabah cukuplah longgar, yaitu dalam jangka empat (4) bulan. Dalam batas 
minimal jangka waktu kredit ini dihitung sama untuk seluruh golongan 
barang jaminan yaitu per-10 hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka 
waktunya adalah empat (4) bulan (120 hari). Setelah itu dapat diperpanjang 
kembali, yaitu dengan cara melakukan gadai ulang. Namun apabila pada 
saat batas jatuh tempo ketentuan ini tidak diindahkan oleh nasabah, maka 
barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.  
Lama jangka waktu kredit dan besamya masing-masing tingkat sewa 
modal ini, adalah sesuai dengan Brosur Perum Pegadaian tentang golongan 
uang pinjaman dan tingkat sewa modal.145 
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat terlihat, bahwa dari mulai 
prosedur atau proses peminjaman uang sampai dengan persyaratan-
persyaratan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian kepada para nasabah 
adalah sangat mudah atau simple sekali dan tidak terlalu banyak 
persyaratamya sehingga terkesan tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit 
sehingga hal ini pulalah paling tidak yang membuat Perum Pegadaian untuk 
tetap eksis walaupun dilanda krisis ekonomi, dan hal ini memang sudah 
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menjadi bagian dari strategi perum pegadaian sebagai manifestasi dari 
slogan Pegadaian yang berbunyi "mengatasi masalah tanpa masalah". 
  13. Kerusakan Barang Gadai. 
 Tentang kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan 
Murtahin (Pegadaian). hal ini telah termuat dalam Surat Bukti Rahn : 
”Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan 
Musta’jir, sehingga menyebabkan Marhun hilang, rusak, tidak dapat 
dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di 
Perum Pegadaian.  Atas pembayaran ganti rugi ini Musta’jir setuju 
dikenakan potongan sebesar Marhun Bih - Ijarah sampai dengan tanggal 
ganti rugi, sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan penebusan 
ganti rugi”146 
           
14. Pemanfaatan Barang Gadai. 
Barang-barang yang dijadikan agunan (digadaikan) di Perum 
Pegadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh Rahin atau Murtahin. karena 
barang tersebut ditahan di Perum Pegadaian sebagai Jaminan, dan boleh 
diambil saat pelunasan pinjaman. 147  
15. Prosedur Pelelangan Barang 
Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak 
mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya 
pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang 
jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan 
digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: 
pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. Sedangkan pelelangannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang. 
2. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang). 
3. Dibacakan tata tertib malalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. 
4. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar 
paling tinggi. 
16. Penyelesaian Sengketa 
                                                 
     146 Surat Butki Rahn . 
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Apabila terjadi sengketa antara Murtahin dan Rahin sebagaimana 
dimuat didalam Surat Bukti Rahn akan diselesaikan melalui Basyarnas, dan 
Putusan Basyarnas adalah final.   
17. MALAYSIAN PRACTICE OF AR RAHNU. 
Pegadaian  Islam pertama  Malaysia beropresi  pada bulan Januari 
tahun 1992, dibawah aturan Dewan Negara untuk Agama dan Bea Cukai 
Malaysia operasionalnya adalah :  
1) Untuk memenuhi kebutuhan bagi Masyarakat yang kurang 
mampu. 
2) Akad yang digunakan adalah Qordul Hasan (pinjaman tanpa 
bunga) 
3) Nasabah dianjurkan untuk memberikan hibah atau hadiah 
4) Jaminan berupa emas dan berlian 
5) Pinjaman maksimal 75 % dari harga barang jaminan 148    
         
Di Malaysia Marhun hanya berupa emas dan berlian, sebab tidak perlu 
tempat yang lebar untuk menyimpan, cukup dibungkus dan dapat mudah 
disimpan ditempat yang aman, bebeda dengan Gadai Syariah di Indonesia apa 
saja  dapat dijadikan agunan.    
B. Pembahasan. 
Pada bagian ini Penulis akan menyajikan  dari hasil penelitian yang 
kemudian dikaitkan dengan kajian teori, yaitu teori tentang ekonomi Syariah 
yang pada prinsipnya adalah larangan terhadap Riba baik sedikit atau banyak, 
gadai dalam kajian Ulama Fiqih, apakah data dilapangan itu sudah sesuai 
dengan kaidah-kaidah didalam teori tersebut, oleh karena dalam pembnahsan 
ini tentang akad gadai dalam Pegadaian Syariah, apa yang akan ditemukan 
adalah aktivitas orang dengan lembaga yang akibatnya akan timbul suatu 
hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang tersebut didalam akad, oleh 
karena itu penyusun menggunakan teori-teori tentang penelitian hukum yaitu : 
1. Konsep Hukum 
  Menurut pendapat Soetandiyo Wignyo Soebroto, ada lima konsep 
hukum, yaitu : 
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6. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
7. Hukum adalah norma-norma positi didalam sistem perundangh-
undangan hulkum nasional. 
8. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim  inconcrito dan 
tersistimatisasi sebagai jug made law.  
9. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empiric. 
10. Hukum adalah manifestasi makna-makna  simbolik para pelaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.149 “  
 
Dalam pembahsan ini akad Ijarah ini  Penulis menggunakan konsep 
Hukum yang kelima yaitu : Hukum adalah manifestasi makna-makna  
simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Interaksi yang terjadi di Pegadian Syariah adalah terjadinya akad antara 
Nasabah dengan Lembaga Pegadaian, dari akad tersebut akan terjadi hak dan 
kewajiban antara Nasabah dengan Pegadaian, hukum yang timbul dari 
perjanjian itu adalah bersifat mengikat sampai dengan habisnya perjanjian. 
Dari sini akan timbul suatu gejala apakah hukum ang dihasilkan oleh Nasabah 
dan Pegadaian itu bisa efektif bekerja atau tidak, sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan dan dengan peraturan Gadai Syariah, untuk selanjutnya 
Penyusun akan melihat dari berbagai aspek. 
2. Teori Bekerjanya Hukum  
Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan teori 
bekerjanya hukum, yaitu kapan hukum itu dianggap bekerja  secara efektif 
didalam masyarakat, menurut teori Siedmen didalam Amiruddin dan Zaenal 
Asikin untuk menyatakan teorinya  
Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang 
pemegang peran (Role ocupant) itu diharapkan bertindak. 
5. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatun 
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan 
yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga 
pelaksana serta keseluruhan komplek kekuatan politik, sosial dan lain-
lainya mengeani dirinya 
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6. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan 
yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek 
kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta 
umpan balik, yang datang dari pemegang peran. 
7. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak 
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 
mereka, sanksi-sanksinya, politik, idiologis, dan lain-lainnya mengenai 
diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta 
birokrasi.”150 
 
  3. Teori Hukum Islam: 
Didalam Hukum Islam ada beberapa teopri tentang  berlakunya 
hukum, diantaranya adalah  Maslahah Mursalah  
(ةلسرملا ةحلصملا ) ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan 
umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya 
dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya 
adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi manusia dan 
mewujudkan manfaat, al Qur’an dan al Hadits adalah untuk rohmatan 
lil alamin (نیملاعلل ةمحر) menciptakan kedamaian di dunia. 
Dari teori tersebut diatas apabila dikaitkan dengan praktek yang 
terjadi di lapangan penelitian akan diketahui tentang aktivitas dan 
efektifitas di Pegadaian Syaraih apakah sudah sesuai dengan ketentuan 
syariah atau belum, keberhasilan dalam pelaksanaan akan ada peran 
penting diantaranya adalah : 
a. Faktor Hukum. 
 
Didalam Hukum Ekonomi, Islam memberi batasan yang sangat fleksibel 
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Artinya : “Janganlah kamu makan harta dinatara kamu dengan cara yang 
batal, kecuali dengan cara jual beli suka sama suka” 
 
Sistim transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal 
(cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal),  transaksi 
dengan suka sama suka diantara kamu (مكنم ضارت نع), ini adalah 
memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. 
Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka 
apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat 
kedua belah pihak, dan masing=masing akan melaksanakan isi akad 
tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar 
yang dituangkan didalam al Qur’an. 
Larangan didalam al Quran dan al Hadits hanya berbentuk tekanan pada 
moral yaitu jual beli boleh sedangkan riba itu haram dan bentuk 
sanksinya adalah akhirat, bukan sanksi pidana didunia, sehingga 
pelanggaran riba ini  sudah menjadi terbiasa didalam masyarakat baik 
yang mengetahui hukum atau yang tidak mengetahui hukum, hal ini 
disebabkan karena belum adanya Undang-Undang Ekonomi Syariah 
yang dengan tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran 
riba,  praktek riba ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang sangat 
panjang dan mendapat legitimasi dari Pemerintah yang dikenal dengan 
lembaga keuangan konvensional baik yang berbentuk Bank atau non 
Bank, sehingga sangat sulit untuk menghilangkan praktek riba dalam 
sistim ekonomi. Dari uraian diatas maka harus kembali pada tatanan 
yang tertuang didalam al Qur’an dan al Hadits yang telah ditafsirkan 
oleh para Imam Mazhab . 
Menurut pendapat Chambles dan Siedman, bahwa setiap peraturan 
hukum memberi tahu tentang bagaimana pemegang peran bertindak, 
sedangkan peraturan hukum adalah merupakan alat bagi pihak-pihak  
yang terkait,151  
 
Didalam sistim gadai adalah Rahin dan Murtahin, Murtahin sebagai 
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pemegang peran sangat menentukan dapat atau tidaknya menghilangkan 
riba                  
b. Penegak Hukum. 
 
Didalam sistim ekonomi Syariah di Indonesia yang menjadi acuan 
landasan operasionalnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada 
lembaga keuangan Syariah baik yang Bank maupun Non Bank, Fatwa 
dalam hal ini tidak mengikat artinya tetap tidak mempunyai kekuatan 
memaksa boleh di ikuti boleh tidak. diharapkan ada Dewan Pengawas 
Syariah yang bertugas mengawasi transaksi dari pemegang peran. 
Dewan Pengawas Syariah bisa juga sebagai Penegak Hukum agar benar-
benar tidak riba, akan tetapi hal ini juga banyak kendala yaitu Dewan 
Pengawas Syariah harus berkantor menjadi satu dan harus ada fasilitas 
dan lain lain. 
          Pemegang peran sebagai pelaksana harus tunduk pada peraturan 
dari pusat. Sementara disisi lain belum ada payung Hukum  tersendiri 
yang melindungi Pegadaian Syariah. Oleh karena itu siapakah penegak 
Hukum dan apa sanksi pelanggaran riba, hal ini masih sulit untuk 
menerapkan transaksi yang benar-benar Islamy yang bebas dari segala 
bentuk riba.                  
c. Faktor Budaya. 
 
Faktor Budaya tidak kalah penting didalam menegakkan prinsip 
Syariah, apa yang sudah berjalan adalah Budaya konvensional yang 
penuh dengan riba karena memang belum ada transaksi yang benar-
benar Islamy, dan banyak orang Islam sendiri yang bertransaksi dengan 
riba dengan alasan terpaksa atau darurat, oleh sebab itu karena sudah 
terbiasa melakukan riba sehingga ajakan moral yang tertuang didalam al 
Qur’an dan al Hadits sudah tidak menakutkan lagi. Praktek-praktek riba 
mestinya harus segera dihilangkan dengan kekuatan Pembuat Undang-
Undang dan pemegang peran, jikalau sudah ada aturan yang jelas 
dengan payung Hukum Positif yang melindungi Gadai Syariah maka 
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sudah tidak ada tempat untuk riba.      
d. Faktor Masyarakat. 
 
Masyarakat sebagai subyek riba penuh tantangan, karena tidak ada 
pilihan lain kecuali berhubungan dengan riba, terutama masyarakat 
komsumtif dari golongan bawah, pegadaianlah satu-satunya lembaga 
yang mengatasi masalah tanpa masalah, proses cepat cara mudah dan 
sederhana, hampir tidak pernah terpikir dosa atau tidak, halal atau haram 
karena memang harus menempuh jalan itu.  
Pegadaian adalah lembaga keuangan Non Bank yang berbasis 
masyarakat dan mempunyai nilai sosial yang amat tinggi, dilihat dari 
cara dan batas minimal pinjaman, serta penerimaan barang gadai apa 
saja bisa digadaikan, oleh karena itu sangat tepat bila lembaga tersebut 
menerapkan prinsip syariah yang bebas dari bentuk riba, karena 
Pegadaian sangat didukung oleh nasyarakat terbukti dari jumlah nasabah 
yang datang dan bertransaksi di Pegadaian. Kekuatan sosial  serta 
dukungan dari masyarakat terutama para ulama untuk ikut serta 
mengantisipasi gejala-gejala yang terjadi didalam sistim ekonomi 
Syariah.  
Dari teori-teroi tersebut Penulis akan menerapkan dalam pembahasan 
akad Ijarah di Pengadaian Syariah sebagai berikut : 
1. Analisis tentang Hakikat dan Fungsi Pegadaian 
Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari 
kezaliman (مل اظ) dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas 
Pegadaian, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang 




Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu sekalian    
bertransaksi dengan cara yang tidak tunai maka tulislah” 
  هوبتكاف يمسم لجا يلا نیدب متنیادت اذا اونما نیذلا اھیا ای 
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Telah dijelaskan pada ayat tersebut diatas salah satu prinsup Syariah 
adalah jujur, adanya perintah untuk menuliskan, atau adanya saksi dan lain 
lain hal ibi dimaksudkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap 
prinsip syariah yaitu (riba, haram, zulm, ghoror dan maisir).  Bahwa gadai 
pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep mu'amalah di 
mana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.  
Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasamya hakekat dan fungsi 
pegadaian adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang 
yang membutuhkan dalam bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan, 
dan bukan semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengambil 
keuntungan yang sebesar-besaniya tanpa menghiraukan kemampuan orang 
lain. Adapun tujuan gadai didalam Islam adalah sebagaimana diungkapkan 





 Artinya : “akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan 
menjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan”.   152 
  
  2. Analisis  Marhun (barang agunan) 
Dalam hukum perdata (Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX 
Pasal 1150) hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; 
sedangkan dalam Hukum Islam, gadai berlaku pada seluruh harta, baik 
harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun sampai sekarang 
ini Pegadaian Syariah belum dapat menerima jaminan barang tidak 
bergerak, seperti Rumah atau Tanah.  
Lebih lanjut tentang harta yang dapat digadaikan menurut Hukum Islam 
sebagaimana dikatakan oleh Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini 
adalah : 
 دوصقملا سیلو نیدلا نامض و قاثتسلاا ھب دصقی دقع نھرلادقع





Artinya  :  “Semua barang yang dapat dijual belikan maka dapat 
digadaikan atau dijadikan jaminan utang.” 153 
 
Ahmad Azhar Basyir mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat 
digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Benda bernilai menurut hukum syara’ 
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi 
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin. 154” 
Pada umumnya gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi, hal ini bisa 
diliihat dari batasan uang pinjaman yang relatif rendah dilayani yaitu 
terendah pinjaman di Pegadaian hanya Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 
150.000,- dan proses yang sangat sederhana cepat dan tidak berbelit belit, 
lain halnya dengan perbankan proses lama dan persyaratan banyak. 
Namun pada kenyatannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak 
adil” karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari segi 
komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena 
inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak 
laku.  
Didalam prakteknya semua barang yang berharga dapat dijadikan 
agunan gadai, akan tetapi ada barang-barang yang tidak laku di jadikan 
Marhun sebab Pegadaian sendiri tidak berani spekulasi menerima setiap 
barang yang harga pasarnya tidak menentu dan cenderung turun terus, 
seperti barang-barang Elektronik, kndaraan bermotor, setiap keluar produk 
baru maka produk yang lama sudah secara otomatis akan turun drastis di 
pasaran, oleh sebab itu Pegadaian mempunyai batasan-batasan terhadap 
barang-barang, mengenai tahun keluaran dan jenisnya, standar barang dan 
purna jual dipasaran masih tetap mempunyai harga. misalnya TV, 
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Komputer, HP, tidak semua jenis barang itu laku digadaikan ada merek-
merek tertentu yang  diterima di Pegadaian dan ada yang tidak diterima 
sebagai Marhun. 
Pada dasarnya barang agunan tersebut adalah sebagai kepercayaan 
dalam hutang piutang sebagaimana pendapat Ulama Fiqih yang 
menyatakan (نیدلل ةقیثو), akan  tetapi karena untuk melindungi 
kepentingan Murtahin (pihak Perum Pegadaian) yaitu jika Rahin 
mengingkari janji sehingga barang tersebut akan dijual oleh Murtahin 
tidak laku atau sulit untuk menjualnya sehingga akan merugikan pihak 
Murtahin itu sendiri, oleh kerana itu Murttahin (Perum Pegadaian) sebagai 
Lembaga Badan Usaha Milik Negara menetapkan aturan terhadap jenis 
barang-barang yang dapat dijadikan agunan di Pegadaian.   
 Sampai sekarang ini Perum Pegadaian belum bisa menerima SK PNS 
sebagai agunan lain halnya diperbankan SK PNS dapat dijadikan Agunan, 
memang Pegadaian belum mempunyai aturan tersebut, tetapi seiraing 
kemajuan sistim ekonomi sekarang ini Pegadaian hampir-hampir mirip 
seperti Bank, sedangkan pihak Bank sendiri sekarang telah membuka 
kredit dengan sistim gadai, sedangkan gadai seperti Bank sudah membuka 
sistim pembiayaan dengan bagi hasil. 
Jadi perbedaan antara Ulama Fikih (ھعیبزاجام)  setiap barang yang 
boleh dijual menurut pendapat Penulis adalah bukan barang yang 
haram, Perum Pegadaian yang membatasi terhadap barang tertentu, 
apabila dihubungkan dengan posisi Marhun sebagai        (نیدلل ةقیثو) 
kepercayaan utang maksudnya adalah harga Marhun harus sesuai dengan 
besarnya Marhun bih dan tidak menimbulkan kemadlorotan bagi 
Murtahin, kebijakan Perum Pegadaian ini bukan merusak akad gadai yang 
menimbulkan riba, akan tetapi jutru akan melindungi Murtahin sebagai 
penerima gadai agar tidak rugi.      
   
                                                                                                                                     
           154  Ahmad Azhar Basyir, Utang Piutang Gadai, al Ma’rif Bandung, 1983. hal. 52. 
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.3. Analisis Akad pada Pegadaian Syariah.  
    Transaksi gadai pada Pegadaian Syariah ada dua macam akad yaitu : 
1. Akad Rahn,   
a) Rukun Akad,   
   Ulama fiqih berbeda pendapat tentang unsur akad, menurut Ulama 
Hanafi akad adalah ijab dan qobul antara orang yang menggadai dan 
orang yang menerima gadai dengan syarat adanya penahanan barang 
yang dijadikan agunan, sedangkan menurut Ibnu Qudamah ada tiga 
yaitu : Aqid  (orang yang menggadaikan dan orang yang menerima 
gadai), Ma’qud (barang gadaian dan pinjaman) dan shigoh (kata-
kata serah terima ).  
   Apa yang terjadi dilapangan akad di Pegadaian Syariah ada empat 
yaitu Rahin (nasabah) Murtahin ( Perum Pegadaian), Marhun bih 
(kredit) dan Marhun (barang jaminan). dan perjanijan yang tertulis 
didalam Surat Bukti Rahn (SBR) dari teori dan praktek dilapangan 
tidak ada perbedaan prinsip yang mengakibatkan tidak sahnya akad 
gadai, baik menurut Syariah maupun menurut Pegadaian.  
b) Kondisi orang yang berakad, ulama berbeda pendapat, diantaranya 
tentang kedewasaan dan cakap hukum, menurut Ulama Hanafi anak 
yang sudah mumayyis boleh mengadakan akad gadai dengan izin 
orang tuanya atau wali, sedangkan menurut Ulama Maliki 
mengatakan bahwa sesorang yang boleh melakukan jual beli maka 
boleh menggadai, karena pada prinsip gadai adalah jual beli, dari 
sini apa yang menjadi perbedaan Ulama adalah batas usia atau 
kedewasaan seseorang yang boleh melakukan transaksi, seorang 
anak yang sudah mumayiz adalah dianggap sudah bisa memilih, 
sudah mengetahui tatacara membeli dan menjual hanya dari segi 
usia belum dewasa,    didalam praktek dilapangan yang penulis 
jumpai sebagai syarat orang yang menggadaikan adalah mempunyai 
Kartu Tanda Penduduk, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, 
bahwa Rahin adalah orang yang telah dewasa, berakal dan cakap 
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hukum, sehingga perbedaan pendapat itu hanya sebatas tehnis saja 
dan secara materi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya akad  gadai. 
dari sini dapat ditarik kesimpul;an bahwa dewasa dan cakap hukum 
sebagai syarat utama didalam transaksi gadai dalam arti Lembaga 
Pemerintah, bukan gadai dalam arti perorangan, kalau gadai dalam 
arti perorangan akan lain tergantung pada kesepakatan antara Rahin 
dan Murtahin,  
2. Akad Ijarah.  
e. Akad Ijarah di Pegadaian Syariah  
    Akad Ijarah di Pegadaian Syariah adalah akad yang tidak 
terpisahkan dengan akad Rahn, akad Rahn adalah merupakan 
serahterima Marhun antara Rahin dan Murtahin dan diterimanya 
Marhun bih oleh Rahin, sedangkan Ijarah terjadi setelah akad 
Rahn, serta Rahin didalam akad Ijarah tersebut dinyatakan 
sanggup dan setuju untuk membayar Ijarah sewa dari Marhun 
bih  yang harus ditanggung oleh Rahin akibat dari akad Rahn. 
Rahin sebagai Musta’jir, Murtahin sebagai Muajjir.                   . 
“Akad Ijarah adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran 
manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan 
imbalan, sama dengan seseorang, sesorang menjual manfaat 
barang, dalam akad ini dibolehkan menggunakan manfaat atau 
jasa. dengan suatu imbalan kompensasi. 
Dalam pelaksanaan Ijarah tersebut adalah nasabah (نھار) 
memberikan fee kepada Pegadaian (نھترم) ketika masa kontrak 
berakhir dan )ھترمن (  mengembalikan (نوھرم) kepada . )نھار(  
  Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi Ijarah maka 
pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi 
persyaratan : 
4. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase. 
5. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal 
yang   mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi Ijarah. 




                                                 
     155 Zaenuddin Ali. 2008. Hukum Gadai Syariah, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 96  . 
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b. Akad Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional. 
    Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembniayaan 
Ijarah. 
Rukun Ijarah : 
1) Pernyataan ijab dan kabul. 
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontyrak) tyerdiri atas (lessor, 
pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesse, pihak yang mengambil 
manfaatdari penggunaan aset, nasabah)  
3) Obyek kontrak : Pembayaran (sewa) dan manfaat dari 
pengguna aset. 
4) Manfaat dari Pengguna aset dalam ijarah adalah obyek kontrak 
yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi 
sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 
5) Sighot Ijarah adalah berupa pernytaan dari kedua belah pihak 
yang berkontrak. baik secara verbal atau bentuk lain yamngh 
equivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan 
penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.  
  
Ketentuan Obyek ijarah 
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa. 
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai syariah.  
 
                     c. Ijarah menurut Ulama Fikih. 
 
      Pendapat para Ulama ahli Fiqih, yaitu Ulama Hanafiyah, 
Ulama Syafiyah, Ulama Malikiyah dan Ulama Hambaliyah 
berpendapat sama yaitu akad atau perjanjian untuk memiliki 
manfaat yang tertentu yang dibolehkan Syara’ dengan imbalan 
tertentu, dari sini Ijarah harus : 
1. Ada barang  
2. Adanya imbalan dari Musta’jir,(Ijarah)  
3. Adanya manfaat dari barang itu. 
 Suatu contoh menyewa Mobil, yang dimiliki oleh Musta’jir 
(penyewa) adalah manfaatnya yaitu memakai mobil bukan 
memiliki  mobilnya.  
Setelah Penulis memaparkan akad Ijarah dari Gadai, Fatwa 
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Dewan Syariah Nasional dan Ulama Fikih jelas berbeda. 
Maksud dari Ijarah dalam sistim gadai adalah agar Rahin 
membayar sewa, karena Rahin mengadaikan barang. Akad 
dalam gadai adalah akad Rahn  baik perorangan atau dengan 
lembaga, setelah akad gadai selesai maka tidak ada akad lain, Di 
lapanmgan praktek yang terjadi setelah akad Rahn diteruskan 
dengan akad baru lagi yaitu  akad Ijarah yaitu akad mengenai 
sewa, akad Ijarah hanya bermaksud untuk menghindarkan dari 
Riba Qordl (ضرقلا ابر) yaitu agar dalam gadai tersebut tidak ada 
unsur riba, dan agar Ijarah dari Rahin  yang diterima oleh 
Murtahin dengan akad Ijarah itu menjadi halal. Unsur halal atau 
haram itu bukan semata karena akadnya yang Syariah dan 
dilakukan suka sama suka (ضارت نع)  akan tetapi adakah 
tambahan dari Rahin berupa imbalan sejumlah uang baik sedikit 
atau banyak pada waktu Rahin melunasi pinjamannya, dalam 
praktek Rahin harus membayar imbalan berupa Ijarah yaitu 
imbalan uang dalam jumlah tertentu. 
Dari uraian diatas Penulis berkesimpulan akad Ijarah tidak 
tepat diterapkan di dalam akad Gadai, maka akad tersebut belum 
sesuai dengan Prinsip Syariah, karena akad Ijarah tersebut 
bukan sewa manfaat akan tetapi sewa marhun bih. Pinjaman 
gadai dalam arti konsumtif yang paling tepat menggunakan 
qordul hasan (نسحلا ضرق) yaitu pinjaman tanpa bunga, dari 









  4. Perbandingan sewa Modal  pada Gadai Konvensional dan Ijarah pada     
Gadai Syariah. 
 Gadai Konvensional                                  Gadai Syariah  
Gol 
 
Bunga per  
15 hari 
MB Ijarah per 10 hari 
A 0,75 %  x UP 
B 1,2 %    x UP  
Emas. 
Taksir/ Rp.10.000 x Rp 85,-x 10 hari             
C1 1,3 %    x UP 
C2 1,3 %    x UP 
Eleketronik, perabot rumah  
tangga lainnya. 
Taksir/Rp 10.000 x Rp 90 x 10 hari 
 
D1 1. %      x UP 





Taksir/Rp 10.000 x Rp 95 x 10 hari 
 
 
Ilustrasi perbandingan.  
1. Gadai Konvensional: 
Pinjaman dengan agunan emas 5 gram 24 karat, Uang pinjama Rp. 
1.500.000,- (Gol C 1) 
maka Sewa Modalnya adalah   1,3 % x Rp. 1.500.000,- / 15 hari =             
Rp.  19,500,- selama 15 hari. Lama Gadai 120 hari, maka bila nasabah 
mengambil agunan hari ke 120 akan dikenakan sewa modal (bunga) sebesar 
Rp 19. 500,- x  8 = Rp. 156.000,-      
2. Gadai Syariah  
Pinjaman dengan agunan  5 gram emas 24 karat, uang pijaman Rp. 
1.500.000,- (Golongan C ) 
Maka Ijarahnya adalah  Rp. 1.500.000,- : Rp. 10.000,- x Rp. 85,- / 10 hari  = 
Rp. 12.750,-  selama 10 hari. Lama Gadai 120 hari, maka apabila Nasabah 
mengambil pada hari ke 120 akan dikenakan Ijarah sebesar  12 x Rp. 
12.750,- = Rp. 150.300,- 
Jadi antara Gadai konvensional dan Gadai Syariah hanya lebih murah Gadai 
Syariah. selisihnya hanya Rp 5.700,- 
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 5. Analisia tentang Biaya Administrasi. 
          Pada Pegadaian Konvensional atau Syariah nasabah dikenakan biaya 
adsministrasi, biaya Administrasi itu disetor masuk ke Kas Negara sehingga 
menjadi pajak Pengahasilan Negara, untuk kepentingan Rakyat juga, biaya 
tersebut adalah merupakan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini adalah 
Menteri Keuangan cq Direksi Pegadaian, oleh sebab itu bila dihubungkan 




 Artinya : “Kebijakan Pemerintah adalah  untuk kemaslahatan Rakya”156 
 
Dari uraian diatas Penulis berpendapat biaya administrasi di Pegadaian 
 dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Maqosidu at Tasyri (tujuan 
penerpan hukum) selanjutnya hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip 





6   Analisis Hakikat Bunga Gadai 
Pada dasamya akad (perjanjian) gadai merupakan akad utang piutang. 
Namun dalam akad utang piutang sistim gadai disyaratkan adanya 
penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan hutangnya. 
Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau penentuan presentase 
tertentu dari pokok utang (dalam pembayaran utang tersebut), maka hal 
tersebut termasuk perbuatan riba, dan riba merupakan suatu hal yang 
dilarang oleh Syara’157, larangan riba didalam al Qur’an tidak dijelaskan 
secara terperinci, akan tetapi secara nalar riba akan sangat merugikan 
nasabah dan memberikan keuntungan yang besar pada Penerima gadai yang 
                                                 
      156  Asymuni Abdurahman, Qoidah Ushuliyah, Sumbangsih, Yogyakarta, 1980. hlm. 34. 
      157  Ahmad Azhar Basyir, Utang Piutang Gadai, Bandung  Al-Ma’arif, 1983, hlm. 55. 
 ةحلصم ةمءلاا فرصتةملال  
و لوس رلا اوعیطاو اللها اوعیطاألويمكنم رملاا  يف متعز انت ناف 
 لوسرلاو اللها ىلا هودرف ءيش 
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akhirnya menimbulkan ketidak adilan didalam kehidupan masyarakat. 
Mengenai pengertian riba para ulama telah berbeda pendapat. bahwa 
yang dinamakan riba (lebih lazim disebut dengan bunga), di dalamnya 
terdapat tiga unsur berikut: 
1. Yang Kelebihan dari pokok pinjaman. 
2. Kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran. 
3. Sejumlah tambahan disyaratkan dalam transaksi 
Adapun mengenai berlakunya pemungutan bunga atau sewa modal atau 
Ijarah, dalam lembaga Pegadaian yang selama ini berlaku, sudah menjadi 
hal yang biasa. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan terbesar dari 
lembaga pegadaian tersebut adalah dari pemungutan bunga atau Ijarah dari 
pokok pinjaman. Bagaimana Islam menanggapi pokok permasalahan 
tersebut. Adapun untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai deskripsi dari 
penelitian tersebut, secara umum adalah sebagai berikut: 
a. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan 
cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian 
dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang 
dilarang yaitu riba yang merusak perjanjian gadai. Praktek yang terjadi 
dipegadaian pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang 
menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih 
terdapatnya unsur riba, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan 
dengan bunga atau Ijarah dalam gadai Syariah. 
b. Pegadaian yang berlaku saat ini masih terdapat satu di antara banyak 
unsur yang dilarang oleh syara’, yaitu dalam upaya meraih keuntungan 
(laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau Ijarah. 
c. Unsur riba yang terdapat dalam aktivittas pegadaian saat ini sudah 
sampai pada tingkat yang nyata, yaitu pada transaksi penerapan atau 
penetapan dan penarikan bunga dalam gadai yang jelas dilarang didalam 
al-Qur'an dan Sunnah. 
d. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk 
memudahkan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif 
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dari kaum kapitalis dalam mengekploitasikan keuntungan yang besar. 
Bedasarkan kenyataan tersebut dapat dijadikan dasar istimbat 
(kesimpulaa hukum) untuk menyatakan bahwa penarikan dan penetapan 
bunga gadai, sewa Modal (Ijarah) tidak sesuai dengan prinsip-prmsip 
hukum Islam dan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan. sehingga 
dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai 
adalah tidak sah dan haram hukumnya.  
Berdasarkan penelitian tersebut di atas, Islam membenarkan 
adanya praktik utang piutang dengan cara akad gadai yang sesuai 
dengan prinsip syari’ah, artinya bahwa utang piutang gadai tersebut 
tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara’ seperti 
adanya unsur riba di dalam akadnya, akad gadai yang benar menurut 
Syariah adalah Qordul hasan (نسحلا ضرق)  utang tanpa bunga atau tampa 
imbalan akan tetapi Rahin diminta untuk hibbah seikhlasanya. hal ini 




Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodakoh 
 Sebaiknya gadai dalam arti konsumtif dibatasi nominal pinjamannya, 
dan untuk selebihnya harus berebentuk produktif dengan cara 
Murabahah, Mudarabah (ھبراضم) yaitu bagi hasil antara nasabah dengan 
Pegadaian, sebab pada prinsipnya Islam mengajarkan produktif bukan 
konsumtif. Pinjaman konsumtif itu hanya masyarakat kelas bawah yang 
datang di Pegadaian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika 
harus dibebani ijarah yang tinggi akan menghilangkan nilai sosial yang 
menjadi tujuan dan misi Pegadaian itu sendiri, yaitu mengatasi masalah 
tanpa masalah, dan justru akan menimbulkan masalah yang berbasis 
Syariah, kalau yang terjadi demikian ini akan bertentangan dengan 
tujuan dari Syariat Islam  yaitu untuk kemaslahatan ummat manusia.   
Kalau dikaitkan dengan akad Ijarah menurut hemat Penulis jelas 
تاقدصلا بریو ابرلا اللها قحمی 
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tidak sesuai, sebab Ijarah itu adalah sewa manfaat, bukan pemilikan 
materi, dalam akad tersebut uang dianggap materi yang dimanfaatkan 
(seperti barang), kemudian disewakan seperti barang, Ijarah itu sewa 
manfaat jadi setelah habis sewanya barang tetap kembali seperti semula 
tidak berubah materinya, kalau uang yang kembali bukan materinya tapi 
nominalnya.  
Kalau dibandinmgkan dengan Malaysia, Gadai Islam di sana tidak 
dikenakan Ijarah tetapi nasabah diminta untuk syukuran memberi 
hadiah atau hibbah pada Pegadaian, kalau hibbah bentuknya bukan 
Ijarah, maka boleh saja dan halal hibbah dalam bentuk apapun dan 
kepada siapapun boleh.  
Ada kemungkinan sewa Modal atau Ijarah sebagai biaya wadiah 
atau titipan barang, adapun pengertian wadiah adalah : 
“memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk 
dipelihara.”158 




Artinya :”Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, 
baik dengan ungkapan yang jelas maupun dengan isyarat”159  
 
 




Artinya :” Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta miliknya  
dengan cara tertentu.”160 
 
Jadi nasabah yang menggadaikan itu membayar Ijarah adalah 
                                                 
      158 Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), Cet. Kedua,  PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 245.   
      159 Abdurahman al Jazairi, Kitabul Fiqhi ala Mazahibil Arba’ah, jus dua 
     160 Ibid. hlm. 
ةللاد وا احیرص ھلام ظفح يلع ریغلا طیلست 
 
كولمم ظفح يف لیكوت صوصحم ھجو يلع  
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sebagai jasa titipan (sewa gudang, pemeliharaan dan keamanan) 
kalau hanya sekedar menitipkan barang, mestinya yang menitipkan 
(Rahin) tidak minta Marhun bih (pinjaman uang), jadi Ijarah  hanya 
semata-mata untuk biaya penitipan saja. maka tidak sesuai lagi 
dengan akad wadiah. Oleh sebab itu akad di Pegadaian Syariah 
harus sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu tidak mengandung unsur 
riba tidak sekedar merubah perjanjian menjadi akad dan sewa modal 
menjadi Ijarah.  
Solusi dan menghilangkan riba dalam sistim gadai Syariah menurut 
pendapat Penulis berikut dalam table : 
No. Golongan Marhun bih Biaya Adminstrasi Qarldul hasan 
1 20.000  s/d   1.000.000 sda Hibbah 
seihlasnya 







6. Kerusakan barang gadai. 
 Tentang kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan 
Murtahin (Pegadaian). hal ini telah termuat dalam Surat Bukti Rahn : 
Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan 
Musta’jir, sehingga menyebabkan Marhun hilang, rusak, tidak dapat dipakai, 
maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum 
Pegadaian.  Atas pembayaran ganti rugi ini Musta’jir setuju dikenakan 
potongan sebesar Marhun Bih - Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, 
sedangkan perhitungan Ijarah dihitung sampai dengan penebusan ganti rugi. 
161     
Menurut Ahli Fikih,  
Ulama Hanafiyah, Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah 
berpendapat, jika barang gadai rusak maka diganti yang sejenis atau 
                                                 
     161 Surat Bukti Rahn  
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diganti harga dari barang itu.    
7 Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama Tentang Manfaat Barang  
Gadaian. 
Pada dasarnya gadai mempunyai niali sosial yang sangat tinggi. Namun . 
pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil 
karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.162 Dilihat dari segi 
komersial, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena 
inflasi, pelunasan yang beriamt-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di 
lain pihak, barang jaminan mempunyai hasil atau manfaat yang kemungkinan 
dapat diambil manfaatnya atau dipungut hasilnya. Bagaimanakah cara untuk 
mengatasi hal tersebut. Sejauh manakah hak penerima gadai atas hasil atau 
manfaat barang yang digadaikan. 
Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, berikut akan dibahas solusi 
altematif agar pihak penggadai dan penerima gadai tidak merasa saling 
diperilakukan tidak adil dan tidak merasa saling dirugikan. 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 
tentang Rahn, Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. pada 
prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin 
Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar 
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.163   
 
 Sedangkan untuk jelasnya adalah sebagai berikut:  
1. Pendapat ahli hukum Islam tentang manfaat barang gadai. 
Pada dasamya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh 
Rahin sebagai pemegang amanat, kecuali apabila terdapat kesepakatan 
masing- masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap Marhun 
hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau memungut 
hasilnya. Demikian pula Rahin, selama Marhun ada di tangan Murtahin 
sebagai jaminan hutang, rahm tidak berhak menggunakan marhun. 
Keadaan demikian ini, apabila kedua belah pihak (Rahin dan Murtahin) 
                                                 
     162 Syafii Dalam Chuzaemah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer  (Jakarta : 
LSIK), hlm. 60. 
        163  Ahmad Kamil dan Fauzan, Ibid. hlm. 548. 
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tidak ada kesepakatan.164 
Adapun mengenai boleh atau tidaknya barang gadai diambil 
manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafii 
dari kesekian perbedaan pendapat para ulama yang tergabung dalam 
beberapa mazhab, yaitu Mazhab Syafii (يعفاشلا بھذم), mazhab Hanafi 
)يفنح بھذم( , Mazhab Hambali (يلبنح بھذم), serta mazhab Maliki    
sebenamya ada titik yang mengarahkan menuju kesamaan, pendapat 
Mazahib tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadaian pada dasamya 
tidak diperbolehkan oleh syara', namun apabila pemanfaatan barang telah 
terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak (Rahin dan Murtahin), maka 
pemanfaatan barang gadaian tersebut diperbolehkan. 
8. Analisis Sistim Lelang 
Dalam perjanjian  pinjam meminjam,  dalam perum pegadaian 
mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan gadai 
(debitur) dengan tujuan apabila si debitur mengalami kerugian (dalam hal 
yang menggadaikan itu meminjam uang untuk modal usaha dan sebagainya), 
pihak pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak ada barang 
jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada 
pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya. 
Walaupun barang jaminan berada dalam kekuasaan pemegang gadai, 
namun ia tidak berhak untuk menggunakan barang yang digadaikan itu. 
Barang tersebut diberikan kepadanya tidak untuk menarik kenikmatan dari 
padanya, tetapi hanya sebagai tanggungan. Bila pemberi gadai tidak dapat 
memenuhi kewajibannya untuk melunasi uang pinjamannya, maka pemegang 
gadai akan melakukan penjualan barang jaminan itu untuk membayar 
hutangnya. Hal demikian merupakan resiko, karena tidak memenuhi 
kewajibannya. Di dalam pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak 
dibolehkan untuk mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia 
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akan membayar hutangnya itu nanti pada saat sudali datang waktunya, namun 
kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini 
adalah merusak akad, dan tidak sah, sesuai hadis yang artinya: Tetapi bagi 
Ulama Hanbaliyah dan sebagian Ulama Hanafiyah, serta mereka mengatakan 
"tidak rusak gadainya. dengan persyaratan ini. Karena kadang-kadang si 
pemberi gadai menyetujui syarat ini.165 
Mengenai batas-batas bagi berakhimya sebuah perjanjian gadai apabila 
terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 
1. Apabila barang jaminan itu telah diserahkan kepada yang empunya 
(Rahin), baik dengan jalan menghibahkan barang itu kepadanya. ataupun 
dengan cara memmjamkan barang tersebut kepadanya. 
2. Apabila hutang tersebut sudah dibayar oleh si penggadai. Apabila itu telah 
dibatalkan lebih dahulu oleh pihak penerima gadai dengan 
mengembalikan barang jaminan kepada si pemberi gadai pada awal akad. 
3. Apabila barang jaminan itu sudah dijual oleh si penerima gadai untuk 
menutupi hutangnya karena si penggadai wanpretasi. 
4. Apabila sebelum serah terima barang jaminan itu, salah seorang di antara 
pihak penggadai atau penerima gadai menemui ajalnya (mennggal). 
5. Apabila barang jaminan itu mengalami kemsakan / dan atau musnah Suatu 
perjanjian gadai yang sudah berketetapan sudah pasti tidak terlepas dari 
suatu akad atau ikatan perjanjian. Dan. suatu ikatan beserta ketetapan itu 
akan terwujud dengan cara ijab dan qabul (ungkapan kehendak dan serah 
terima). 
Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh. 
menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai 
dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh 
tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi hutangnya atau kewajibannya. 
Jika terdapat perayaratan, menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, 
maka hal ini dibolehkan dengan ketentuan: 
                                                 
       165  Wahbah Az-Zuhaily, Op.Cit, hlm. 145. 
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1. Murthain harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahm (mencari tahu 
penyebab belum melunasinya utang). 
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran. 
3. Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahm belum melunasi 
hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada 
murtahin lain dengan seijin rahin. 
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual 
barang gadai dan kelebihan utangnya dikembalikan kepada rahin.166 
 
Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak meogurangi 
hak nasabah, karena setelali nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh 
tempo dan tidak melakukan perpanjangan, amka barang jaminaimya akan 
dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk 
melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, bunga 
serta biaya lelang. Sedangkan peielangannya adalah sebagai berikut: 
1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang. 
2. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang). 
3. Dibacakan tata tertib malalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. 
4. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling 
tinggi. 
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh sesorang yang berpiutang atas suatu 
barang yang bergerak, yaug diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang 
atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan 
kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 
secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan 
pengecuahan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-
biaya mana harus didahulukan.167 
 
Berdasarkan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa anggota masyarakat 
yang pada umumnya berpenghasilan rendah dapat memperoleh pinjaman dari 
pegadaian dengan jaminan barang bergerak. Apabila jangka waktu perjanjian 
berakhir dan pengambil kredit ridak dapat melunasi pinjaman pokok ditambah 
bunganya atau menebus barangnya, maka pihak pegadaian berhak untuk 
                                                 
      166 Ahmad Ahzar Basyir,  Hukum Islam Tentang Riba, hlm. 58 
      167 Martono, SU, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, hlm. 170.  
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menjual barang agunan secara lelang. Hasil lelang barang aguanan tersebut 
kemudian digunakan untuk melunasi pijaman ditambah bunga dan biaya 
lelang. Sisanya dikembalikan kepada nasabah yang meminjam atau pemilik 
barang yang telah dilelang tersebut. 
darai uraian tersebut diatas bahwa sistim lelang barang gadai adalah sudah 
disepakati oleh para pihak pada waktu akad sebnagaimana tertulis dalam Surat 
Bukti Rahn, sedangkan prosedurnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip 
Syariah, hanya saja didalam Kitab Fikih ditentukn apabila Rahin ikut lelang 
maka dia berhak sebagai pelelang pertama terhadap barangnya sendiri, yang 
disewbut dengan hak istimewa (زایتملاا قح).  
9. Penyelesaian Sengketa  
Penyelesaian sengketa di Pegadaian Syariah sebagaimana termuat dalam 
Surat Bukti Rahn adalah melaui Basyarnas. 
Didalam sistim Penyelesaian sengketa menurut Tata Hukum Indonesia 
ada dua macam :  
1. Penyelesaian sengketa Non Litigasi. penyelsaian ini dapat ditempuh 
dengan dua cara yaiotu : 
a. Melalui Mediasi, musayawarah untuk damai. 
b. Melalu Badan Arbitrase Syariah Nasional  
Penyelsaian non litigasi ini kelebihannya adalah proses sangat sederhana 
dan cepat serta biaya ringan, akan tetapi  Basyarnas tidak bisa 
mengeksekusi 
2. Penyelesaian melalui Litigasi, yaitu lembaga Peradilan.    
   Penyelesaian lewat Litigasi prosesnya lama dan sesuai dengan aturan yang 
berlaku, akan tetapi Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial, 
sebagaimana yang terytuang dalam Surat Bukti Rahn (SBR) penyelesaian 
sengketa di Pegadaian Syariah melalui Basyarnas, serta keputusan 
Basyarnas adalah bersifat final. 
 
10. Ilustrasi Pelaksanaan 
Produk Pegadaian Konvensional. 
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Sebagai bahan pembanding Penulis juga akan menyajikan hasil 
observasi di Pegadaian Konvensional, dalam hal ini Penulis hanya akan 
menyajikan dua data yaitu tarif bunga dan biaya administrasi serta nilai 
taksir barang  dengan produk yang sama dengan Rahn Ijarah  : 
Kredit Cepat dan Aman 
KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah  Kerdit dengan sistim gadai yang 
diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam 
kebutuhan. 
Barang-barang yang dapat dijadikan agunan adalah : 
1. Perhiasan (Emas dan Berlian). 
2. Barang-barang Elektronik  (TV, HP, Vidio, Komputer, Tape Recorder 
dan lain-lain). 
3. Kendaraan bermotor (Mobil dan Sepeda  Motor). 
Persyaratan : 
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk./ KTA. 
2. Surat Keterangan Keabsahan Kendaraan dari Samsat   
Tarif Bunga dan Biaya Administrasi : 
Golongan 
 





A 20.000 – 150.000 0,75 % 1 % x UP 
B 151.000 - 500.000 1,2 %  
C1 505.000 - 1.000.000 1,3 %  
C2 1.010.000 20.000.000 1,3 %  
D1 20.050.000 - 50.000.000 1. %  
D2 50.100.000  - 200.000.000 1 %  
 
* Tarif Bunga  dihitung perlima belas hari, 1 hari dihitung lima belas hari.  
 
* Jangka waktu maksimal 120 hari, atau bisa diperpanjang dengan akad 
baru.168  
 
 b. Presentasi Taksir harga : 
                                                 





Jenis Patok Taksir 
1 Emas/permata 90 % 
2 Kain / Tekstil 80 % 
3 Jam / arloji  Emas  50 % 
4 Alat Rumah Tangga Non 
Elektrik 
85 % 
5 Barang Elektrik 75 % 
6 Elektronik 65 % 
7 Komputer 55 % 
8 Motor(10 th s/d  15 thu) 75 % (usia 1 th s/d10 
th,usia 11 th s/d 15 th = 
60%  
9 Mobil ( 10 th s/d 15 th) 75 %  (usia 1 th s/d 10 th, 
(usia 11 s/d 15 th),  60 %  
10 Kamera Digital 55 % 
11 Handphone 55 % 
12 Sepeda 90 % 
13 Barang-barang lain dinilai/kg) 85 % 
 
Prosedur dan semua tatacara baik di Pegadaian Konvensional maupun di  
Pegadaian  Syariah sama, yang membedakan adalah : 
1. Penggolangan pinjaman. 
2. Ketentuan Bunga (sewa Modal). 
3. Biaya Adminstrasi. 
4. Batas Minimal 15 hari.  
a. Ilustrasi Kredit KCA di Pegadaian Konvensional..  
2. Syarat-syarat Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 
3. Barang Agunan (bisa berupa Emas dan lain-lain) 
Langkah berikutnya adalah : 
1. Nasabah datang di Perum Pegadaian. 
2. Mnyerahkan barang agunan untuk di taksir, barang agunan Penulis adalah 
Coin emas seberat 5 gram 99%, oleh Penaksir ditaksir Rp. 1.647.000, 
Penaksir menawar Rp. 1.400.000,- Penulis menawar Rp. 1.500.000,- 
akhirnya terjadi kesepakatan, dari pihak Nasabah dan Pegadaian Nasabah 
menentukan jumlah uang pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-   
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3. Kasir membuatkan Surat Bukti Kredit, yang ditanda tangani oleh Nasabah 
dan Pihak Pegadaian kemudian nasabah menerima uang pinjaman.      
Didalam Penelitian ini Penulis meminjam uang sebesar  Rp.1.500.000,- maka 
perinciannya adalah sebagai berikut : 
            1. Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-    
            2. Biaya Adm       Rp.      15.000.- - 
                 Sisa                  Rp. 1.485.000,- (yang diterma oleh Nasabah) 
Catatan : Untuk biaya adiminstrasi dibayar dimuka (dipotong uang 
pinjaman). 
Setelah masa gadai tahap pertama habis yaitu hari ke 15 Penulis 
mengambil agunan dan melunasi utangnya, maka Nasabah membayar : 
1). Uang pinjaman                                 Rp. 1.500.000,-  
2). Sewa Modal sebesar 1,3 % x UP = Rp        19.500 + 
3). Jumlah                                             Rp. 1.519 5.00,-  
4). (uang yang harus  dibayar oleh Nasabah pada saat melunasi 
pinjaman)169 
b. Ilustrasi Pinjaman Rahn Ijarah di Pegadaian Syariah.  
a. Syarat-syarat Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 
b. Barang Agunan (bisa berupa Emas dan lain-lain) 
Langkah berikutnya adalah : 
1). Nasabah datang di Perum Pegadaian. 
2). Mnyerahkan barang agunan untuk di taksir, barang agunan Coin emas 
seberat 5 gram 99%, oleh Penaksir ditaksir Rp. 1.647.000, Penaksir 
menawar Rp. 1.400.000,- Rahin menawar Rp. 1.500.000,- akhirnya 
terjadi kesepakatan, Rahin dengan Pegadaian menentukan jumlah 
uang pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-   
3). Kasir membuatkan Surat Bukti Rahn, yang ditanda tangani oleh Rahin 
dan Pihak Pegadaian (Murtahin) kemudian Rahin menerima uang 
pinjaman.      
Didalam Penelitian ini Penulis meminjam uang sebesar Rp. 
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1.500.000,- maka perinciannya adalah sebagai berikut : 
a. Uang pinjaman Rp. 1.500.000,-    
b. Tidak ada potongan.- - 
c. Dibayar      Rp. 1.500.000,- (yang diterima oleh Rahin) 
Catatan : Untuk biaya adiminstrasi dibayar saat pelunasan pinjaman. 
Setelah masa gadai tahap pertama habis yaitu hari ke 10 Rahin mengambil 
agunan dan melunasi utangnya, maka Nasabah membayar : 
a. Uang pinjaman     Rp. 1.500.000,-  
b.   Sewa Modal sebesar (Taksiran/Rp.10.000 x Rp. 85,- x 10 hari =     
Rp 12.750                       
c.  (uang yang harus  dibayar oleh Rahin pada saat melunasi pinjaman) 
adalah  
1.  Uang Pinjaman       Rp.  1.500.000,- 
2  Biaya Administrasi  Rp.       16.000,-.  
3. Ijarah (sewa modal) Rp.       12.750  + 
                         Jumlah         Rp.  1. 528.500,- 
c. Ilustrasi Penaksiran Barang Agunan 
a, Penaksiran Emas.  
Cincin emas 5 gram (tok) 750,  0,75 atau 75 % maka 75/100 x 24 = 
18, maka nilai emas itu =18 karat. Harga Emas Pasar Pusat (HEPP) 24 
karat /gram  Rp. 400.000,- maka harga emas 18 karat adalah 18/24 x Rp. 
400.000,- = Rp. 300.000,-  x 5 gram =Rp. 1.500.000,- 
Penaksir menentukan maksimal 90 % = 90/100 x Rp. 1.500.000,- = 
Rp.1.350.000,-  maka pihak pegadaian maksimal berani memberi 
pinjaman kurang dari Rp 1.350.000,- atau dengan perhitungan sebagai 
berikut :  
1. Harga taksir                    Rp. 1.350.000,- 
2. Biaya adm   1%x UP.     Rp.     13.500,- 
3  Sewa Modal 1,3% xUP  Rp.     17.500,- 
Jadi : Harga Taksir - biaya Administrasi - sewa modal- biaya lelang  
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(Rp. 1.350.000,- - (Rp. 13.500,- + Rp. 17.500) = Rp. 1.319.000,- 
penaksir memberi harga kurang dari Rp. 1.300.000,- sebab hal ini 
kaitannya jika Nasabah wanprestasi maka agunan bisa dijual dan 
pihak Pegadaian tidak rugi. Cara seperti ini adalah apa yang 
diterapkan di Pegadaian baik Syariah ataupun konvensional.     
b.   Penaksiran barang-barang  selain emas. 
1). Elektronik.  
Untuk barang-barang elektronik penaksir harus lebih teliti dan harus 
mengetahui situasi harga pasar lokal, karena barang-barang itu 
harganya tidak stabil, dan dalam waktu singkat mungkin akan 
mengalami penurunan yang drastis dan tidak mungkin akan naik lagi, 
misalnya TV, HP, Laptop, Komputer dan lain-lain  yang biasanya bila 
keluar produk baru yang lama tidak laku. Hal ini harus sangat 
diperhatikan sebab taksiran ini kaitannya dengan harga lelang, padahal 
lelangan jangka waktunya adalah 4 bulan dari hari dan tanggal 
penyerahan barang jaminan. Oleh karena itu tidak semua jenis barang 
elektronik laku sebagai barang jaminan di Pegadaian, ada produk dan 
merek tertentu yang bisa dijadikan jaminan misalnya HP  Merk Nokia, 
TV Polytron dan Panasonik, karena merek-merek tersebut mempunyai 
purna jual yang tinggi. 
2). Non Elektrik dan Elektrik. 
Barang-barang non Elektrik dan Elektrik adalah perabot rumah tangga 
yang mempunyai nilai jual di pasar, standar taksir adalah harga pasar, 
oleh karena barang tersebut harganya tidak menentu maka taksiran 
dari Pihak Pegadaian harus berhati-hati, agar tidak terjadi kerugian 
pada saat Nasabah wanprestasi dan barang tersebut dilelang paling 
tidak harus bisa menutup sewa modal,  pinjaman dan biaya lelang.    
3). Kendaraan bermotor. 
Penaksiran kendaraan bermotor harus mempunyai standar harga dealer 
Kendaraan bekas, baik yang sepeda Motor maupun Mobil, disamping 
itu harus memperhatikan keaslian dari Kendaraan tersebut serta 
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produknya, sebab tidak setiap kendaraan bermotor bisa dan laku di 
Pegadaian, misalnya produk cina.   
. 













































1. Simpulan  
Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pembahasan atas permasalahan 
yang telah dirumuskan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
Implementasi Akad Ijaroh pada Perum Pegadaian Syariah Cabang 
Solobaru belum sesuai dengan prisnsip Syariah.  
Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat 
beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya 
adalah mestinya Akad Ijaroh adalah sewa manfaat bukan sewa modal, 
mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad qordul hasan (pinjaman tanpa 
bunga) .  
2. Implikasi  
Setelah  membaca dan  menelusuri  hasil penelitia tersebut di atas, 
kemudian penulis menemukan solusinya bagi kemajuan pegadaian ke depan, 
baik pegadaian pada umumnya maupun pegadaian syari’ah  pada khusunya, 
sangat ditentukan  oleh faktor internal (kekuatan dalam) yakni masyarakat 
setempat sebagai pelaksanaan  pegadaian syari’ah.  
Pegadaian  dalam wujudnya sekarang ini, yaitu system modern yang 
dikenal dengan nama Syariah dan konversional. Selain itu juga mampu 
menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsur selama bertahun-tahun. 
Atas dasar kemampuan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak di ada di 
tempat lain. Jika dianalisis dengan menggunakan analisis pendapat para ulama 
dengan tepat, tentang segi-segi positif, negatif, kekuatan dan kelemahan serta 
peluang dan ancamannya, maka kehadiran Pegadaian Syariah dapat 
menempati  posisi yang sangat strategis.  
Telah jelas bahwa sumber-sumber pegadaian sebagai lembaga-lembaga 
keuangan umat, sebagian besar terletak pada sejauhmana seorang pemimpin, 
warga masyarakat memanfaatkan besarnya pengaruh Hukum Islam yang  
dimilikinya dan sejauhmana masyarakat memberikan dukungan moral dan 
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demi kemajuan  Pegadaian Syariah tersebut.  
Dengan segala kemampuan dan fasilitas yang didukung dengan sumber-
sumber yang memadai serta  pengelolaan yang baik, Pegadaian Syariah 
cabang Solobaru Sukoharjo akan tumbuh sebagai sarana dan prasarana serta 
kesejahteraan bagi masyarakat untuk  melakukan transaksi keuangan yang 
benar-benar Islamy.  
Dengan penelitian ini, setidak-tidaknya akan memberikan beberapa 
implikasi sebagai berikut :  
3. Pegadaian sebagai lembaga keuangan masyarakat dengan cara 
tersendiri yang lain dengan bank, pengelolaannya dan operasionalnya 
bisa dijadikan faktor penyeimbang terhadap kehidupan modern yang 
cenderung bersifat pengejaran pemenuhan  kebutuhan material.  
4. Proses belajar transaksi yang  terdapat di perum pegadaian seperti 
adanya penaksir, barang jaminan, Ijaroh dan lain-lain dapat dijadikan 
model pengembangan bagi lembaga lain yang seharusnya juga 
bertanggung jawab terhadap  kehidupan masyarakat.  
5. Adanya Pegadaian Syariah atau Pegadaian yang berdasarkan pada 
Hukum Islam, akan dijadkan model bagi pegadaian-pegadaian yang 
lain dalam mengembangkan  lembaganya di tengah-tengah masyarakat 
sebagai bagian dari tannggung jawab moral.  
6. Dengan penelitian ini diharapkan akan bisa merenkonstruksi sebuah 
teori baru yang kaya, ramah dan menyerap ide-ide lokal atau setidak-
tidaknya menemukan pola-pola baru yang khas yang bisa dijadikan 
dasar bagi  perusahaan  umum pegadaian dalam mengelola atau 
operasionalisasinya. Proses dialektika ini yang ingin dicermati oleh 
peneliti sehingga mampu menjelaskan kompleksitas fenomena, 
menarik pemahaman baru berdasarkan  kepada hukum Islam dan 
hukum positif di Indonesia dan lain-lain. 
7. Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah adalah ruhsoh atau 
kemudahan, yaitu apabila dalam kondisi yang sangat mendesak atau 
sangat terpaksa, maka Islam memberi kemudahan artinya boleh 
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melakukan hal yang seharusnya dilarang, akan tetapi hanya 
sekedarnya saja tidak berlebihan dan tidak melampui batas, 
kemudahan tersebut bukan merobah hukum yang tadinya haram 
menjadi halal tidak, hukum tetap haram tetapi boleh dilaksanakan 
karena untuk mempertahankan hidup, hal ini sebagaimana diatur 
didalam surat al Isro. ayat 22 : 
 
 
   
 Artinya : ”  Barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak melampui 
batas maka tidak ada dosa baginya ” 
 
      
3 Saran-saran   
Berdasarkan pada hasil kajian mengensi solusi altematif mekanisme 
Pegadaian Syari’ah, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu: 
1. Sebaiknya undang-undang tentang pegadaian syari'ah segera 
dirumuskan bila mana konsep Pegadaian Syari’ah sudah siap. 
2. Para cendekiawan muslim segera memikirkan mengenai konsep 
mengenai konsep mekanisme pegadaian yang sesuai dengan Syariah 
Islam, benar-benar tidak riba, karena hal ini akan sangat menolong 
bagi masyarakat yang sering menggunakan jasa pegadaian khususnya 
umat Islam. 
3. Sebagai lembaga keuangan yang hadir dari kebutuhan masyarakat, 
para pengelola pegadaian diharapkan lebih mengintensifkan prosesnya 
serta menyamakan visi dan misi dengan masyarkat sekitar dalam 
proses pengelolaan atau opersionalisasinya, terutama komitmen 
bersama antara perusaliaan umum pegadaian dengan anggota 
masyarakat.     
4. Untuk. membangun sebuah lembaga pegadaian yang sesuai dengan 
prinsip Syariah, serta terlepas dari unsur riba, harus memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: Hakikat dan fungsi pegadaian, 
 ھیلع مثا لاف د اع لاو غاب ریغ رطضا نمف 
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Persamaan dan perbedaan gadai Islam dengan. gadai konvensional, 
Pengertian gadai antara nilai sosial dan nilai komersial. 
5. Laba gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah dapat dibentuk melalui 
cara menerapkan akad qordul hasan (نسحلا ضرقلا ), mudharabah 
(ھبراضم) dan lain-lain.  
Sebagai gambaran Penulis memaparkan sistim yang tidak riba. 
No. Golongan Marhun bih Biaya Adminstrasi Qarldul hasan 
1 20.000  s/d   1.000.000 Sesuai Kebijakan 
Perum Pegadaian 
Hibbah seihlasnya 







6. Sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syari'ah sampai saat ini baru 
sebagian akad yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: Belum adanya 
Undang-Undang tentang Pegadaian Syariah.  
  Hasil kajian ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan baik 
dari pihak pengkaji maupun dari penulisan thesis ini. Oleh karena itu dapat 
disampaikan beberapa hal sebagai berikut; 
1. Penelitian ini merupakan tentang Akad Ijaroh di Pegadaian Syari'ah 
disamping itu penulisan awal hasilnyapun belum optimal untuk aspek 
mekanismenya. Oleh karena itu diharapkan bagi para ahli atau peneliti 
untuk dapat menyempurnakan hasil dari pengkajian ini, demi 
kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam. 
2. Solusi altematif dalam mekanisme Akad Ijaroh di Pegadaian syari'ah 
kebanyakan ditulis atas pemikiran sendiri, karena belum adanya banyak 
sumber yang dapat dijadikan rujukan dan hanya menggunakan interpretasi 
kaidah-kaidah fiqih Islam. 
3. Peneliti belum mampu melihat secara keselurulian dalam pelaksanaan 
operasionahsasi perusahaan umum pegadaian Syariah cabang Solobaru. 
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Hal itu disebabkan antara lain salah satu sumber diantaranya kurangnya 
buku-buku yang membahas secara langsung tentang pegadaian. 
4. Penguasaan terhadap teori Pegadaian dalam Implementasi Akad Ijaroh 
yang dijadikan perspektif dalam penelitian ini untuk memotret Perusahaan 
Umum Pegadaian Syariah cabang Solobaru masih dangkal sehingga 
hasilnya relatif  kurang memuaskan. 
5. Masih banyak produk-produk Pegadaian Syariah yang belum dibahas dan 
dianalisa Implementasinya, oleh sebab itu Penulis mengharapkan pada 
para pembaca untuk mengkaji dan menganalisa produk-produk lain seperti 
Arrum dan Murobahah Logam Mulia sehingga dapat menambah khasanah 
ilmu dibidang Pegadaian Syariah.  
6. Kritik dan saran senantiasa diharapkan demi kelengkapan penulisan tesis 
ini.  
  
ةراجلاا دقعلا ثحبمب ةحورطلاا ءلام لاا متخن میظعلا اللها قدص لوقب 
لیمكتل داقعنلااو دقنلا اوجون اجرھ اكس وربولوص ةعیرشلا نھرلا يف  
ھ ثحبملا اذ  ةیادھلاو قیفوتلا اللهابمكنم وفعلاو ةیانعلاو اضرلاو 
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